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Pembaca yang Terhormat,

elamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM tentang risiko
keamanan yang makin parah.

Abad ke-21 telah mendekatkan negara-negara dengan cara
yang terglobalisasi. Dikombinasikan dengan perubahan disruptif yang
cepat, lingkungan ini telah mengaburkan batas-batas ancaman keamanan
tradisional. Edisi ini menganalisis tantangan yang dihadirkan ancaman
ini terhadap tatanan berbasis aturan internasional dan bagaimana hal
tersebut akan memengaruhi Indo-Pasifik.

Risiko keamanan yang makin parah mengubah dinamika ancaman
dan persaingan. Untuk melawan dan mengurangi risiko ini, Sekutu dan
Mitra kita harus memahami nuansa budaya, ekonomi, dan politik dari
lanskap geopolitik.

Edisi ini dibuka dengan analisis kemampuan, perkembangan,
dan kebijakan kontra-ruang angkasa di seluruh kawasan ini. Meski
beberapa musuh kita telah mencapai kemajuan dalam senjata kontra-
ruang angkasa, Sekutu dan Mitra kita mencapai progres inovatif untuk
melawan perkembangan tersebut. Sebagaimana dijabarkan para analis
dari Center for Strategic and International Studies, Jepang dan Korea
Selatan mengembangkan teknologi mereka untuk memastikan kita
mempertahankan keunggulan. Kemajuan tersebut membutuhkan
protokol baru untuk melindungi ranah ruang angkasa dan menguraikan
norma perilaku di dunianya.

Negara dan wilayah kepulauan Pasifik menghadapi ancaman
keamanan baru, termasuk proliferasi kejahatan transnasional,
penangkapan ikan ilegal, dan bencana alam yang lebih merusak. Artikel
fitur menyoroti karya Operasi Angkatan Darat A.S. di Negara-Negara
Kepulauan Pasifik yang berhasil berkolaborasi di seluruh kawasan ini
untuk mengurangi risiko keamanan tersebut.

Dr. Jinghao Zhou dari Hobart and William Smith Colleges di New
York berpendapat bahwa kegiatan baru-baru ini oleh Partai Komunis
Tiongkok (PKT) menunjukkan keinginan untuk meningkatkan
kekuasaan di panggung dunia. Peningkatan kekuatan militer PK'T,
diplomasi prajurit serigala, propaganda politik yang agresif, penyensoran
ideologi, dan kebijakan ekonomi koersif mendukung sudut pandang ini.
Serangkaian artikel terkait menunjukkan bahwa jaringan Sekutu dan
Mitra kita diperlukan untuk melawan agresi ini.

Dr. Shale Horowitz dari University of Wisconsin-Milwaukee
menawarkan solusi regional untuk mengurangi ancaman ekonomi
Tiongkok, yang sering kali memperparah ancaman militer-keamanan
PKT. John F. Tobon dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri A.S.
mengungkapkan implikasi keamanan dari keterlibatan RRT dalam valuta
asing pasar gelap bagi Indo-Pasifik. Doowan Lee, CEO dan salah satu
pendiri sebuah perusahaan rintisan kecerdasan buatan, menjelaskan
bagaimana jaringan Sekutu dan Mitra kita dapat bersaing melawan
strategi digital PK'T, yang telah mempersenjatai lingkungan informasi.

Kami berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan
regional tentang masalah yang mendesak ini. Kami menyambut baik
komentar Anda. Silakan hubungi kami di ipdf@ipdefenseforum.com
untuk menyampaikan pendapat Anda.
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TODD HARRISON adalah direktur analisis anggaran pertahanan dan direktur Proyek
Keamanan Ruang Angkasa di Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Sebagai peneliti senior di Program Keamanan Internasional, dia memimpin upaya CSIS
untuk memberikan penelitian dan analisis nonpartisan yang mendalam tentang masalah
pendanaan pertahanan, keamanan ruang angkasa, dan kekuatan udara.

KAITLYN JOHNSON adalah wakil direktur dan peneliti dari Proyek Keamanan Ruang
Angkasa di CSIS. Dia mengelola agenda penelitian dan perencanaan strategis im
tersebut. Penelitiannya dikhususkan pada topik seperti keamanan ruang angkasa, sistem
ruang angkasa militer, kebijakan ruang angkasa komersial, dan dominasi udara AS.

LETNAN KOLONEL JOE MOYE adalah seorang perwira aktif Korps Marinir A.S.
dengan masa pengabdian selama 22 tahun. Tugas operasionalnya meliputi unit ekspedisi
laut dan enam penugasan ke Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Tugas operasionalnya
terbarunya adalah komando batalion di Camp Lejeune, North Carolina.

MAKENA YOUNG adalah seorang peneliti madya dalam Proyek Keamanan

Ruang Angkasa di CSIS. Minat penelitiannya termasuk kolaborasi internasional,
keamanan ruang angkasa, dan puing orbit. Dia telah bekerja untuk Federal Aviation
Administration sebagai insinyur ruang angkasa, yang berfokus pada sertifikasi
pengawasan-siaran dependen otomatis dan integrasi dalam pesawat kecil.

Ditampilkan pada Halaman 8

DR. JINGHAO ZHOU adalah seorang guru besar madya studi Asia

di Hobart and William Smith Colleges di New York. Penelitiannya
berfokus pada ideologi, politik, dan agama Tiongkok, serta hubungan

| A.S.-Tiongkok. Dia telah menerbitkan lusinan jurnal dan artikel berita
serta menulis empat buku, termasuk “Chinese vs. Western Perspectives:
Understanding Contemporary China.”

Ditampilkan pada Halaman 16

JOHN F. TOBON dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri A.S. memiliki
pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menyelidiki skema pencucian
uang yang kompleks. Dia telah membantu membentuk kebijakan
anti-pencucian uang internasional sebagai anggota delegasi A.S. untuk

.| badan antarpemerintah, termasuk Satuan Tugas Aksi Keuangan. Tobon

= juga merupakan guru besar tidak tetap (adjunct professor) di School

of Internatlonal and Public Affairs, Florida International University. Di sana, dia
mengajar tentang kejahatan keuangan global. Ditampilkan pada Halaman 28

DOOWAN LEE adalah CEO dan salah satu pendiri perusahaan
rintisan kecerdasan buatan VAST-OSINT. Dia membangun alat
analisis data yang mengekspos dan menganalisis asal-usul disinformasi
dan operasi informasi musuh dengan menggunakan data siber untuk
mengautentikasi konten. Dia juga menjadi penasihat senior bagi
Institute for Security and Technology dan guru besar tidak tetap
bldang politik di University of San Francisco. Ditampilkan pada Halaman 32

DR. SHALE HOROWITZ adalah guru besar di Departemen Ilmu
Politik di University of Wisconsin-Milwaukee. Penelitiannya telah
mengkaji konflik internasional dan etnik, dengan penekanan pada Asia
Timur dan Selatan; politik perdagangan dan keuangan internasional;
serta politik transisi pasar dan perubahan kelembagaan di negara-

; negara pascakomunis dan Asia Timur. Dia telah melakukan penelitian
di Tlongkok India, Korea Selatan, Taiwan, dan negara-negara di Eropa Timur
dan bekas Uni Soviet. Ditampilkan pada Halaman 36

ANASUA BASU RAY CHAUDHURY adalah seorang peneliti senior di
Neighbourhood Initiative dari Observer Research Foundation. Dia
mengkhususkan diri di bidang Asia Selatan, politik energi, migrasi
paksa, dan perempuan di zona konflik. Dia adalah editor jurnal
online TAAPS Perspective dari Indian Association for Asian and
Pacific Studies dan kontributor reguler untuk jurnal tinjauan sejawat,

surat kabar, dan majalah. Ditampilkan pada Halaman 50
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Kepolisian Australia mengatakan pada Juni 2021 bahwa

iongkok kini mengizinkan pasangan

yang sudah menikah untuk memiliki

hingga tiga anak, sebuah pergeseran
kebijakan besar dari batas 2 anak yang ada
sebelumnya setelah data menunjukkan
penurunan drastis dalam kelahiran di

negara berpenduduk terbanyak di dunia ini.

Perubahan itu disetujui dalam
pertemuan Mei 2021 yang dipimpin
oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Tiongkok (PKT) Xi Jinping, demikian
yang dilaporkan kantor berita resmi
Xinhua.

Pada tahun 2016, Tiongkok mencabut
kebijakan satu anak yang sudah ada selama
puluhan tahun — awalnya diberlakukan
untuk menghentikan ledakan populasi
— dan menerapkan batas dua anak, yang
gagal memberikan lonjakan kelahiran

Interdiksi NARKOBA

BINAK

yang berkelanjutan karena tingginya biaya
membesarkan anak di kota-kota Tiongkok
menghalangi banyak pasangan memulai
keluarga.

“Untuk lebih mengoptimalkan
kebijakan kelahiran, [Tiongkok] akan
menerapkan kebijakan satu pasangan yang
sudah menikah boleh memiliki tiga anak,"
demikian menurut laporan Xinhua.

Perubahan kebijakan ini disertai
dengan “langkah-langkah pendukung,
yang akan kondusif untuk meningkatkan
struktur populasi negara kita, memenuhi
strategi negara untuk secara aktif
menangani populasi yang menua dan
mempertahankan keunggulan serta
keandalan sumber daya manusia,” ungkap
Xinhua. Xinhua tidak menjabarkan
langkah-langkah pendukung tersebut.

> Perempuan :

' Tionghoa di Beijin
berlatih menjadi

% pengasuh anak.
GETTY IMAGES

Pengumuman itu mendapat tanggapan
dingin di media sosial Tiongkok; banyak
orang mengatakan bahwa mereka bahkan
tidak mampu memiliki satu atau dua anak.

“Saya bersedia memiliki tiga anak jika
diberi § juta yuan [11,2 miliar rupiah],”
tulis seorang pengguna di Weibo. Sensus
terakhir Tiongkok menunjukkan bahwa
populasinya tumbuh dengan tingkat
terlambat sejak tahun 1950-an selama
dekade terakhir, mencapai 1,41 miliar.

Data juga menunjukkan tingkat
kesuburan hanya 1,3 anak per wanita
untuk tahun 2020, setara dengan
masyarakat yang menua seperti Jepang
dan Tralia. PKT juga mengatakan akan
mulai memberlakukan penundaan
usia pensiun negara itu tetapi tidak
memberikan detailnya. Reuters

mereka menggagalkan rencana untuk membawa masuk
hampir 3 ton kokain ke negara itu, interdiksi narkoba terbesar
dalam sejarah Australia.

Komandan Kepolisian Negara Bagian New South Wales Stuart
Smith mengatakan kepada wartawan bahwa petugas menangkap
tiga pria atas peran mereka dalam konspirasi untuk membawa
masuk narkoba ke negara itu. Dia mengatakan jumlah itu sama
dengan jumlah total kokain yang dikonsumsi di New South Wales
dalam setahun.

Smith mengatakan pihak berwenang diberi tahu tentang upaya
kriminal itu pada awal tahun 2020, ketika detektif menyaksikan
seorang pria berjudi dengan sejumlah besar uang di sebuah kasino.
Hal itu mengarah pada penyelidikan, yang menyingkap sebuah
sindikat internasional yang beroperasi di empat benua.

Smith mengatakan bahwa Badan Narkotika Amerika Serikat
(DEA), yang bertindak berdasarkan informasi dari lembaganya,
mencegat 870 kilogram kokain saat diangkut di lepas pantai
Kolombia pada Oktober 2020.

Pada April 2020, Pasukan Penjaga Pantai A.S. mencegat sebuah
perahu di lepas pantai Ekuador yang membawa 900 kilogram kokain.

Smith mengatakan operasi tersebut mencapai puncaknya pada
Juni 2021 dengan penangkapan ketiga tersangka di Newcastle, New
South Wales. Mereka dituntut atas konspirasi untuk memasok obat-
obatan terlarang. voice of America News
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MEMPERKUAT HUBUNGAN KEAMANAN

Jepang dan Australia berbagi
kekhawatiran tentang tindakan
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
yang makin asertif di laut regional
dan menyatakan keberatan keras
terhadap perilaku “koersif atau
destabilisasi.”

Menteri luar negeri dan
pertahanan dari kedua negara itu
sepakat pada Juni 2021 untuk
memperkuat hubungan keamanan
mereka saat RRT memaksakan
klaimnya pada area yang
diperebutkan di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Luar Negeri Jepang
Toshimitsu Motegi, sebelah kanan
dalam foto, mengatakan kepada
wartawan bahwa para pejabat
menyampaikan kekhawatiran
mereka tentang kegiatan Tiongkok
di Laut Cina Timur dan Selatan
sebagai tantangan bagi komunitas
internasional. Motegi didampingi oleh
Menteri Pertahanan Jepang Nobuo
Kishi dan rekan Australia mereka,
Marise Payne dan Peter Dutton.

Jepang rutin mengajukan protes
kepada pemerintah Tiongkok atas
kehadiran pasukan penjaga pantai
mereka di dekat Kepulauan Senkaku
yang dikuasai oleh Jepang, yang juga
diklaim oleh Tiongkok dan disebut
Diaoyu. Kapal-kapal Tiongkok secara
rutin melanggar perairan teritorial
Jepang di sekitar kepulauan itu,
terkadang mengancam perahu
penangkap ikan, demikian kata para
pejabat Jepang.

Jepang dan RRT juga tidak
sepakat terkait pengembangan
sumber daya bawah laut di daerah
tersebut.

“Kami menegaskan tentangan
keras terhadap segala tindakan
unilateral yang mendestabilisasi
atau memaksa yang dapat
mengubah status quo dan
meningkatkan ketegangan di Laut
Cina Timur,” ungkap Jepang dan
Australia dalam pernyataan yang

dirilis setelah pembicaraan itu.
Perilaku tersebut “merongrong
tatanan internasional berbasis
aturan.”

Di Laut Cina Selatan, klaim
maritim RRT yang meluas telah
berbenturan dengan klaim
negara-negara tetangga, yang
menuduh Beijing melakukan
militerisasi di salah satu jalur
laut tersibuk di dunia.

Pernyataan bersama itu
mengungkapkan “kekhawatiran
serius tentang perkembangan
negatif baru-baru ini dan insiden
serius di Laut Cina Selatan,
termasuk terus berlanjutnya
militerisasi fitur yang disengketakan,
penggunaan kapal penjaga pantai
yang berbahaya dan ‘milisi maritim’,
serta upaya untuk mengganggu
kegiatan eksploitasi sumber daya
negara lain.”

“Kami menegaskan kembali
tentangan keras kami terhadap
segala upaya unilateral untuk
mengubah status quo” oleh
RRT, demikian kata Motegi. Dia
menambahkan bahwa keempat
menteri itu berbagi “kekhawatiran
serius” atas pelanggaran hak
asasi manusia RRT di Hong Kong
dan wilayah Xinjiang barat, yang
merupakan tempat tinggal warga
Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

Pernyataan itu menyerukan
kepada RRT “untuk memberikan
akses mendesak, bermakna,
dan tak terbatas ke Xinjiang bagi
pengamat internasional independen
termasuk komisaris tinggi hak asasi
manusia PB.B. [Perserikatan Bangsa-
Bangsa].”

Pertemuan tersebut juga
menegaskan kembali pentingnya
menjaga perdamaian dan stabilitas
di Selat Taiwan, tempat RRT telah
meningkatkan kampanye tekanan
terhadap pulau Taiwan yang dikuasai
sendiri. Reuters

A

YILLIML

#MilkTeaAlliance

EMOJI PRODEMOKRASI
MENANDAI PERINGATAN
SATU TAHUN

witter meluncurkan emoji pada April 2021
I untuk menyoroti peringatan satu tahun
gerakan protes online #MilkTeaAlliance
yang telah menciptakan jalinan di kalangan
aktivis prodemokrasi di seluruh Indo-Pasifik.

Aliansi tersebut — yang dinamai karena
kecintaan bersama akan minuman teh manis di
Hong Kong, Thailand, dan Taiwan — muncul
pada tahun 2020 sebagai ungkapan solidaritas
lintas batas dan ketakutan bersama akan
Tiongkok yang otoriter.

Kampanye ini berkembang pesat pada saat
Hong Kong muncul dari protes prodemokrasi
berbulan-bulan dan aktivis muda di Bangkok
dan kota-kota Thailand lainnya mulai menuntut
reformasi konstitusi negara itu yang disusun
oleh militer serta hak-hak lainnya.

Gerakan itu pun telah menyebar ke Myanmar
— di mana teh dengan susu kental manis
merupakan pendamping utama sarapan —
setelah kudeta militer menggulingkan pemimpin
sipil negara itu Aung San Suu Kyi pada Februari
2021, yang memicu pemberontakan massal.

“Untuk merayakan peringatan satu tahun
#MilkTeaAlliance, kami merancang emoji yang
menampilkan 3 jenis warna teh susu dari
wilayah tempat Aliansi pertama kali dibentuk
secara online,” ungkap Twitter.

Gambar tersebut muncul dalam segala
tweet yang menampilkan tagar tersebut dalam
bahasa Inggris, Thai, Korea, dan beberapa
bahasa Asia lainnya.

“Selalu bersama dalam solidaritas, tak
peduli betapa kerasnya zaman,” demikian
kiriman tweet aktivis veteran prodemokrasi
Hong Kong Joshua Wong sebagai tanggapan
atas berita itu, menggunakan tagar versi
bahasa Inggris dan Tionghoa.

Istilah ini telah digunakan di Twitter lebih dari
11 juta kali sejak April 2020, demikian ungkap
platform itu, dan penggunaan kembali melonjak
setelah kudeta di Myanmar. Agence France-Presse
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ANCAMAN

RUANG ANGKASA

ANALISIS KEMAMPUAN, PERKEMBANGAN, DAN
KEBIJAKAN KONTRA-RUANG ANGKASA

TODD HARRISON, KAITLYN JOHNSON, LETKOL. JOE MOYE, DAN MAKENA YOUNG/CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ahun 2020 ternyata menjadi tahun penuh
ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi yang
didorong oleh pandemi COVID-19, resesi
global yang menyertainya, dan perubahan
politik di Amerika Serikat serta tempat lainnya di Indo-
Pasifik. Namun, bagi keamanan ruang angkasa, tahun
2020 terutama merupakan tahun penuh kontinuitas
dan prediktabilitas. Perubahan yang paling signifikan di
lingkungan ruang angkasa adalah penambahan sekitar
900 satelit SpaceX Starlink ke orbit Bumi rendah (LEO),
yang membawa ukuran konstelasi total menjadi lebih dari
1.200. Ini adalah konstelasi satelit terbesar dalam sejarah,
dan sudah membentuk sekitar sepertiga dari semua
satelit yang beroperasi di ruang angkasa. SpaceX terus
membangun konstelasinya, dengan peluncuran 60 satelit
Starlink setiap beberapa minggu sekali.

Beberapa perkembangan penting dalam kebijakan
ruang angkasa A.S. juga terjadi selama pemerintahan A.S.
sebelumnya, di bawah Presiden Donald Trump, yang
mengeluarkan tiga arahan kebijakan ruang angkasa (SPD)
baru. SPD-5 mengarahkan departemen dan lembaga
pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan prakek
keamanan siber guna meningkatkan perlindungan aset
ruang angkasa pemerintah dan komersial dari serangan
siber. SPD-6 memperbarui kebijakan nasional untuk
pengembangan dan penggunaan tenaga nuklir ruang
angkasa dan propulsi, dan SPD-7 memperbarui kebijakan
dan panduan untuk program serta kegiatan pemosisian,
navigasi, dan penentuan waktu berbasis ruang angkasa.
NASA juga memperkenalkan Artemis Accords pada
tahun 2020, yang mencakup 10 prinsip yang harus
dipatuhi oleh negara-negara untuk menjadi bagian dari
program Artemis, sebuah rencana untuk mengirim
astronot kembali ke bulan dan, pada akhirnya, mengirim
mereka ke Mars. Pada pertengahan 2021, 12 negara telah
menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk negara
Indo-Pasifik Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea

Selatan, dan A.S.

Berdirinya Pasukan Ruang Angkasa A.S. dan
Komando Ruang Angkasa A.S. berlanjut sepanjang
tahun 2020 dan 2021. Pasukan Ruang Angkasa A.S.
mengajukan permintaan anggaran pertamanya, sebesar
220,5 triliun rupiah (15,4 miliar dolar A.S.), termasuk
219,1 triliun rupiah (15,3 miliar dolar A.S.) yang
ditransfer dari rekening Angkatan Udara A.S. yang ada.
Pasukan Ruang Angkasa juga menerbitkan dokumen
tertinggi pertamanya, “Spacepower Doctrine for Space
Forces," yang lebih terkenal akan kontinuitasnya dengan
kebijakan dan doktrin saat ini daripada segala perubahan
yang signifikan. Jenderal Angkatan Darat A.S. James
Dickinson, komandan Komando Ruang Angkasa A.S.,
menerbitkan visi strategisnya pada Februari 2021 untuk
mengembangkan pola pikir pertempuran di seluruh
komando, menjaga hubungan utama dengan sekutu
dan mitra, serta meningkatkan integrasi di seluruh
pemerintahan A.S. dan dengan organisasi ruang angkasa
komersial.

Sepanjang tahun 2020, negara-negara lain melanjutkan
pengembangan dan pengujian senjata kontra-ruang
angkasa. Terutama, Rusia melakukan beberapa pengujian
antisatelit (ASAT), termasuk senjata co-orbital ASAT pada
Juli 2020 dan senjata direct-ascent ASAT pada Desember
2020. Kegiatan ini mencerminkan pola perilaku yang
mana Rusia terus mengembangkan dan menyusun
kembali kemampuan kontra-ruang angkasanya.

Sementara Tiongkok, India, Korea Utara, dan
Rusia mencapai kemajuan paling publik dalam senjata
kontra-ruang angkasa, negara-negara lain sedang
mengembangkan kemampuan kontra-ruang angkasa.
Jepang terus memajukan operasi ruang angkasa sipil dan
militernya. Sebelum disahkannya Undang-Undang Ruang
Angkasa Dasar, Jepang melarang penggunaan ruang
angkasa untuk pertahanan nasional. Undang-undang
tahun 2008 mengizinkan negara itu untuk memulai
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pengembangan militer di ruang angkasa, dan pejabat
pemerintah sedang berbicara tentang pengembangan
kemampuan kontra-ruang angkasa defensif, terutama
sebagai tanggapan terhadap tindakan oleh Tiongkok
di ruang angkasa, seperti pengujian ASAT 2007 yang
menghasilkan puing.

Pada tahun 2020, Jepang mengesahkan rancangan
undang-undang untuk mendirikan Unit Misi Ranah
Ruang Angkasa yang diusulkannya di bawah Pasukan
Bela Diri Udara Jepang yang akan beroperasi pada tahun
2023, dengan rencana peluncuran satelit pertama untuk
memantau lingkungan ruang angkasa pada tahun 2026.
Jepang membentuk Skuadron Operasi Ruang Angkasa
pada tahun 2020 sebagai unit misi ranah ruang angkasa
pertama dengan misi resmi untuk melindungi satelit Jepang
dari kerusakan, termasuk serangan bersenjata, dan untuk
memantau lingkungan ruang angkasa, termasuk puing
ruang angkasa, asteroid, dan satelit lainnya. Skuadron
Operasi Ruang Angkasa akan bekerja sama dengan
Komando Ruang Angkasa A.S. dan badan sipil Jepang,
Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang. “Kegiatan luar
angkasa keamanan Jepang berlandaskan kerja sama dengan
Amerika Serikat," kata Yasuhito Fukushima, peneliti senior
di Institut Nasional Jepang untuk Studi Pertahanan.

Jepang belum mempertunjukkan sistem direct-ascent
ASAT apa pun, meski memiliki pencegat pertahanan
rudal SM-3 buatan A.S. dengan kemampuan laten
untuk menyerang aset ruang angkasa di LEO. Karena
perkembangan militer di ruang angkasa relatif baru
bagi negara itu, sebagian besar komentar publik adalah
tentang kemungkinan mengupayakan kemampuan seperti
teknologi jamming dan co-orbital ASAT. Pada tahun
2020, Perdana Menteri saat itu Shinzo Abe menyatakan
bahwa Jepang akan “meningkatkan kemampuan dan
sistem secara drastis untuk mengamankan keunggulan,"
meski tidak ada program spesifik yang diumumbkan.

Di Korea Selatan, pemerintah dalam sebuah blog
pada Oktober 2020 membahas perlunya memperkuat
navigasi satelit dengan sistem terestrial untuk memerangi
jamming dan spoofing. Negara itu menyebutkan masalah
dengan spoofing dari Korea Utara, khususnya dari 2010-
16, sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan
GPS dengan sistem terestrial. Kementerian Sains
Korea Selatan juga merilis pernyataan yang memperinci
rencana untuk meningkatkan kemampuan ruang angkasa,
termasuk meluncurkan roket buatan lokal pertama untuk
membawa satelit dan probe pengorbit ke bulan, dengan
tujuan demi roket yang lebih hebat per tahun 2029.

PROGRAM RUANG ANGKASA TIONGKOK
Pengembangan atau pengujian senjata kontra-ruang
angkasa minimal diidentifikasi dalam informasi sumber
terbuka selama tahun 2020. Namun, Tiongkok memiliki
program direct-ascent ASAT yang kuat, kemampuan
penggunaan ganda di orbit yang diperlukan untuk senjata
co-orbital ASAT dan kemampuan kontra-ruang angkasa
elektronik dan siber yang banyak digunakan.
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Kendati adanya pandemi, tahun 2020 menyaksikan
pencapaian Tiongkok dalam misi ruang angkasa sipil. Misi
bulan Chang’e-5 membawa pulang 2 kilogram bebatuan
pada Desember 2020. Wahana penjelajah Yutu-2 masih
beroperasi di sisi jauh bulan pada pertengahan tahun 2021
dan telah melakukan perjalanan lebih dari 600 meter di
atas permukaan bulan. Tiongkok juga meluncurkan bagian
inti stasiun ruang angkasa nasionalnya pada Juni 2021.

ORGANISASI RUANG ANGKASA MILITER
TIONGKOK
Organisasi aset dan misi ruang angkasa dalam Tentara
Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) masih belum jelas.
Banyak misi ruang angkasa, seperti peluncuran ruang
angkasa dan akuisisi serta operasi satelit, tetap berada
di bawah Pasukan Dukungan Strategis (SSF). Sering
disajikan sebagai “ranah informasi,” SSF mempertahankan
upaya PLA untuk perang siber, elektronik, dan psikologis,
serta ruang angkasa. Departemen Sistem Ruang Angkasa
dan Sistem Jaringan (cabang semi-independen yang
setara di dalam SSF) berbagi misi bersama, termasuk
kemampuan kontra-ruang angkasa. Sebuah laporan
Center for the Study of Chinese Military Affairs mencatat
bahwa “prinsip penting lain yang tampaknya telah
memengaruhi desain SSF adalah keharusan abadi Maois
akan integrasi masa damai-masa perang.” Prinsip ini
sangat cocok untuk sifat penggunaan ganda dari banyak
kemampuan ruang angkasa dan kontra-ruang angkasa.
Kemampuan ruang angkasa sipil Tiongkok, seperti
wahana penjelajah Mars, dipimpin oleh Administrasi
Ruang Angkasa Nasional Tiongkok, yang berada dalam
lingkup Administrasi Negara untuk Sains, Teknologi,
dan Industri untuk Pertahanan Nasional dari Dewan
Kenegaraan RRT. China Aerospace Science and
"Technology Corp. dan China Aerospace Science and
Industry Corp. adalah dua contoh dari banyak lengan
penelitian dan pengembangan dari pemerintah Tiongkok
yang mengkhususkan diri dalam teknologi ruang angkasa.

SENJATA KONTRA-RUANG ANGKASA
TIONGKOK
Tiongkok terus menguji sistem direct-ascent ASAT
SC-19 operasionalnya, meski telah menunjukkan bahwa
kemampuan direct-ascent ASAT-nya dapat mengancam
satelit mana pun di LEO dan kemungkinan di orbit Bumi
medium dan orbit ekutor geosinkron (GEO) juga.
Universitas Tianjin telah mengembangkan sebuah
robot untuk mendukung misi penyingkiran puing
ruang angkasa. Lengan robot seperti tentakel ini akan
ditempatkan di satelit dan diluncurkan ke orbit untuk
mencengkeram puing dan membersihkannya dari orbit
populer. Lengan robot itu dapat, dalam teori, digunakan
untuk mencengkeram satelit musuh, meski mungkin
akan membutuhkan Rendezvous Proximity Operation
(RPO) yang sangat dekat yang tidak akan efektif dengan
puing atau satelit mati yang jatuh tidak terkendali di
ruang angkasa.



Beberapa analis telah membuat klaim pengembangan
besar-besaran dalam stasiun laser berbasis darat Tiongkok,
termasuk identifikasi dugaan lima lokasi program
tersebut di Tiongkok. Sementara beberapa program
yang diidentifikasi tampaknya bersifat akademis dan,
oleh karena itu, kemungkinan bukan sistem ASAT, satu
lokasi yang menjadi keprihatinan utama adalah pangkalan
militer yang dikenal melakukan pengujian ASAT fisik
kinetik yang mungkin juga menjadi rumah bagi sistem
senjata laser. Tidak ada indikasi seberapa mutakhir atau
“siap untuk dimobilisasi” sistem energi terarah seperti
itu, dan belum ada informasi yang tersedia untuk umum
tentang potensi pengujian atau serangan terhadap sistem
ruang angkasa.

Pada akhir Oktober 2020, surat kabar India Hindustan
Times menuduh Tiongkok memindahkan jammer
seluler dalam jarak 60 kilometer dari Garis Kontrol
Aktual di Ladakh, bagian dari wilayah Kashmir yang
disengketakan antara India, Pakistan, dan Tiongkok,
untuk menyembunyikan gerakan PLA di daerah tersebut.

Belum ada serangan siber yang diakui publik dari
Tiongkok terhadap sistem ruang angkasa A.S. atau negara
lain. Namun, Tiongkok telah berhasil membuktikan
kemampuan ini dan terus aktif dengan serangan siber
di ranah lain terhadap target terkait keuangan atau
pertahanan.

KEMAMPUAN RUANG ANGKASA MILITER RUSIA
Pandemi COVID-19 memperlambat sebagian besar
industri di sejumlah besar negara yang disebutkan dalam
laporan ini, tetapi kemampuan ruang angkasa militer
Rusia tetap stabil. Pada tahun 2020, Rusia menguji
berbagai kemampuan kontra-ruang angkasa, melakukan
RPO kompleks, dan memperluas infrastruktur militernya
yang berbasis ruang angkasa. Kemampuan peluncuran
ruang angkasa yang konsisten, kemajuan berkelanjutan
dari kemampuan kontra-ruang angkasa, dan kontribusi
ruang angkasa sipil melalui Stasiun Ruang Angkasa
Internasional negara itu telah mempertahankan status
Rusia sebagai kekuatan ruang angkasa utama, dan
kehebatannya di ranah ruang angkasa telah menjalin
hubungan unik dengan negara-negara asing yang
terkadang menjadi saingan di ranah lain.

Kegiatan ruang angkasa Rusia yang disponsori
negara berada di bawah Pasukan Ruang Angkasa Rusia
(RAF) atau program Roscosmos sipil. Dalam militer
Rusia, kemampuan ruang angkasa berada di bawah RAF.
Subbagian dari RAF adalah Pasukan Ruang Angkasa
Rusia, yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pasukan
luar angkasa pertama di dunia dan bertanggung jawab
untuk memantau semua aset berbasis ruang angkasa,
peluncuran militer, dan ancaman potensial terhadap
sistem ruang angkasa.

Pada tahun 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin
menyetujui dokumen yang memberinya kuasa untuk
menggunakan senjata nuklir dalam menanggapi serangan
konvensional yang menargetkan infrastruktur pemerintah

Penerbang Angkatan Udara A.S. yang bertransisi ke Penjaga
Pasukan Ruang Angkasa A.S. mengambil sumpah di Pangkalan
Angkatan Udara Travis di California. THe AssociATeD PRESS

dan militer penting negara itu. Selain mempertahankan
diri dari senjata konvensional, senjata berbasis ruang
angkasa disebut sebagai ancaman dalam dokumen itu,
yang juga menyerukan potensi pengerahan senjata
pertahanan rudal dan serangan ofensif di ruang angkasa
sebagai ancaman bagi Rusia. Persetujuan dokumen ini
menandakan bahwa Rusia percaya bahwa senjata ruang
angkasa menuju Bumi dapat menimbulkan ancaman yang
sama besarnya dengan senjata nuklir dan akan memicu
respons yang sama dari negara itu.

SENJATA KONTRA-RUANG ANGKASA RUSIA
Rusia telah memiliki kemampuan kontra-ruang angkasa
fisik kinetik sejak pengujian co-orbital ASAT pertama
Uni Soviet pada tahun 1960-an. Teknologi yang
digunakan dalam program era Soviet terbukti menjadi
blok pembangun yang solid bagi perkembangan Rusia
belakangan ini, dan negara itu telah berulang kali
menampilkan kemampuan direct-ascent dan co-orbital
ASAT — dan menguji keduanya pada tahun 2020.

Menanggapi uji coba pada Juli 2020 di mana Cosmos
2543 Rusia menembakkan proyektil kecil di dekat satelit
Rusia yang tidak terkait, Komando Ruang Angkasa
A.S. mengutuk pengujian tersebut dan menegaskan
bahwa proyektil semacam itu dapat digunakan untuk
menargetkan satelit. Sebagai tanggapan, Kementerian
Pertahanan Rusia mengatakan bahwa satelit matryoshka,
atau nesting, ini dikerahkan untuk inspeksi rutin dan
pengawasan terhadap aset ruang angkasa Rusia lainnya.
Kremlin terus menegaskan bahwa Rusia selalu dan tetap
merupakan negara yang berkomitmen untuk sepenuhnya
mendemiliterisasi luar angkasa.

Rusia terus mengembangkan sistem pertahanan
udara dan rudalnya. Meski tidak secara resmi ditetapkan
sebagai senjata ASAT, sistem rudal permukaan menuju
udara (SAM) seri S-400 dan S-500 kemungkinan dapat
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JENIS-JENIS
SENJATA

KONTRA-RUANG ANGKASA

uang angkasa merupakan pendaya guna kekuatan
Rekonomi dan militer yang makin penting.

Kepentingan strategis ruang angkasa telah
menyebabkan beberapa negara membangun gudang senjata
kontra-ruang angkasa untuk mengganggu, mendegradasi,
atau menghancurkan sistem ruang angkasa dan
mengancam kemampuan negara lain untuk menggunakan
ranah ruang angkasa. Namun, pentingnya ruang angkasa
juga memicu upaya untuk mencegah atau mengurangi konflik
dan melindungi ranah tersebut untuk penggunaan damai.
Misalnya, publikasi dokumen tertinggi Pasukan Ruang
Angkasa A.S. tentang kekuatan ruang angkasa mencatat
bahwa “pasukan ruang angkasa militer harus melakukan
segala upaya untuk memajukan norma perilaku bertanggung
jawab yang mempertahankan ruang angkasa sebagai
lingkungan yang aman dan terbuka” sesuai dengan undang-
undang internasional dan kebijakan nasional.

Senjata kontra-ruang angkasa, terutama yang
menghasilkan puing orbit, menimbulkan risiko serius
terhadap lingkungan ruang angkasa dan kemampuan
semua negara dalam menggunakan ranah ruang angkasa
demi kemakmuran dan keamanan. Senjata kontra-ruang
angkasa sangat bervariasi dalam hal dampaknya, cara
pengerahannya, dan tingkat teknologi serta sumber
daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan
menerapkannya. Senjata kontra-ruang angkasa menurut
kemampuannya dapat dikategorikan menjadi empat
kelompok besar: fisik kinetik, fisik nonkinetik, elektronik,
dan siber.

FISIK KINETIK
Senjata kontra-ruang angkasa fisik kinetik berupaya untuk
menyerang langsung atau meledakkan hulu ledak di dekat
satelit atau stasiun darat. Tiga bentuk utama serangan
fisik kinetik adalah senjata direct-ascent anti-satellite
(ASAT), senjata co-orbital ASAT, dan serangan stasiun
darat. Senjata direct-ascent ASAT diluncurkan dari Bumi
pada lintasan suborbital untuk menyerang satelit di orbit,
sementara senjata co-orbital ASAT ditempatkan ke dalam
orbit dan bermanuver ke dalam atau dekat targetnya.
Serangan ke stasiun darat ditargetkan di situs terestrial
yang bertanggung jawab atas perintah dan kendali satelit
atau relai data misi satelit kepada pengguna.

Serangan fisik kinetik di ruang angkasa akan
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menghasilkan puing orbit, yang tanpa pandang bulu dapat
memengaruhi satelit lain di orbit yang serupa. Jenis
serangan ini adalah salah satu dari satu-satunya tindakan
kontra-ruang angkasa yang membawa potensi hilangnya
nyawa jika ditargetkan pada stasiun darat berawak atau
pada satelit di orbit yang terdapat kehadiran manusia,
seperti Stasiun Ruang Angkasa Internasional di orbit
Bumi rendah. Tidak ada negara yang pernah melakukan
serangan fisik kinetik terhadap satelit negara lain, tetapi
Tiongkok, India, Rusia, dan Amerika Serikat telah berhasil
menguji senjata direct-ascent ASAT.

FISIK NONKINETIK

Senjata kontra-ruang angkasa fisik nonkinetik
memengaruhi satelit atau sistem darat tanpa melakukan
kontak fisik. Laser dapat secara temporer menyilaukan
atau secara permanen membutakan sensor satelit atau
menyebabkan komponen terlalu panas. Senjata gelombang
mikro bertenaga tinggi (HPM) dapat mengganggu

elektronik satelit atau menyebabkan kerusakan permanen
pada sirkuit listrik dan prosesornya. Perangkat nuklir

yang diledakkan di ruang angkasa dapat menciptakan
lingkungan radiasi tinggi dan pulsa elektromagnetik (EMP)
yang akan memiliki efek tanpa pandang bulu pada satelit di
orbit yang terdampak.

Satelit dapat ditargetkan dengan laser dan senjata HPM
dari situs berbasis darat atau kapal, platform udara, atau
satelit lainnya. Sistem lasing satelit membutuhkan kualitas
sinar tinggi, optik adaptif (jika digunakan melalui atmosfer),
dan kontrol penunjuk mutakhir untuk mengarahkan
sinar laser secara tepat — teknologi yang mahal dan
membutuhkan tingkat kecanggihan tinggi. Senjata HPM
dapat digunakan untuk mengganggu elektronik satelit,
merusak data yang tersimpan, menyebabkan prosesor
restart dan, pada tingkat tenaga yang lebih tinggi,
menyebabkan kerusakan permanen pada sirkuit listrik dan
prosesor.

Peledakan nuklir di ruang angkasa akan segera
memengaruhi satelit dalam jangkauan EMP-nya, dan juga
akan menciptakan lingkungan radiasi tinggi yang akan
mempercepat degradasi komponen satelit dalam jangka
panjang untuk satelit tak terlindung dalam rezim orbit yang
terdampak. Peledakan senjata nuklir di ruang angkasa
dilarang berdasarkan Traktat Larangan Pengujian Parsial
1963, yang memiliki lebih dari 100 penanda tangan, meski
Tiongkok dan Korea Utara tidak termasuk di dalamnya.

ELEKTRONIK

Senjata kontra-ruang angkasa elektronik menargetkan
spektrum elektromagnetik yang digunakan oleh sistem
ruang angkasa untuk mentransmisikan dan menerima data.
Perangkat jamming mengganggu komunikasi ke atau dari
satelit dengan menghasilkan derau dalam pita frekuensi
radio yang sama. Uplink jammer mengganggu sinyal dari



Bumi ke satelit, seperti uplink perintah dan kendali.
Downlink jammer menargetkan sinyal dari satelit saat
menyebar ke pengguna di Bumi. Dalam spoofing,
penyerang mengelabui penerima agar percaya sinyal
palsu adalah sinyal nyata. Spoofer dapat digunakan
untuk menyuntikkan informasi palsu ke dalam aliran
data atau mengeluarkan perintah palsu ke satelit
untuk mengganggu operasinya. Terminal pengguna
dengan antena omnidireksional, seperti banyak
penerima GPS dan telepon satelit, memiliki bidang
pandang yang lebih luas dan dengan demikian
rentan terhadap downlink jamming dan spoofing dari
berbagai sudut yang lebih luas di darat.

Melalui jenis spoofing yang disebut “meaconing,"
bahkan sinyal GPS militer yang dienkripsi pun dapat
di-spoof. Meaconing tidak memerlukan pemecahan
enkripsi GPS karena hanya menyiarkan ulang salinan
sinyal asli waktu tertunda tanpa mendekripsi atau
mengubah data. Teknologi yang diperlukan untuk
melakukan jamming dan spoofing berbagai jenis sinyal
satelit tersedia secara komersial dan murah, sehingga
relatif mudah untuk berkembang di kalangan aktor
negara dan non-negara.

SIBER

Sementara bentuk serangan elektronik berupaya
mengganggu transmisi sinyal frekuensi radio,
serangan siber menargetkan data itu sendiri dan
sistem yang menggunakan, mentransmisikan, dan
mengendalikan aliran data. Serangan siber pada
satelit dapat digunakan untuk memantau pola lalu
lintas data, mencegat data, atau memasukkan
data palsu atau rusak dalam sistem. Serangan

ini dapat menargetkan stasiun darat, peralatan
pengguna akhir, atau satelit itu sendiri. Meski
serangan siber membutuhkan tingkat pemahaman
yang tinggi tentang sistem sasaran, ini tidak
selalu membutuhkan sumber daya yang signifikan
untuk dilakukan dan dapat dikontrakkan kepada
individu atau kelompok swasta. Bahkan jika aktor
negara atau non-negara tidak memiliki kemampuan
siber internal, mereka masih dapat menimbulkan
ancaman siber.

Serangan siber pada sistem ruang angkasa dapat
mengakibatkan hilangnya data atau layanan yang
disediakan oleh satelit, yang dapat memiliki efek
sistemik jika digunakan terhadap sistem seperti
GPS. Serangan siber dapat memiliki efek permanen
jika, misalnya, musuh merebut kontrol satelit melalui
sistem komando dan kontrolnya. Penyerang dapat
mematikan semua komunikasi dan merusak satelit
secara permanen dengan menghabiskan pasokan
penggeraknya atau mengeluarkan perintah yang akan
merusak elektronik dan sensornya.

Gambar grafis komputer yang disediakan oleh Badan Eksplorasi
Ruang Angkasa Jepang ini menunjukkan sebuah asteroid dan
penjelajah asteroid Hayabusa2. 1He associaTeD PRess

mencapai satelit di LEO. Sumber militer Rusia mengklaim
bahwa S-500 dirancang untuk menyerang objek di ruang
angkasa dan mempertahankan dari senjata berbasis ruang
angkasa. Kepala Angkatan Udara dan Ruang Angkasa Rusia
mengatakan bahwa S-500 mampu menghancurkan senjata
hipersonik dan satelit di ruang angkasa dekat. Kelas rudal
itu dapat digunakan sebagai senjata kontra-ruang angkasa,
demikian menurut wakil kepala tentara SAM RAF, Yuri
Muravkin. “Batas-batas antara udara dan ruang angkasa
sedang, dan akan, dihapus karena musuh aerial secara
bertahap menjadi musuh ruang angkasa,” ungkapnya.
Rusia juga terus menumbuhkan kemampuan kontra-
ruang angkasa elektroniknya dan mengembangkan sistem
berbasis darat seluler untuk mengganggu satelit asing.
Kemampuan elektroniknya telah meningkat dengan
laju stabil sejak awal tahun 2000-an dan dipercepat pada
tahun 2009 dengan berdirinya pasukan perang elektronik
dalam militer Rusia. Perkembangan terbaru dalam senjata
kontra-ruang angkasa elektronik termasuk Tirada-2,
sistem jamming seluler “untuk penekanan komunikasi
ruang angkasa," dan Bylina-MM, sistem seluler berbasis
darat yang berfokus pada jamming saluran komunikasi
satelit. Bylina telah dilaporkan sebagai “serangkaian stasiun
otomatis seluler berbasis darat” dan sistem perintah dan
kendali seluler dengan kecerdasan buatan. Ini termasuk
sistem otomatis yang dapat mengenali aset dan menentukan
cara menyerangnya, dan dapat digunakan terhadap berbagai
target berbasis darat, udara, dan ruang angkasa. Rusia
juga dilaporkan memiliki dua jammer, Krasukha-2 dan
Krasukha-4, yang mungkin mampu mengganggu satelit
pengintai radar.

UPAYA RUANG ANGKASA KOREA UTARA

Upaya kontra-ruang angkasa Korea Utara ditaklukkan pada
tahun 2020. Kecil kemungkinannya bahwa Korea Utara
mampu atau aktif mengupayakan senjata direct-ascent atau
co-orbital ASAT, dan nyaris tidak ada indikasi bahwa negara
tersebut telah memajukan kemampuan fisik nonkinetiknya,
meski beberapa sumber bersikeras bahwa ancaman pulsa
elektromagnetik Korea Utara tetap ada. Korea Utara telah
menunjukkan kemampuan melakukan perang elektronik
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Para astronot memberikan hormat sebelum naik pesawat ruang
angkasa Shenzhou-12 Tiongkok dengan roket pembawa Long March-
2F di Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di Tiongkok pada Juni 2021.
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melalui kemampuan jamming, dan ancaman serangan
sibernya aktif dan viabel. Kedua kemampuan ini memiliki
potensi terbesar untuk aplikasi kontra-ruang angkasa.
Klaim bahwa Korea Utara dan Iran telah melanjutkan
kerja sama dalam teknologi rudal dan kendaraan peluncur
menunjukkan kemajuan oleh satu negara mungkin dapat
ditransfer ke negara lain.

Korea Utara terus mengklaim niat damai di ruang
angkasa, meski laporan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa melabeli program ruang angkasa rezim
itu sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional.
Pada Mei 2020, televisi negara Korea Utara menayangkan
segmen tentang Administrasi Pengembangan Ruang
Angkasa Nasional untuk mempromosikan program
ruang angkasa negara itu. Layanan propaganda
Pyongyang, Naenara, menyatakan bahwa tujuan program
ruang angkasa Korea Utara adalah untuk “mematuhi
kepentingan negara dan menggunakan sains dan
teknologi untuk memecahkan masalah sains dan teknologi
yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan
kehidupan masyarakat.” Namun, seperti dalam kasus Iran,
banyak diduga bahwa niat ruang angkasa Korea Utara
terkait erat dengan aspirasi rudal balistiknya.

Rezim ini mempertahankan dua area peluncuran
mapan untuk kemampuan ruang angkasa: Landasan
Peluncuran Satelit Tonghae dan Landasan Peluncuran
Satelit Sohae. Tidak ada informasi sumber terbuka yang
muncul pada tahun 2020 mengenai penggunaan situs
"Tonghae. Situs web 38 North mempublikasikan citra
dan analisis yang melaporkan pemeliharaan normal,
pembersihan salju, dan aktivitas rutin, tetapi tidak
menunjukkan persiapan atau pelaksanaan peluncuran pada
tahun 2020. Korea Utara juga memiliki Gedung Kontrol
Satelit Umum (GSCB) yang dimaksudkan untuk melacak
dan memantau peluncuran satelitnya sendiri dan satelit
yang mengorbit. Laporan menunjukkan pembangunan
berkelanjutan dari apa yang diyakini sebagai fasilitas
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pengujian ilmiah di samping GSCB, meski tujuan
tepatnya tidak jelas.

Korea Utara juga tampaknya tidak mengupayakan
senjata co-orbital ASAT. Hingga saat ini, Korea Utara
belum menunjukkan sarana dan keahlian untuk melakukan
RPO atau langkah-langkah panduan aktif yang diperlukan
untuk kemampuan co-orbital ASAT yang viabel. Dengan
hanya segelintir objek Korea Utara yang saat ini berada
di ruang angkasa, dan minimnya aktivitas di dua fasilitas
peluncurannya, kecil kemungkinannya bahwa Korea
Utara secara aktif mengupayakan kemampuan direct-
ascent atau co-orbital ASAT.

Dalam hal operasi perang elektronik, Korea Utara
terus menggunakan kemampuan downlink jamming.
Pada April 2020, Korea Utara mengumumkan bahwa
pihaknya bersiap untuk mengerahkan “perangkat jamming
GPS” baru untuk digunakan melawan Korea Selatan.
Ada beberapa laporan pada tahun 2020 bahwa Korea
Utara terus melakukan operasi jamming di sepanjang
Semenanjung Korea. Banyak laporan sumber terbuka
menyoroti jamming yang berfokus pada frekuensi siaran
radio komersial dan sinyal GPS sipil alih-alih target
militer. Angkatan Darat A.S. menerbitkan manual baru
berjudul “Taktik Korea Utara” pada Juli 2020 yang
menjabarkan organisasi, kemampuan, teknik, dan taktik
perang elektronik Korea Utara.

Ancaman terbesar kontra-ruang angkasa Korea
Utara terhadap A.S. tetaplah serangan siber, demikian
menurut para pejabat A.S. Taktik Korea Utara mengecam
Unit Panduan Perang Siber rezim itu, yang dikenal
sebagai Biro 121. Manual Angkatan Darat A.S. itu
menggambarkan Biro 121 terdiri dari 6.000 lebih anggota,
dan banyak yang beroperasi di negara seperti Belarusia,
Tiongkok, India, Malaysia, dan Rusia.

Menteri Luar Negeri A.S. saat itu, Mike Pompeo,
pada Desember 2020 mengatakan bahwa Korea Utara
menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap
keamanan siber A.S. daripada Rusia. Pemerintahan
Presiden A.S. Joe Biden pun sepakat dengan sentimen
ini pada Februari 2021. Kegiatan siber jahat Korea
Utara yang mengancam A.S. dan sekutunya membantu
menginformasikan peninjauan kebijakan A.S., kata juru
bicara Departemen Luar Negeri A.S. Ned Price.

PERTUMBUHAN INDIA

Sejak peluncuran satelit pertamanya pada tahun 1980,
India telah menunjukkan pertumbuhan progresif dalam
kemampuan luar angkasanya. Dengan pengujian ASAT
yang sukses pada tahun 2019, India menjadi negara
keempat yang menunjukkan kemampuan kontra-ruang
angkasa kinetik. India juga memajukan program ruang
angkasa sipilnya, yang sedang mengerjakan misi ketiganya
ke bulan.

Aktivitas ruang angkasa India terbagi menjadi
organisasi ruang angkasa sipil dan militer. Semua
pengembangan ruang angkasa sipil berada di bawah
Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India, yang



beroperasi di bawah Departemen Ruang Angkasa.
Badan ini merayakan peluncuran ke-51 pada November
2020, satu-satunya peluncuran pada tahun 2020, akibat
pandemi. Peluncuran orbit pertama India pada tahun
2021 adalah 28 Februari, ketika 19 satelit dikirim ke
orbit, termasuk satelit observasi Bumi untuk Brasil.

Pada tahun 2019, India membentuk Organisasi
Penelitian Ruang Angkasa Pertahanan (DSRO), yang
bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan
sistem ruang angkasa keamanan nasional dan beroperasi
di bawah Badan Ruang Angkasa Pertahanan di
Kementerian Pertahanan. Lembaga-lembaga baru ini
merupakan bagian dari tujuan India untuk memajukan
operasi ruang angkasa strategis. DSRO ditugaskan untuk
mengembangkan sistem dan teknologi perang ruang
angkasa. Banyak kemampuan kontra-ruang angkasa India
dikembangkan untuk menanggapi ancaman keamanan
yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan Pakistan.

India juga telah bekerja sama dengan perusahaan
swasta untuk menyediakan data kesadaran ranah ruang
angkasa untuk “mendeteksi, mengidentifikasi, dan
melacak aset musuh." Badan Ruang Angkasa Pertahanan
itu berharap sistem ini, setelah dikembangkan, dapat
memainkan peran defensif dan ofensif.

YANG HARUS DIPERHATIKAN
Sementara Tiongkok terus mencapai kemajuan dalam
mengembangkan senjata kontra-ruang angkasa, fokusnya
tampaknya beralih untuk mengintegrasikan kemampuan
ini dalam pasukan dan rencana operasionalnya.
Persoalan utama yang harus diperhatikan adalah
keseluruhan investasi Tiongkok dalam penelitian dan
pengembangan terkait ruang angkasa dan kemampuan
ruang angkasa penggunaan ganda, seperti robot tentakel
pembersih puing ruang angkasanya. Dari perspektif
operasional, perkembangan utama yang harus dilacak
adalah kemajuan yang dicapai Tiongkok dalam
mengintegrasikan kemampuan kontra-ruang angkasa
elektroniknya, seperti jamming dan spoofing, dalam
taktik dan pasukan perangnya yang tidak beraturan. Dari
segi norma perilaku di ruang angkasa, indikator utama
yang harus diperhatikan adalah satelit penyelidik GEO
Shijan-17 (§J-17) Tiongkok. Meskipun SJ-17 sejauh ini
tampaknya telah berfokus untuk menginspeksi satelit
Tiongkok lainnya, kemungkinan penggunaannya untuk
menyelidiki satelit negara lain di GEO akan menandai
pergeseran penting yang dapat berdampak lebih luas.
Rusia barangkali negara yang paling mungkin untuk
melakukan pengujian dan pengerahan kontra-ruang
angkasa tambahan selama tahun mendatang. Mengingat
pengujian senjata direct-ascent dan co-orbital ASAT pada
tahun 2020, persoalan utama yang harus diperhatikan
adalah apakah pengujian ini berlanjut dan apakah ada
kemampuan baru yang dipertunjukkan. Bidang lain yang
harus diperhatikan dengan Rusia termasuk pengujian
sistem ASAT laser pada platform berbasis darat dan udara
tambahan, sistem perang elektronik untuk perlindungan

platform penting, dan serangan siber yang makin berani
terhadap infrastruktur sipil dan lembaga pemerintah.

Baik Iran maupun Korea Utara masih memiliki
kemampuan ruang angkasa yang relatif belum matang,
tetapi kemampuan kontra-ruang angkasa elektronik
dan siber mereka menimbulkan ancaman serius. Selama
tahun mendatang, Iran kemungkinan akan melanjutkan
kegiatan peluncuran ruang angkasanya di bawah
Korps Pengawal Revolusioner Islam, dan Korea Utara
mungkin ingin memulai kembali pengujian kemampuan
peluncuran ruang angkasanya setelah setahun relatif
dorman. Perkembangan utama yang harus diperhatikan
adalah segala indikasi tambahan bahwa Iran dan Korea
Utara bekerja sama dalam teknologi rudal balistik
atau ruang angkasa. Persoalan tambahan yang harus
diperhatikan termasuk terus adanya spoofing GPS
Iran di Teluk Persia dan jamming GPS Korea Utara ke
Korea Selatan. Peningkatan frekuensi dan kecanggihan
serangan siber oleh salah satu negara di ranah lain juga
dapat menunjukkan tingkat ancaman siber yang lebih
tinggi terhadap sistem ruang angkasa.

India tampaknya kemungkinan akan melanjutkan
pengembangan laser bertenaga tinggi dan kemampuan
ASAT nonkinetik lainnya. Indikator utama bagi India di
luar angkasa termasuk bagaimana lembaga militer serta
penelitian dan pengembangan ruang angkasa yang baru
terus berkembang, tingkat pendanaan yang diberikan
untuk kegiatan ruang angkasa dan kontra-ruang angkasa,
dan tanda-tanda bahwa India sedang mengadaptasi atau
menguiji sistem perang elektroniknya untuk digunakan
terhadap sistem ruang angkasa.

Secara keseluruhan, tahun 2020 adalah tahun
yang lambat untuk kegiatan kontra-ruang angkasa,
dengan beberapa pengecualian penting. Itu mungkin
berubah saat negara-negara bangkit dari karantina
wilayah dan kembali ke rencana dan program mereka
sebelumnya. Seiring pemerintahan Presiden Biden
mengembangkan dan menyempurnakan keseluruhan
strategi keamanan nasionalnya, salah satu bidang utama
yang harus diperhatikan adalah bagaimana mereka
menangani masalah kebijakan ruang angkasa secara
umum dan proliferasi senjata kontra-ruang angkasa.
Seruan di A.S. dan tempat lainnya akan norma perilaku
yang ditetapkan secara lebih jelas di ruang angkasa
makin berkembang. Indikasi awal bahwa pemerintahan
Presiden Biden bermaksud mencapai kemajuan menuju
pembentukan norma ruang angkasa adalah kesepakatan
antara Departemen Pertahanan A.S. dan komunitas
intelijen yang mana pemerintah A.S. bersedia
mendukung dan mengikuti norma-norma tersebut.
Tanpa kesepakatan antarlembaga dalam pemerintah
A.S., akan sulit untuk memulai percakapan yang
bermakna dengan pemerintah lain. O

Center for Strategic and International Studies Aerospace Security Project menerbitkan
laporan ini, yang berjudul “Space Threat Assessment 2021," pada April 2021. Laporan
tersebut telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. Untuk mengakses laporan
lengkap, kunjungi https://www.csis.org/analysis/space-threat-assessment-2021.
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PETA JALAN UNTUK
KEKAISARAN KOMUNIS GLOBAL

Dari menolak hingga menulis ulang tatanan internasional, Partai Komunis
Tiongkok menginginkan hegemoni kendati adanya penyangkalan
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ejak perekonomian Tiongkok lepas landas pada

awal 1980-an, Partai Komunis Tiongkok (PK'T)

telah berulang kali bersumpah bahwa pemerintah

Tiongkok tidak akan mengekspor model

pengembangannya dan mengupayakan hegemoni
global. Pada kenyataannya, peningkatan kekuatan militer
yang cepat, propaganda politik agresif, dan penyensoran
ideologi PKT, bersama dengan rencana ekonomi
ambisius seperti Buatan Tiongkok 2025 dan Satu Sabuk,
Satu Jalan (OBOR), menunjukkan bahwa pemerintah
Tiongkok ingin menerjemahkan kekuatan ekonomi
domestik negara tersebut menjadi dominasi di seluruh
dunia menuju pembentukan kekaisaran komunis global
yang berpusat pada Tiongkok. PK'T membenarkan
ambisinya sebagai “peremajaan besar bangsa Tiongkok,"
atau sebagai Impian Tiongkok, yang dicanangkan oleh
Sekretaris Jenderal PK'T Xi Jinping sejak berkuasa pada
tahun 2012 sebagai membangun “komunitas masa depan
bersama bagi umat manusia."

Calon Terminator Lembaga Internasional

Nyaris tidak mungkin bagi negara mana pun untuk
menjadi kuat di luar lembaga internasional. Tiongkok,
dihadapkan dengan lembaga-lembaga internasional,
sangat menderita — secara ekonomi dan politik — di
bawah sanksi internasional dalam 26 tahun pertama
kendali komunis di bawah Mao Zedong. Sejak tahun
1950-an, Mao menyatakan bahwa Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) yang baru didirikan akan menyusul
Inggris dalam 15 tahun dan melampaui Amerika Serikat
dalam dua dekade. Namun, Tiongkok komunis berada di
ambang kehancuran ketika Mao meninggal pada tahun
1976. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, RRT
mengubah strategi permusuhannya menuju keterlibatan
dan mulai berpartisipasi dalam lembaga internasional
untuk memenuhi ambisi global PK'T. Strategi profil
rendah hati Deng dirancang untuk mengulur waktu dan
diam-diam membangun kekaisaran komunis.

Tiongkok telah mendapat banyak manfaat dari
lembaga internasional di era pasca-Mao, tetapi PK'T
tidak pernah puas dengan lembaga internasional. PK'T
tidak hanya menerima tatanan internasional tetapi secara
pragmatis tampil sebagai tiga aktor: calon terminator,
peserta selektif, dan pembonceng organisasi internasional.
Sejak tahun 1996, buku “China Can Say No," yang ditulis
oleh nasionalis Tiongkok, mengungkapkan ketidakpuasan
Tiongkok terhadap tatanan internasional, menyerukan
pemerintah untuk melawan A.S. Pada tahun 2006, buku
lanjutan oleh penulis yang berbeda, berjudul “Unhappy
China," mengartikulasikan ketidakpuasan Tiongkok
terhadap tatanan internasional dan mendorong Tiongkok
untuk menjadi hegemon. Untuk membangkitkan
nasionalisme Tiongkok, PK'T mengklaim bahwa RRT

harus mendapatkan apa yang diinginkan partai tersebut
karena pemerintah Barat menindas Tiongkok selama abad
penghinaan.

Dalam pandangan PK'T] sangat sulit bagi Tiongkok
untuk memenuhi Impian Tiongkok dalam tatanan
internasional sebab tatanan ini dibangun oleh A.S. dan
didukung oleh tiga sistem: Nilai-nilai A.S. atau Barat,
sekutu militer yang dipimpin A.S., dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa serta institusinya. Strategi PK'T" terhadap
lembaga internasional berubah dari waktu ke waktu
berdasarkan kekuatan nasionalnya yang komprehensif.
Karena Tiongkok secara bertahap menjadi kuat secara
ekonomi, RRT mulai menantang lembaga internasional
pada akhir tahun 1990-an, dan mulai beralih dari strategi
profil rendah hati Deng menjadi strategi agresif setelah
Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia
pada tahun 2010. Sejak A.S. menolak usulan pemerintah
Tiongkok terkait hubungan kekuatan besar bilateral
jenis baru, RRT telah menyelesaikan transisi dari strategi
negara “lemah-kuat” hibrida ke strategi negara kuat,
yang bertujuan untuk memulihkan status dominan yang
dipersepsikan di Asia Timur yang dinikmati kekaisaran
Tiongkok sebelum abad ke-19.

Propaganda merupakan hal terpenting bagi
pemerintah Tiongkok dalam memenuhi tujuannya.

PKT mengobarkan “perang wacana” global untuk
mengendalikan narasi eksternal tentang RRT

karena RRT memahami bahwa siapa pun yang
mengendalikan hak berbicara mengendalikan sistem
internasional. Pemerintah Tiongkok mendirikan

lebih dari 1.000 Institut Konfusius di seluruh dunia
untuk mengembangkan propaganda di universitas dan
perguruan tinggi di luar negeri. Belanja agen asing
Tiongkok di A.S. telah meningkat dari 143,1 miliar rupiah
(10 juta dolar A.S.) pada tahun 2016 menjadi 915,8 miliar
rupiah (64 juta dolar A.S.) pada tahun 2020, naik lima
kali lipat untuk memengaruhi iklim bisnis, politik, dan
sosial A.S., demikian menurut Center for Responsive
Politics, sebuah kelompok penelitian nonpartisan yang
berbasis di Washington, D.C. The China Screen, sebuah
papan reklame digital di Times Square, New York

City, melambangkan propaganda PKT di A.S., yang
menampilkan ideologi PK'T' 24 jam sehari. China Radio
International memiliki kontrak untuk menyiarkan dari
lebih dari selusin stasiun radio di A.S. saja, sementara
China Daily menempatkan sisipan di surat kabar seperti
"The Washington Post. Beijing juga telah menggunakan
platform media Barat lainnya, termasuk Facebook

dan Twitter, untuk menyebarkan propaganda yang
menargetkan pengguna di seluruh dunia. Propaganda ini
menargetkan orang asing Tiongkok dan non-Tiongkok
di luar negeri untuk menciptakan pandangan positif
terhadap PK'T; mendorong investasi asing di Tiongkok,

IPD FORUM



18

Anggota Komite Moneter dan Keuangan Internasional menghadiri
pertemuan tahunan Bank Dunia/Dana Moneter Internasional, yang
sering diadakan di Washington, D.C. Tiongkok mengampanyekan
mata uang global cadangan super berdaulat untuk memajukan
posisinya dalam sistem keuangan internasional.

menekan suara anti-PK'T, dan mempromosikan sentimen
anti-Amerika. Pengaruh jahat PK'T di A.S. dan masyarakat
bebas lainnya bersifat sistematik.

Mengaburkan Aturan Internasional

Menggalang semua alat pengaruhnya, PK'T menantang
tatanan internasional dengan mendefinisikan ulang makna
aturan internasional. Di bidang keamanan, pemerintah
Komunis Tiongkok berpendapat bahwa sejak berakhirnya
Perang Dunia II, proliferasi nuklir telah sejalan dengan
tatanan internasional yang dipimpin oleh Amerika
Serikat. Ketika negara demokratis seperti Israel dan India
mengupayakan senjata nuklir, A.S. mengadopsi kebijakan
yang kabur, klaim PKT. Ketika negara seperti Iran, Irak,
Libya, dan Korea Utara mengupayakan senjata nuklir, A.S.
memberlakukan sanksi, demikian pendapat PK'T dalam
usahanya untuk mengubah aturan dan nilai-nilai yang
menjadi landasan mereka.

Perihal masalah perubahan iklim, RRT telah berulang
kali menganjurkan “tanggung jawab bersama tetapi
dibedakan” dalam pertemuan Konferensi Internasional
tentang Perubahan Iklim, sementara kekuatan Barat
percaya bahwa negara berkembang dan maju harus
memikul tanggung jawab yang setara. RRT memainkan
peran kunci dalam memblokir kesepakatan iklim di
Konferensi Perubahan Iklim P.B.B. di Kopenhagen,
Denmark, pada tahun 2009 dan tidak memberikan janji
substansial dalam K'T'T' Pemimpin 2021 tentang Iklim
yang diselenggarakan secara virtual. Janji Xi kosong tanpa
rencana tindakan apa pun. Sebaliknya, pemerintahan
Presiden A.S. Joe Biden mengumumkan rencana ambisius
untuk memangkas emisi negara 50%-52% per tahun 2030
dari level tahun 2005.

Di bidang keuangan, RRT telah dengan tegas
menganjurkan pemisahan dari isu politik internasional
untuk menghindari politisasi urusan ekonomi dan
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keuangan, berupaya mempertahankan rezim otoriter

di seluruh dunia. RRT mendesak untuk memperoleh
penetapan hak penarikan khusus untuk mata uangnya,
renminbi, pada tahun 2016 dan menganjurkan mata

uang global cadangan super berdaulat untuk memajukan
posisinya di sistem keuangan internasional. RRT juga
telah menerapkan uji coba penyelesaian renminbi secara
internasional untuk mengurangi ketergantungan pada
dolar A.S. untuk transaksi tersebut. RRT memperkenalkan
mata uang digital, yang rencananya akan ditampilkan
pada Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, dalam
upaya untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin global
dalam teknologi pembayaran. Versi digital renminbi

juga dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dalam
perekonomian Tiongkok untuk menantang supremasi
dolar A.S.

Peserta Selektif dan Pembonceng

PKT telah menggunakan lembaga internasional sebagai
platform untuk memaksimalkan manfaatnya dan
memperluas pengaruh globalnya. Umumnya, pemerintah
Tiongkok menentang aspek politik globalisasi tetapi
mendukung aspek ekonomi untuk mencapai supremasi
teknologi dan mengekspor model pengembangannya

ke negara-negara di Selatan Global dan tempat

lainnya. Tiongkok telah menggunakan celah lembaga
internasional untuk memajukan persaingan dagang

yang tidak sehat. Ketika Tiongkok diizinkan mengakses
Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001,
pemerintah Tiongkok berjanji untuk mereformasi sistem
ekonominya guna memenuhi persyaratan organisasi itu
tetapi gagal memenuhi banyak komitmen.

RRT terutama bertanggung jawab atas pencurian
kekayaan intelektual A.S. Lebih dari 80% dari semua
kasus yang didakwakan sebagai spionase ekonomi
melibatkan Tiongkok, dan 60% dari semua kasus rahasia
dagang melibatkan Tiongkok, demikian menurut
Departemen Kehakiman A.S. Pencurian kekayaan
intelektual A.S. oleh Tiongkok menghabiskan biaya
3.218,9 triliun rupiah (225 miliar dolar A.S.) hingga
8.586,8 triliun rupiah (600 miliar dolar A.S.) setiap tahun.
Tiongkok telah menjadi pembonceng selama beberapa
dekade sementara A.S. harus menanggung beban
penyediaan barang publik untuk menjaga keamanan dan
kemakmuran internasional.

RRT telah menggunakan sejumlah besar uang dari
lembaga internasional untuk mempromosikan proyek
domestik dan internasionalnya. Tiongkok meminjam 6,4
triliun rupiah (450 juta dolar A.S.) pada tahun 1981 dan
8,5 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) dalam bentuk hak
penarikan khusus pada tahun 1986 dari Dana Moneter
Internasional, menerima hingga 142,4 triliun rupiah (9,95
miliar dolar A.S.) dalam bentuk pinjaman konsesi dari
Asosiasi Pembangunan Internasional pada tahun 1999
dan meminjam 569,7 triliun rupiah (39,8 miliar dolar
A.S.) dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan sepanjang tahun 2011. RRT sekarang adalah



negara berpenghasilan menengah ke atas tetapi masih
menerima bantuan keuangan dari negara maju, termasuk
Jerman dan Inggris. Pemerintah Tiongkok menggunakan
uang itu untuk membeli kekuatan global dan menekan
penerima bantuan Tiongkok untuk mendukung Tiongkok
atau membuat konsesi diplomatik. Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) telah memberikan bantuan teknis kepada
Tiongkok senilai lebih dari 1,4 triliun rupiah (100 juta
dolar A.S.), tetapi sekarang RRT menggunakan distribusi
vaksin COVID-19 untuk menumbangkan demokrasi dan
mengupayakan hegemoni dunia.

Pemanjat di Organisasi Regional dan Internasional
PKT telah secara drastis meningkatkan perannya di
lembaga internasional dengan menambah kekuasaannya
di lembaga tersebut. Tiongkok adalah anggota di lebih
dari 200 organisasi internasional dan memegang posisi
teratas di empat dari 15 lembaga khusus di P.B.B., serta
banyak posisi senior lainnya di organisasi global. PK'T
berusaha tetapi gagal memperoleh posisi teratas di
Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia P.B.B. dua tahun
lalu. Tiongkok telah mencoba memainkan peran utama
dalam organisasi multilateral seperti BRICS (Brasil,
Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Kerja Sama
Ekonomi Asia-Pasifik.

RRT telah memulai berbagai organisasi multilateral
yang dipimpin oleh Tiongkok, termasuk Forum Kerja
Sama Tiongkok-Negara Arab, Forum Kerja Sama
Tiongkok-Afrika, dan Kawasan Perdagangan Bebas
Tiongkok-ASEAN. Pada tahun 2001, Tiongkok
membentuk Organisasi Kerja Sama Shanghai, sebuah
aliansi politik, ekonomi, dan keamanan Eurasia.

Pada tahun 2015, Tiongkok mulai mempromosikan
Bank Investasi Infrastruktur Asia dan menunjukkan
kesediaan untuk memainkan peran kepemimpinan untuk
membangun dan memelihara bank tersebut. Bank ini
berkantor pusat di Beijing dan memiliki 103 anggota dan
21 calon anggota di seluruh dunia.

OBOR adalah proyek ambisius RRT untuk
memperluas pengaruh globalnya dengan mengubah
model pembangunan Tiongkok, mengembangkan
beberapa hubungan dagang, dan membangun kerangka
kerja perdagangan internasional baru. Semua upaya ini
bertujuan untuk menciptakan ulang tatanan regional dan
global, yang didorong oleh kepemimpinan PK'T.

Sementara itu, pemerintah Tiongkok terus bermain
keras di kancah politik internasional. Nilai-nilai PK'T;
secara alami, seluruhnya bertentangan dengan apa yang
dianggap sebagai nilai-nilai universal dan hak asasi
manusia. PK'T terus-menerus menindas aktivis agama
dan politik dalam negeri dengan dalih memberikan
prioritas pada “hak asasi manusia kolektif” dan “hak
atas pembangunan,” sementara secara rutin menentang
penghukuman atas pelanggaran hak asasi manusia di
seluruh dunia. Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B. belum
pernah mengesahkan resolusi yang mengutuk pelanggaran

hak asasi manusia Tiongkok. Setiap kali resolusi semacam
itu diperkenalkan dalam pertemuan tahunan dewan,
sebagian besar negara anggota mendukung mosi tidak
bertindak dari Tiongkok atau salah satu pendukungnya.

Tiongkok juga telah mengembangkan keterampilan
yang memadai untuk bernegosiasi dalam dialog
multilateral dengan menunjukkan sikap kepatuhan
sebagai ganti manfaat lainnya. Akibatnya, Tiongkok terus
memiliki catatan hak asasi manusia terburuk di dunia
dan menempati peringkat sebagai pemenjara wartawan
terbesar pada tahun 2020.

Seorang pekerja menyiapkan pajangan menjelang pameran mobil

di Shanghai. Tiongkok bertanggung jawab atas sebagian besar
pencurian kekayaan intelektual A.S., termasuk lebih dari 80% dari
semua kasus yang didakwakan sebagai spionase ekonomi dan 60%
dari semua kasus rahasia dagang, demikian menurut Departemen
Kehakiman A.S.

Konsekuensi Ancaman Tiongkok

Tujuan PK'T bersifat multifaset. PK'T" ingin
mempertahankan sistem satu partai, menyatukan apa yang
disebut Tiongkok raya — Hong Kong, Makau, Tiongkok
daratan, dan Taiwan — dan mengubah Laut Cina Selatan
menjadi danau bagian dalamnya. PK'T" juga berniat
menjadi negara adidaya di dunia. Sebagai langkah pertama
menuju tujuan akhirnya, PK'T telah mengembangkan
konsep bahwa “orang Asia-lah yang harus menangani
urusan Asia." Mantra ini berfungsi sebagai pembenaran
untuk membangun primasi regional sebagai landasan bagi
kekuatan global, menghancurkan aliansi regional A.S., dan
mengusir A.S. dari Indo-Pasifik.

Tiongkok menimbulkan tantangan serius bagi
kepentingan A.S., termasuk perekonomian, nilai-nilai, dan
militernya. Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres,
Departemen Pertahanan A.S. memperjelas bahwa tujuan
"Tentara Pembebasan Rakyat adalah menjadi militer kelas
dunia per tahun 2049. Laporan Rand Corp. baru-baru
ini, yang berjudul “China’s Quest for Global Primacy,"
memprediksi bahwa jika A.S. tidak dapat mempertahankan
posisinya sebagai pemimpin global, A.S. dapat menjadi
aktor terpinggirkan di Asia.
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Sebagian besar wadah pemikir memprediksi bahwa
perekonomian Tiongkok akan melampaui Amerika
Serikat. Tiongkok akan menjadi sangat kuat, dan berusaha
menjauhkan dunia dari nilai-nilai demokrasi dan aturan
hukum. Dekade mendatang akan sangat penting bagi
kedua negara dan bagi komunitas global. Secara historis,
ada persaingan kekuatan besar antara A.S. dan Inggris,
A.S. dan Rusia, serta A.S. dan Jepang. Dua puluh tahun
yang lalu, Dr. John Mearsheimer, seorang ilmuwan politik
Amerika dan cendekiawan hubungan internasional,
mencatat bahwa persaingan kekuasaan besar belum
berakhir. Kekuatan besar tersebut masih takut akan satu
sama lainnya, dan persaingan keamanan yang berbahaya
pun berulang.

Kepala urusan luar negeri Partai Komunis Tiongkok Yang
Jiechi, tengah, berbicara dalam sesi pembukaan pembicaraan
A.S.-Tiongkok di Anchorage, Alaska, pada Maret 2021.

Tiongkok telah mempersiapkan pertempuran melawan
A.S. dalam tiga aspek: berfokus pada prioritas domestik
dan menekankan kembali kebijakan mandiri; mengurangi
ketergantungan pada A.S. sambil meningkatkan
ketergantungan bagian dunia lainnya pada Tiongkok; dan
mempercepat ekspansi pengaruh Tiongkok di luar negeri.
Xi mengatakan kepada anggota PK'T bahwa “sumber
kekacauan terbesar di dunia saat ini adalah Amerika
Serikat," yang pada dasarnya mengidentifikasi A.S. sebagai
musuh Tiongkok.

Pada Maret 2021, dalam pembicaraan tingkat tinggi
tatap muka pertama antara Tiongkok dan A.S. di bawah
Presiden Biden, pejabat tinggi diplomatik Tiongkok
menyerang politik A.S. dan tatanan internasional yang
dipimpin oleh A.S. dalam kecaman selama 18 menit.
Kepala urusan luar negeri PK'T Yang Jiechi bersikeras
bahwa A.S. tidak mewakili dunia, dan Tiongkok akan
mengikuti sistem sosialisnya sendiri karena itu lebih baik
daripada demokrasi Barat.

Baru-baru ini, Xi mencirikan tren perkembangan era
pascapandemi sebagai “I'imur bangkit dan Barat jatuh” dan
mengatakan sudah waktunya bagi Tiongkok untuk menatap
dunia dengan penuh keyakinan. Dalam pidatonya baru-
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baru ini yang diterbitkan dalam jurnal resmi PK'T] Quishi,
Xi mencatat bahwa dunia sedang kacau dan Tiongkok
harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengklaim
bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Tiongkok. Xi telah
berjanji untuk mengembalikan Tiongkok ke status kekuatan
besar per tahun 2049. Pandangan dunia dan praktik PK'T
jelas: Tiongkok benar-benar mengabaikan kebijakan luar
negeri “profil rendah hati” Deng dan sekarang secara tegas
bergerak ke arah berlawanan dari tatanan internasional
yang dipimpin oleh A.S. Pada hari jadi 100 tahun PK'T
pada Juli 2021, Xi memperingatkan kekuatan asing bahwa
siapa pun yang ingin menindas Tiongkok “kepalanya akan
dihatam ke dinding baja yang ditempa oleh lebih dari 1,4
miliar orang."

Masa Depan Persaingan Keamanan Strategis

Masa depan tatanan global terutama bergantung pada
bagaimana A.S. dan komunitas dunia menanggapi
tantangan komprehensif Tiongkok. Ada berbagai
kesalahpahaman tentang ancaman Tiongkok. Beberapa
analis berpendapat bahwa Tiongkok sangat diuntungkan
oleh tatanan internasional saat ini dan tidak ingin
menggulingkannya. Yang lain berpendapat bahwa meski
Beijing memiliki banyak tujuan yang bertentangan dengan
tujuan A.S., peran Tiongkok di lembaga internasional
masih menguntungkan komunitas global, termasuk

A.S. Ada juga yang percaya bahwa pengaruh global
Tiongkok terbatas karena Tiongkok menggunakan
prinsip dan pendekatan kebijakan luar negerinya untuk
memainkan peran dalam masyarakat internasional.

Yang lain berpendapat bahwa media A.S. membesar-
besarkan ancaman keamanan Tiongkok karena tatanan
internasional itu kompleks dan berlapis-lapis sehingga
sulit untuk digulingkan.

Laporan “Iren Global 2040” Dewan Intelijen
Nasional A.S. membayangkan lima skenario: A.S. dan
sekutunya akan terus memimpin sistem internasional;
tatanan internasional tidak bertujuan, kacau, dan tidak
stabil; masyarakat demokratis makin terpecah; dunia
perlahan jatuh ke dalam anarki; dan muncul koalisi global,
yang dipimpin oleh Uni Eropa (UE) dan Tiongkok.

"Tanpa diragukan lagi, masa depan tatanan
internasional yang dipimpin oleh A.S. masih menjanjikan.

Meski niat PK'T untuk menguasai dunia sangat
menentukan, hal itu kemungkinan akan menemui jalan
buntu karena Impian Tiongkok terutama mewakili
pandangan dunia PKT. Ide-ide komunis dan tradisi
patriarki Tiongkok tidak lagi populer di Tiongkok atau
luar negeri. Pembangunan Tiongkok sangat bergantung
pada teknologi tinggi dan layanan A.S., jadi tidak mudah
bagi Tiongkok untuk menerapkan kebijakan mandiri
dalam jangka waktu singkat. Mengupayakan demokrasi
dan kebebasan tetap menjadi tujuan utama dunia yang
terglobalisasi.

Makin banyak negara yang menentang ekspansi
agresif Tiongkok. Kanada, Uni Eropa, dan Inggris
telah mengoordinasi sanksi terhadap Tiongkok atas



Bauran ribuan pengunjuk rasa yang berbaris di jalanan Hong Kong pada tahun 2019 yang menentang RUU ekstradisi yang
tidak populer. Ide-ide komunis dan tradisi patriarki Tiongkok tidak lagi populer di Tiongkok atau di seluruh dunia.

pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas.
Parlemen Uni Eropa mengesahkan mosi pada Mei

2021 untuk secara resmi membekukan usulan perjanjian
investasi Uni Eropa dengan Tiongkok dan menyerukan
Uni Eropa untuk meningkatkan koordinasi dengan

A.S. untuk menghadapi Tiongkok. Jerman telah
memberlakukan undang-undang rantai pasokan yang
mengharuskan perusahaan Jerman untuk membatasi
kegiatan mereka di atau meninggalkan wilayah Xinjiang
di Tiongkok barat laut, tempat PK'T' dituduh melakukan
genosida terhadap etnik Uyghur.

Yang lebih penting lagi, A.S tetap kuat. Dalam
konferensi berita pertamanya pada Maret 2021, Presiden
Biden mengatakan bahwa Tiongkok ingin “menjadi
negara terkemuka di dunia, negara terkaya di dunia, dan
negara terkuat di dunia.” Namun, dia menambahkan, “Itu
tidak akan terjadi di bawah pengawasan saya."

Pemerintahan Presiden Biden telah menyusun ulang
aliansi A.S. untuk memperkuat dan menginovasikan
jaringan internasionalnya. A.S. telah bergabung kembali
dengan WHO dan Perjanjian Paris tentang perubahan
iklim, dan bekerja sama erat dengan Uni Eropa, NATO,
dan Kelompok Tujuh terkait masalah seperti teknologi,
perubahan iklim, dan hak asasi manusia untuk melawan

ancaman Tiongkok. Di Indo-Pasifik setelah Perang Dunia
II, A.S. membangun aliansi traktat dengan Australia,
Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand.

Dikenal sebagai Dialog Keamanan Kuadrilateral,
atau Quad, Australia, India, Jepang, dan A.S. bekerja
sama erat di bidang ekonomi, militer, dan rantai pasokan.
Mereka juga melakukan latihan militer multilateral dan
mengundang lebih banyak negara untuk berpartisipasi
dalam Quad, yang bertujuan untuk menciptakan
pencegahan substansial terhadap ambisi hegemonik PKT.

Sementara itu, Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan
telah menjadi perbatasan persaingan antara Tiongkok dan
A.S. dan mungkin terbukti menjadi uji litmus pertama dari
tekad komunitas global untuk memblokir jalan Tiongkok
menuju hegemoni global. Sementara PK'T menegaskan
bahwa reunifikasi penuh Tiongkok adalah komitmen tak
tergoyahkan dari partai itu, A.S. tidak lagi melihat Taiwan
sebagai masalah dalam hubungannya dengan RRT, tetapi
sebagai kesempatan untuk memajukan Indo-Pasifik yang
Bebas dan Terbuka. Hal ini tidak hanya mencerminkan
bahwa persaingan Tiongkok-A.S. menjadi makin sengit,
tetapi juga menunjukkan tekad A.S. yang menentukan
untuk terus mempertahankan keunggulannya di kawasan
Indo-Pasifik. O
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SEKUTU DAN MITRA MEMPERKUAT
NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK
MELAWAN BERBAGAI ANCAMAN
KEAMANAN
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erbentang di hamparan samudra yang mencakup
sekitar 15% luas permukaan bumi, sekitar 30.000
pulau Pasifik — banyak di antaranya atol yang tidak
berpenghuni — merupakan kampung halaman bagi
hanya 12 juta jiwa, sedikit lebih banyak daripada
jumlah penduduk ibu kota Indonesia, Jakarta.
Mata pencaharian banyak penduduk Kepulauan Pasifik
bergantung pada kekayaan samudra mereka yang besar
atau daya tarik tanah air mereka yang indah, permata
tropis di atas laut hijau pirus nan berkilau.

Meskipun terpencil, wilayah dan negara kepulauan
Pasifik mendapati diri mereka berada di tengah-tengah
banyak tantangan yang berkecamuk di dunia, diterpa
oleh beberapa ujian besar dalam zaman ini — mulai
dari kenaikan permukaan air laut dan sumber daya yang
menipis hingga penutupan akses menyeluruh akibat
berjangkitnya pandemi dan pergolakan geopolitik.
“Lingkungan keamanan kawasan Pasifik telah menjadi
semakin kompleks,” demikian menurut Forum Kepulauan
Pasifik (Pacific Islands Forum - PIF), sebuah kelompok
kebijakan politik dan ekonomi negara-negara anggota
yang didirikan pada tahun 1971 untuk mendorong
perdamaian dan kemakmuran melalui kerja sama
regional dan internasional. “Komunitas Pasifik rentan
terhadap ancaman keamanan dari kelompok kejahatan
transnasional, perubahan iklim, terorisme, bencana
alam, ketidakstabilan politik, dan konflik internal.
Konsekuensinya termasuk kekacauan domestik,
berkurangnya pendapatan perbatasan, meningkatnya
kejahatan lokal, dan melemahnya penegakan hukum.”

Di seluruh sendi kehidupan, berbagai upaya sedang
dilakukan oleh sekutu, mitra, dan negara-negara yang
berpandangan serupa untuk membentengi kawasan ini
dari badai ancaman ekonomi, iklim, dan keamanan,
termasuk upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
untuk menanamkan pengaruh guna mendapatkan
keuntungan pribadi.

“Pasifik berkembang seiring dengan semakin
intensifnya faktor pengganggu yang kompleks dan
meningkatnya kehadiran aktor eksternal yang harus
dihadapi,” ungkap Pasukan Pertahanan Selandia Baru
(New Zealand Defence Force - NZDF) dalam laporannya
“Advancing Pacific Partnerships: A Framework for
Defense’s Approach to the Pacific (Memajukan Kemitraan
Pasifik: Kerangka Kerja untuk Pendekatan Pertahanan
terhadap Pasifik),” yang diterbitkan pada Oktober 2019.

Kapal patroli Kiribati RKS Teanoai, kiri, dan kapal cutter Stratton
Pasukan Penjaga Pantai A.S. melakukan latihan di Samudra Pasifik
pada tahun 2019. RKS Teanoai disumbangkan ke Kiribati sebagai
bagian dari program pemerintah Australia yang menyediakan perahu
patroli ke 12 negara kepulauan Pasifik. Australia memberikan
perahu patroli pengganti kelas Guardian, RKS Teanoai Il, ke Kiribati
pada Juni 2021. SERSAN KEPALA SARA MUIR/PASUKAN PENJAGA PANTAI A.S.

“Persaingan lebih besar untuk mendapatkan pengaruh

di Pasifik akan bersinggungan dengan rangkaian faktor
pengganggu yang kompleks ini. Aktor eksternal yang
berusaha meningkatkan kehadiran regional mereka

dapat memanfaatkan isu-isu ini sebagai vektor pengaruh.
Secara lebih luas, kecepatan, intensitas, dan ruang lingkup
keterlibatan oleh aktor eksternal, yang mungkin tidak selalu
mencerminkan nilai-nilai kita di seluruh kegiatan mereka,
merupakan inti dari tumbuhnya rasa persaingan geostrategis
yang menjiwai fokus baru banyak negara di Pasifik.”

‘MELUASNYA KEAGRESIFAN’ TIONGKOK
Contoh kasus: Kiribati. Kiribati, yang merupakan salah satu
negara paling terpencil di dunia, berada hampir di tengah-
tengah di antara Australia dan Amerika Serikat. Meskipun
populasi kecilnya yang berjumlah 110.000 jiwa dapat
ditampung dengan nyaman di dalam stadion kriket terbesar
di India, 33 atol karang Kiribati tersebar di seluruh wilayah
Samudra Pasifik, menjadikannya satu-satunya negara yang
membentang di keempat belahan bumi dan memberinya
zona ekonomi eksklusif (ZEE ) lebih dari 3 juta kilometer
persegi — lebih besar dari luas daratan India. Di bawah
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Kiribati, seperti negara-negara lain, memiliki hak berdaulat
untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya
alam di dalam ZEE-nya. Itu termasuk perikanan, minyak
dan gas, dan mineral — segudang sumber daya yang telah
menarik perhatian RRT yang rakus.

Pada Mei 2021, pemerintah Kiribati, yang
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan
yang berpandangan demokratis demi Beijing yang
berpandangan komunis pada tahun 2019, mengumumkan
bahwa RRT memberikan dukungan keuangan bagi studi
kelayakan guna meningkatkan landasan udara di salah
satu atol negara kepulauan itu. Reuters melaporkan
bahwa pemerintah Kiribati mengatakan proyek itu
akan mendukung pariwisata. Akan tetapi beberapa
anggota parlemen telah menyatakan keprihatinan atas
minat Tiongkok untuk membangun landasan udara
itu, yang berfungsi sebagai pangkalan militer Amerika
Serikat dalam Perang Dunia II, dan mempertanyakan
apakah proyek itu akan menjadi bagian dari Satu Sabuk,
Satu Jalan (One Belt, One Road) RRT, sebuah skema
infrastruktur yang banyak disorot karena praktik pinjaman
predatornya. Sebulan kemudian, kekhawatiran keamanan
terkait dengan keterlibatan Tiongkok menyebabkan
proyek yang dipimpin Bank Dunia untuk memasang
kabel bawah laut guna meningkatkan komunikasi di
Kiribati dan dua negara kepulauan Pasifik lainnya,
Negara Federasi Mikronesia dan Nauru, dihentikan.
Infrastruktur itu akan terhubung dengan kabel bawah laut
yang menghubungkannya dengan Guam yang merupakan
wilayah A.S. dan digunakan terutama oleh pemerintah
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A PAGIFIK

MEMBANGUN HUBUNGAN
ABADI DI NEGARA-NEGARA
KEPULAUAN PASIFIK

OPERASI DI NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK

perasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik (Operations in Pacific

Island Countries - OPEC) merupakan upaya yang berfokus di

Pasifik yang dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan

didedikasikan untuk memperkuat hubungan di seluruh Oseania.
OPIC, yang didedikasikan untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang Bebas dan
Terbuka, memperkuat ikatan persahabatan dan solidaritas bersejarah
di antara A.S. dan negara-negara kepulauan Pasifik, termasuk nilai-nilai
bersama tentang kebebasan pribadi dan otonomi global, yang tertanam
dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Dengan menghubungkan
mitra militer, pemerintah, dan masyarakat, tim OPIC menggunakan jaringan
luas tenaga ahli untuk menciptakan nilai di seluruh Oseania.

OPIC terdiri dari Prajurit dari semua komponen Angkatan Darat A.S.,
termasuk prajurit dinas aktif, Cadangan Angkatan Darat, dan Garda Nasional.
OPIC yang secara resmi dibentuk pada tahun 2020 terutama melibatkan unit
dan anggota Komando Dukungan Misi ke-9 (9th Mission Support Command
- 9th MSC) yang berlokasi di Fort Shafter Flats, Hawaii, yang menjadi
markas besar OPIC. Dengan personel yang sudah berada di Oseania — yang
mencakup Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia — MSC ke-9 sangat cocok
untuk misi ini, terutama mengingat ikatannya yang dalam dengan kawasan
itu dan bahwa banyak Prajurit yang berdinas dalam misi itu menyebut
Oseania sebagai kampung halaman keluarga dan leluhur mereka.

“Hal hebat tentang MSC ke-9 adalah bahwa formasi kami diperkuat
oleh Prajurit yang sebenarnya berasal dari negara-negara [kepulauan
Pasifik],” ungkap Brigjen Angkatan Darat A.S. Jenderal Timothy D. Connelly,
komandan jenderal MSC ke-9, yang mengambil alih komando OPIC pada
Juni 2021. “Mereka adalah Prajurit luar biasa dengan keterampilan dan
pelatihan militer yang diperoleh dari Angkatan Darat A.S. Mereka membawa
kepada kita sesuatu yang sangat unik, dan itu adalah budaya dan bahasa
serta keakraban karena berasal dari, dalam banyak kasus, Pasifik Selatan.”

Saat upaya Oseania mulai terbentuk pada awal tahun 2020, Tim
Oceania Pathways dibentuk untuk mendukung negara-negara kepulauan
Pasifik. Tim itu mencakup profesional urusan sipil bersama dengan pakar
budaya dan sengaja dibentuk untuk mencapai banyak tujuan, dengan dua
tujuan teratas adalah meningkatkan kemampuan negara tuan rumah dan
memperkuat hubungan di seluruh Oseania.

Tim Oceania Pathways telah menggunakan kemampuan teknik,
medis, dan kedokteran hewan Angkatan Darat A.S. dan dinas mitranya
untuk memberikan bantuan di berbagai penjuru kawasan itu. MSC ke-9
juga telah mengirim tim untuk terlibat dengan negara-negara kepulauan
Pasifik dalam perencanaan tanggap bencana, kerja sama keamanan,
dan pertukaran keterampilan Prajurit. Kegiatan latihan militer-ke-militer,
seperti Pacific Pathways, meningkatkan kesiapan pasukan A.S., sekutu,

dan mitra. Perpaduan keahlian budaya, urusan sipil, dan aset yang
diberikan oleh pendekatan menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah
OPIC menghasilkan kemitraan yang langgeng dan pertumbuhan yang
berkelanjutan.

OPIC bukannya tidak menghadapi tantangan. Tepat setelah unit itu
diluncurkan, pandemi COVID-19 tiba, sehingga memberikan dampak
dramatis pada operasi unit itu. “Pandemi memaksa kami untuk
menghentikan semua yang kami lakukan dan menyusun ulang rencana
kami untuk melanjutkan operasi kami,” ungkap Mayor Eric Morey, yang
saat itu menjabat sebagai kepala operasinya. “Dari perspektif operasi,
pandemi merupakan tantangan luar biasa yang harus diatasi. Upaya ini
membutuhkan banyak solusi kreatif, kesabaran, dan kerja sama tim di
semua komponen, mitra sekutu, dan negara-negara Oseania.”

Terlepas dari hambatan itu, OPIC menggerakkan berbagai tim untuk
mendukung negara-negara kepulauan Pasifik. Fiji, Kepulauan Marshall,
Palau, Papua Nugini, dan Timor-Leste merupakan negara-negara pertama
yang mendapatkan manfaat dari peningkatan komitmen Komando Indo-
Pasifik A.S. (USINDOPACOM) terhadap Oseania. Mendukung respons
COVID-19 di negara-negara mitra ini menjadi fokus utama OPIC.

Meskipun pandemi menghadirkan tantangan saat melewati
tahun 2021, OPIC terus membangun kemampuan dan meningkatkan
jangkauannya ke lebih banyak negara kepulauan Pasifik. Faktor penting
bagi keberhasilannya adalah kemampuannya untuk memberikan solusi
yang disesuaikan bagi setiap negara tuan rumah. Unsur utama formula
kemenangan itu adalah afiliasi budaya yang mendalam dan keselarasan
yang dimiliki OPIC dengan mitra negara tuan rumah.

Setiap aspek operasinya mencakup pendidikan dan keterlibatan melalui
penyerapan budaya setempat. Selama sesi kebugaran fisik baru-baru
ini, anggota OPIC mengikuti pelajaran mendayung. Dipimpin oleh Sersan
Kepala Kris Kaopuiki, Prajurit mempelajari dasar-dasar cara navigasi kuno
ini. “Hanya ada sedikit cara yang lebih baik untuk memahami, mengalami,
dan bersentuhan dengan masyarakat dan budaya yang kami bantu selain
mendayung,” ungkap Kris Kaopuiki. “Tradisi dan disiplin olahraga ini
sangat terkait dengan masyarakat kuno ini.” Personel OPIC juga berupaya
melibatkan diri sepenuhnya dengan mengikuti acara budaya, seperti
upacara kava dan malam tradisi Kepulauan Pasifik.

Pacific Pathways, yang dirancang dan dipelopori oleh Angkatan Darat
A.S di Pasifik, berupaya meningkatkan kesiapan pasukan A.S., sekutu,
dan mitra melalui latihan militer-ke-militer. Latihan itu tersebar di berbagai
penjuru Indo-Pasifik dan baru-baru ini menyertakan lebih banyak lagi
negara-negara Oseania lainnya.

OPIC memasuki tahun 2022 sebagai aset matang yang dapat
diandalkan USINDOPACOM untuk terus menjalin hubungan strategis dan
memberikan kehadiran berkelanjutan di kawasan itu. Dari keterlibatan
pemimpin senior, latihan gabungan, konferensi, dan bantuan kemanusiaan
serta perencanaan tanggap bencana hingga dukungan COVID-19,
keterlibatan insinyur, serta aksi dan proyek sipil, OPIC menghadirkan
berbagai jenis kkmampuan dan nilai yang sangat besar bagi negara-negara
kepulauan Pasifik. “A.S. dan negara-negara kepulauan Pasifik di Oseania
memiliki banyak nilai fundamental yang sama seputar demokrasi dan
pendekatan spiritual terhadap keberadaan manusia yang menanamkan rasa
hormat terhadap individu dalam konteks sosial yang kuat,” ungkap Kolonel
Angkatan Darat A.S. Blaise Zandoli, wakil komandan OPIC. “Nilai-nilai
bersama kita dan hubungan praktis yang saling menguntungkan membuat
kemitraan menjadi hasil yang alami.”




Dari kiri, Mayor Angkatan Darat A.S. Pablo Valerin, perwira penghubung Kantor Kerja
Sama Pertahanan; Brigadir Jenderal Falur Rate Laek, Wakil Panglima Angkatan
Bersenjata Timor-Leste; Kolonel Calisto Santos Coliati, Kepala Staf Angkatan Bersenjata
Timor-Leste; Mayor Angkatan Darat A.S. Ruby Gee, Perwira Penanggung Jawab Tim
Timor-Leste untuk Operasi di Negara-Negara Kepulauan Pasifik; dan Kopral Angkatan
Darat A.S. Lydia McKinney, bintara penghubung budaya Tim Timor-Leste, mengunjungi
Timor-Leste bagian timur. sersan sATU SOLOMON NAVARRO/OPERASI DI NEGARA-NEGARA KEPULAUAN PASIFIK

dunia, yang menyumbang sekitar
30% dari semua penangkapan ikan di
samudra. “Berkenaan dengan sumber
daya alam, Tiongkok telah secara
agresif mengambil keuntungan dari
sumber daya perikanan di kawasan
itu,” tulis Satohiro Akimoto, presiden
lembaga nirlaba Sasakawa Peace
Foundation USA, di surat kabar
The Japan Times. “Ketika Tiongkok
telah menguras habis sumber daya
di perairan di dekat pantainya
untuk memberi makan konsumen
yang semakin menuntut di dalam
negeri, kawasan kepulauan Pasifik
menghadirkan peluang di perairannya
yang luas dan kaya akan sumber daya.”
Beijing juga menggunakan paksaan
ekonomi, termasuk pembalasan
terhadap Palau atas hubungan
diplomatiknya dengan Taiwan
dengan pada dasarnya melarang
kunjungan turis Tiongkok, sehingga
membendung aliran pendapatan

A.S., demikian menurut Reuters. Sebuah perusahaan
Tiongkok mengajukan penawaran terendah, tetapi pejabat
A.S. dan negara kepulauan Pasifik memperingatkan bahwa
perusahaan Tiongkok diwajibkan untuk bekerja sama
dengan dinas intelijen dan keamanan Beijing.

Keterlibatan RRT dalam proyek infrastruktur Kiribati
meningkatkan “prospek pangkalan militer Tiongkok, atau,
setidaknya pada awalnya, potensi fasilitas penggunaan
ganda, yang didirikan tepat di tengah Pasifik,” tulis
artikel pada September 2020 di The Strategist, publikasi
Australian Strategic Policy Institute, wadah pemikir yang
berbasis di Canberra. “Fasilitas ini akan memberi Tiongkok
kendali atas tempat penangkapan ikan tuna terbaik di
dunia ditambah petak sumber daya mineral laut dalam,
dan kehadiran di dekat pangkalan A.S. di Hawaii, Atol
Kwajalein, Atol Johnston, dan Pulau Wake. Fasilitas ini juga
akan diposisikan tepat di seberang jalur laut utama di antara
Amerika Utara dengan Australia dan Selandia Baru.”

“Meluasnya keagresifan” Beijing dirasakan di seluruh
kepulauan Pasifik, demikian menurut Alexander B. Gray,
seorang peneliti senior di bidang urusan keamanan
nasional di American Foreign Policy Council. Presiden
Palau yang baru terpilih, Surangel Whipps Jr., menegur
penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap negara
kepulauannya pada Januari 2021, sebulan setelah otoritas
maritim Palau yang dibantu oleh Pasukan Penjaga
Pantai A.S. menyita kapal Tiongkok yang dicurigai
memanen teripang secara ilegal di perairan Palau. Armada
perairan jauh RRT yang besar dianggap sebagai pelaku
penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan
(illegal, unregulated and unreported - IUU) terbesar di

penting bagi destinasi wisata populer

di Palau. “Tantangan yang dihadapi
pulau-pulau Pasifik terkecil harus menjadi perhatian
utama,” tulis Alexander B. Gray, mantan direktur
keamanan Oseania dan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan
Nasional A.S., di majalah The Diplomat pada Mei 2021.
“Negara-negara ini tidak hanya memiliki beberapa
geografi paling strategis di kawasan itu, tetapi mereka juga
memiliki komitmen demokrasi yang telah lama berusaha
untuk diselaraskan dengan kepentingan A.S. di forum
internasional dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

‘ARENA TUJUAN BERSAMA’

Upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan itu
semakin meningkat ketika sekutu dan mitra demokratis
meningkatkan keterlibatan mereka di kawasan itu,
setidaknya sebagian, untuk melawan ambisi hegemonik
Partai Komunis Tiongkok. “Salah satu hal yang ingin
kami lakukan dalam waktu dekat ini, melalui kerja sama
secara erat dengan sekutu seperti Australia, Selandia Baru,
Jepang, dan lainnya, adalah bertemu dengan negara-
negara kepulauan Pasifik untuk membicarakan arena
tujuan bersama,” ungkap Kurt Campbell, koordinator
urusan Indo-Pasifik Dewan Keamanan Nasional A.S.,
selama acara pada Juni 2021 yang diselenggarakan oleh
wadah pemikir Center for a New American Security. “Ini
adalah pulau-pulau tempat kami memiliki kepentingan
strategis dan moral historis yang sangat besar,” ungkap
Kurt Campbell, demikian menurut Reuters. “Dan, sekali
lagi ini adalah arena persaingan yang semakin meningkat
dalam berbagai segi yang di antaranya adalah nilai,

peran mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tantangan
kesehatan mereka, perubahan iklim, peran potensial
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mereka secara militer, dan stok perikanan yang sehat.”

Jepang dan A.S. merupakan mitra dialog PIF
(Australia dan Selandia Baru merupakan anggotanya) dan
berkontribusi secara signifikan pada forum itu. Tokyo
telah memberikan bantuan pembangunan senilai 8,31
triliun rupiah (580 juta dolar A.S.) ke kawasan itu sejak
tahun 2018, sementara itu Washington menyumbang
5,01 triliun rupiah (350 juta dolar A.S.) per tahun,
demikian menurut pemerintah masing-masing. Selain itu,
proyek Siap Iklim (Climate Ready) Badan Pembangunan
Internasional A.S. telah mengalokasikan anggaran senilai
343,9 miliar rupiah (24 juta dolar A.S.) di antara tahun
2017 dan 2022 untuk membantu wilayah dan negara
kepulauan Pasifik mengurangi dampak perubahan iklim.

A.S. juga memiliki perjanjian shiprider bilateral yang
memungkinkan otoritas penegak hukum setempat untuk
memerangi kejahatan di ZEE negara mereka saat berada
di atas kapal Pasukan Penjaga Pantai A.S. Pada tahun
2020, Angkatan Darat A.S. menciptakan Operasi di
Negara-Negara Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan
kehadiran regionalnya dan membantu negara-negara
kepulauan dan wilayah dengan desain dan implementasi
proyek-proyek bantuan sipil, operasi dan latihan militer
dan keamanan, serta program bantuan kemanusiaan dan
bantuan bencana.

Juga pada tahun 2020, Armada Pasifik A.S. menjadi
tuan rumabh iterasi ke-27 Rim of the Pacific (RIMPAC),
sebuah latihan dua tahunan yang dirancang untuk
meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan maritim
strategis, yang sangat penting untuk memastikan
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keamanan jalur laut dalam mendukung Indo-Pasifik yang
Bebas dan Terbuka. RIMPAC 2020, yang dilaksanakan di
laut di sekitar Kepulauan Hawaii selama dua minggu pada
bulan Agustus, melibatkan 22 kapal, 1 kapal selam, dan
lebih dari 5.300 personel dari 10 negara mitra.

Selain memberikan dukungan keuangan dalam berbagai
sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
Jepang menjalankan Pusat Kepulauan Pasifik yang berbasis
di Tokyo secara bersama-sama. Pusat itu didirikan pada
tahun 1996 untuk membantu anggota PIF melaksanakan
pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui promosi
investasi, perdagangan, dan pariwisata, demikian
menurut Kementerian Luar Negeri Jepang. Jepang juga
meningkatkan kerja sama dan pertukaran pertahanan
dengan negara-negara kepulauan Pasifik sebagai bagian
dari visinya untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,
demikian menurut Kementerian Pertahanan Jepang.

Itu termasuk menyelenggarakan Dialog Pertahanan
Jepang-Kepulauan Pasifik — pertemuan tingkat menteri
pertahanan multilateral pertama — dan mempromosikan
kunjungan pelabuhan dan pesawat terbang oleh unit-
unit Pasukan Bela Diri Jepang. “Jepang memiliki peran
unik untuk dimainkan di sini sebagai sekutu utama

A.S. dan sebagai negara Asia dengan keterlibatan yang
panjang dan berkelanjutan di negara-negara kepulauan
Pasifik,” tulis Satohiro Akimoto di The Japan Times pada
Desember 2019. “Jepang juga dapat menekankan manfaat
pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan
melalui nilai-nilai yang dianutnya: supremasi hukum,
infrastruktur berkualitas, dan keamanan manusia.”



# Canton Airfield g
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Citra satelit menunjukkan landasan udara yang memiliki lokasi strategis di Canton,
salah satu pulau terpencil Kiribati di kawasan Kepulauan Pasifik, yang rencananya

akan dimutakhirkan oleh Republik Rakyat Tiongkok. biciaLcLose

Laut Tasmania, Selandia Baru

telah meningkatkan keterlibatan
regionalnya. Dalam pernyataan

pada Februari 2019, Perdana
Menteri Australia Scott Morrison
dan Perdana Menteri Selandia Baru
Jacinda Ardern mencatat bahwa
“kemakmuran dan keamanan Pasifik
sangat penting” bagi negara mereka,
setuju untuk memperkuat kemitraan
mereka dengan negara dan wilayah
kepulauan Pasifik. Di bawah kebijakan
Pengaturan Ulang Pasifik (Pacific
Reset) yang diluncurkan pada tahun
2018, Selandia Baru telah menambah
dana bantuannya, meningkatkan
frekuensi pertemuan tingkat menteri,
dan menciptakan lebih dari selusin
pos diplomatik dan pembangunan
baru yang berfokus pada kawasan

itu. Pada pertengahan tahun 2020,

PENGATURAN ULANG REGIONAL
Strategi Memperkuat Kemampuan Pasifik (Pacific Step-
up) Australia yang diungkapkan selama pertemuan para
pemimpin PIF pada tahun 2016 merupakan salah satu
“prioritas kebijakan luar negeri tertinggi” negara itu,
dengan anggaran senilai lebih dari 14,33 triliun rupiah
(1 miliar dolar A.S.) dialokasikan untuk kawasan itu pada
tahun 2020-21 saja, demikian menurut Departemen Luar
Negeri dan Perdagangan Australia. Selama pandemi
COVID-19, yang menghancurkan industri berbasis jasa
dan pariwisata penting di kawasan itu, dukungan itu
diperluas ke pasokan penting. “Australia merupakan mitra
pembangunan tunggal terbesar bagi negara-negara ini,”
ungkap Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada
Majelis Umum P.B.B. pada September 2020. “Jadi, kami
telah menyediakan alat pelindung diri, peralatan pengujian,
keahlian medis, dan kami memelihara layanan penting dan
koridor kemanusiaan sehingga para ahli dan persediaan
dapat dikirim masuk dan keluar dari kawasan itu.”

Sementara itu Proyek Penggantian Perahu Patroli
Pasifik Australia memasok 21 kapal hingga tahun 2023
untuk menggantikan perahu patroli yang disumbangkan
Australia ke 12 negara kepulauan Pasifik dan Timor-
Leste di antara tahun 1987 dan 1997, demikian menurut
pemerintah federal Australia. Sebagai bagian dari program
Keamanan Maritim Pasifik Australia, proyek penggantian
senilai 3,58 triliun rupiah (250 juta dolar A.S.) itu akan
meningkatkan kemampuan negara-negara kepulauan
untuk berpatroli di perbatasan mereka, melawan
penangkapan ikan IUU dan kejahatan maritim lainnya,
serta melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.
Perahu patroli pengganti kelas Guardian ke-11, RKS
"Teanoai II, diserahkan ke Kiribati pada Juni 2021.

Seperti negara tetangganya yang berada di seberang

Selandia Baru membentuk penasihat
pertahanan tetap di Tonga untuk

mengoordinasikan berbagai operasi seperti tanggap
bencana. NZDF memberikan pelatihan kepemimpinan
profesional kepada negara-negara kepulauan Pasifik
“untuk menanamkan dasar-dasar kepemimpinan yang
etis dan efektif di kalangan personel keamanan Pasifik,”
sementara itu juga meningkatkan dan menyelaraskan ulang
sumber dayanya untuk mendukung operasi amfibi dan
patroli maritim di kawasan Pasifik. “Berbagai tantangan
yang dihadapi Pasifik, mulai dari perubahan iklim hingga
persaingan geostrategis, membutuhkan lebih banyak
bantuan dari kami dan mitra kami yang berpandangan
serupa,” catat laporan NZDF yang berjudul “Advancing
Pacific Partnerships (Memajukan Kemitraan Pasifik).”

Memang, saat mereka menghadapi ancaman baik
langsung maupun eksistensial, negara-negara kepulauan
Pasifik akan mengandalkan bantuan Australia, Jepang,
Selandia Baru, dan A.S., serta teman-teman di tempat lain
di Indo-Pasifik, Eropa, dan di seluruh dunia. “Sebagai
negara kecil, kami dapat dengan mudah disusupi, dan kami
mengandalkan bantuan mitra kami untuk melindungi kami
dan memberi kami keamanan,” ungkap Surangel Whipps
Jr., presiden Palau, selama perjalanan ke Taiwan pada Maret
2021. Seolah-olah untuk meningkatkan kekhawatiran
Surangel Whipps Jr. tentang rapuhnya kedaulatan
"Taiwan, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengirim
10 pesawat terbang militer ke dalam zona identifikasi
pertahanan udara Taiwan saat dia mengunjungi pulau
berpemerintahan mandiri yang diklaim oleh Beijing itu.

“Dengan ambisi Beijing yang berkembang pesat,”
tulis Alexander B. Gray, dari American Foreign Policy
Council, dalam The Diplomat, “akan membutuhkan
upaya gabungan dari Washington dan sekutunya untuk
memastikan negara-negara terkecil di Indo-Pasifik terus
menikmati kemerdekaan, keamanan, dan kemakmuran.” O

IPD FORUM






Anggota Partai Komunis Tiongkok memindahkan uang
secara terang-terangan sehingga mengancam keamanan

JOHN F. TOBON/INVESTIGASI KEAMANAN DALAM NEGERI A.S.

ihak berwenang mengungkap sebuah skema

pada tahun 2020 ketika pialang uang Tiongkok

dilaporkan berkolusi dengan pelaku perdagangan

narkoba Meksiko untuk melakukan pencucian
uang. Para pejabat menafsirkan kolaborasi yang kecil
kemungkinannya untuk terjadi itu sebagai contoh terbaru
dari perdagangan yang digunakan untuk menyembunyikan
dana ilegal. Akan tetapi para penyelidik hanya melihat
satu sisi dari serangkaian transaksi sangat kompleks yang
terutama dirancang untuk menghindari pembatasan valuta
asing, bukan pencucian dana ilegal.

Valuta asing (VALAS) sangat penting untuk
stabilitas perekonomian global. Valuta asing merupakan
inti perdagangan dunia yang legal dan ilegal, yang
memtfasilitasi pergerakan barang dan jasa. Valuta
asing juga merupakan bisnis yang menguntungkan:
Keberuntungan dimenangkan dan hilang sebagai
akibat dari fluktuasi di pasar mata uang, dan seluruh
perekonomian bergantung padanya.

Skema yang diungkap oleh pihak berwenang
melibatkan valuta asing pasar gelap (black-market
FOREX - BMFX). Pentingnya BMFX bagi pelaku
ilegal, dalam kondisi terbaik, sangat diremehkan dan,
dalam kondisi terburuk, sama sekali diabaikan. Selama
bertahun-tahun, hubungan yang melibatkan perdagangan
internasional, BMFX, dan pelaku ilegal telah dilihat
dengan tepat sebagai kerentanan pencucian uang. Akan
tetapi, faktor utama dalam masalah ini telah disalahartikan
sebagai perdagangan, oleh karena itu diberi julukan
pencucian uang berbasis perdagangan.

Pemeriksaan lebih cermat dari hubungan di antara
berbagai faktor ini, bersama dengan analisis historis dan
perkiraan di masa depan, mengungkapkan bahwa pertama,
kunci untuk mengungkap skema pencucian ini adalah
BMFX dan bukan perdagangan; dan kedua, bahwa ketika
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat, BMFX dapat
memiliki implikasi keamanan nasional bagi Amerika
Serikat dan negara-negara lain.

Artikel ini membahas pentingnya BMFX
bagi perusahaan yang legal dan ilegal. Artikel ini
mengeksplorasi dampak BMFX di kawasan Indo-

Pasifik dan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh
pembatasan VALAS di Tiongkok terhadap pasar BMFX di
Amerika Latin. Terakhir, artikel ini memetakan kemitraan
kenyamanan informal di antara pialang BMFX Tiongkok,
organisasi kriminal Amerika Latin, dan orang-orang yang
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Uang kertas Tiongkok dan A.S. reuters

populer secara politik (politically exposed person - PEP)
di Tiongkok (mereka yang dipercaya memegang fungsi
publik yang menonjol).

PEMBATASAN MATA UANG SEBAGAI
KATALIS BAGI KEGIATAN ILEGAL

Pasar mata uang paralel merupakan pasar yang sudah
lama ada di berbagai negara di seluruh dunia. Kebijakan
ekonomi yang memunculkan BMFX sering kali
dilakukan untuk menghindari bencana ekonomi nasional.
Kebijakan itu sering kali dipicu oleh devaluasi mata

uang nasional sehingga mengakibatkan peningkatan
permintaan mata uang asing, biasanya dolar A.S. (U.S.
dollar - USD). Peningkatan permintaan itu memiliki efek
praktis mendorong nilai mata uang nasional mengalami
penurunan yang lebih drastis.

Untuk mengatasi dampak tindakan ini pada
perekonomian, berbagai negara membatasi pembelian
VALAS, pergerakan keluar mata uang fisik, serta
mengontrol repatriasi VALAS yang dipegang di luar
negeri oleh eksportirnya. Kebijakan itu mempersulit,
atau bahkan tidak memungkinkan, bagi importir
untuk membeli VALAS yang mereka butuhkan untuk
menjalankan bisnis mereka.

Pada saat yang sama, pembatasan itu memiliki efek
disinsentif bagi eksportir yang mendapatkan VALAS
untuk barang-barang mereka. Harga VALAS akan terlalu
tinggi untuk dibeli oleh importir dan terlalu rendah untuk
dijual oleh eksportir. Kebijakan itu menciptakan beban
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berat bagi mereka yang berada dalam perekonomian yang
mengandalkan VALAS sebagai bagian dari model bisnis
mereka, meskipun kebijakan itu menciptakan peluang bagi
mereka yang memiliki akses atau mempunyai VALAS di
luar pasar yang diregulasi.

Pasar gelap untuk USD di Indo-Pasifik telah ada selama
beberapa dekade. Pasar-pasar ini, beberapa sudah ada sejak
tahun 1940-an, mulai terbentuk sebagai hasil dari kontrol
VALAS yang dilakukan oleh berbagai negara, demikian
menurut para analis. Kontrol ini secara efektif memotong
akses ke USD bagi individu yang menggunakan mata uang
itu untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

FTEIEER FX Rates

BEHE

[ mx 0.6924
i 0.6416
i 1.4178
i 1.4643
- 0953 1.0955
1697 117.67

7.8228

6.6024

Papan elektronik menunjukkan nilai tukar valuta asing di
Hong Kong. arp/GETTY IMAGES

Situasi ini menghasilkan permintaan USD di luar
sektor VALAS yang diregulasi sehingga menciptakan
pasar gelap. Pasar VALAS, baik formal maupun informal,
beroperasi berdasarkan penawaran dan permintaan. Ketika
pasar gelap lahir, permintaan akan sumber alternatif USD
akan dipenuhi melalui VALAS yang dipasok secara ilegal,
sering kali dalam bentuk korupsi politik tingkat tinggi, dan
kegiatan kriminal — terutama, perdagangan narkoba.

PENCUCIAN UANG VALAS

Proses pencucian uang dalam skenario ini terus
membingungkan serta mengacaukan entitas pemerintah
dan komunitas bisnis. Bagaimana transaksi bisnis tercemar
oleh hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan
kriminal? Bagaimana noda itu menimbulkan kebutuhan
bagi bisnis untuk melakukan kejahatan lebih lanjut guna
menyembunyikan kolaborasi mereka dengan organisasi
kriminal? Pertanyaan yang sangat penting: Kapan
pencucian uang itu terjadi?

"Transaksi bisnis terjerat dengan kegiatan kriminal ketika
importir membeli VALAS dari pialang BMFX. Pialang ini
adalah penghubung di antara pasokan ilegal VALAS dan
permintaan yang seakan-akan sah. Keabsahan permintaan
itu dipertanyakan karena VALAS ilegal digunakan
untuk membeli produk sah sebagai bagian dari transaksi
perdagangan internasional tradisional. Importir sekarang
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harus menemukan cara untuk menyelesaikan impor.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan impor
mengharuskan penggunaan skema penipuan kepabeanan
(nilainya dinaikkan/diturunkan atau pembuatan faktur
ganda), penyelundupan, dan/atau penyuapan pejabat
publik. Ini juga yang menyebabkan entitas pemerintah
dan lembaga keuangan mulai memasuki situasi
perdagangan membingungkan yang biasanya sulit
untuk diuraikan. Kombinasi berbagai faktor inilah yang
biasanya digambarkan sebagai pencucian uang berbasis
perdagangan.

Menyoroti pentingnya transaksi perdagangan
membuatnya seolah-olah perdagangan merupakan
simpul utama dalam skema ini. Penegak hukum dan
organisasi penetapan standar internasional, seperti Satuan
"Tugas Aksi Keuangan, telah mengadvokasi lebih banyak
pengawasan terhadap transaksi perdagangan internasional
untuk mengidentifikasi dan mengekang pencucian uang.
Sayangnya, pencucian uang yang menjadi kekhawatiran
semua pihak terjadi bahkan sebelum barang-barang itu
dibeli. Organisasi kriminal yang mendapatkan VALAS
ilegal melepaskan dirinya dari situasi itu ketika pihaknya
menjual VALAS-nya ke pialang BMFX. Organisasi
kriminal mengirimkan produk ke pelanggan mereka,
tetapi mereka tidak akan mengirimkan hasil keuntungan
bisnis mereka ke pialang uang. Model pencucian uang
berbasis perdagangan mengasumsikan secara keliru
bahwa organisasi kriminal akan menginvestasikan hasil
keuntungan bisnis mereka dalam barang-barang sah
sehingga mereka dapat mengumpulkan hasil keuntungan
bisnis yang telah dicuci begitu barang-barang itu diimpor
dan dijual.

Arah pemikiran ini memiliki kelemahan kritis.
Pemikiran ini mengasumsikan bahwa organisasi kriminal
bersekongkol dengan importir. Sebagai akibatnya, beberapa
pihak percaya bahwa mengikuti perdagangan itu akan
mengarahkan ke sumber VALAS ilegal. Pola pikir itu
telah mengalihkan perhatian dan sumber daya menjauh
dari kerentanan yang sebenarnya, serta mengabaikan
pelanggaran pidana dan fiskal yang dilakukan oleh importir.

Alih-alih menugaskan lembaga keuangan untuk
memeriksa transaksi perdagangan — yang tidak cocok
bagi mereka — sumber daya harus dikerahkan untuk
meninjau rekening yang memasok dana untuk membeli
barang. Ini akan mengidentifikasi sisi penawaran BMFX,
organisasi kriminal, dan politisi korup.

TUMPANG TINDIH PASAR GELAP
TIONGKOK DAN PELAKU PERDAGANGAN
NARKOBA MEKSIKO

Kebingungan ini tampak lebih jelas dalam hubungan di
antara BMFX di Tiongkok dan organisasi perdagangan
narkoba (drug trafficking organization - D'TO) Meksiko.
Ini berasal dari interpretasi picik terhadap berbagai
peristiwa dan dikombinasikan dengan pandangan yang
didasarkan atas pemahaman yang kurang mendalam
mengenai BMFX. Banyak tajuk utama berita menyatakan



bahwa para pencuci uang Tiongkok melayani kebutuhan
DTO Meksiko, yang mengasumsikan bahwa para pialang
bekerja terutama untuk kepentingan para penjahat.

"Tapi apa benar seperti itu? Jawabannya membutuhkan
pandangan yang lebih luas tentang BMFX di Tiongkok,
tempat bisnis ini telah berkembang pesat selama beberapa
dekade. Para analis menjelaskan bahwa BMFX Tiongkok
telah dipasok melalui penyelundupan, pembuatan
faktur impor dengan nilai yang dinaikkan, pembuatan
faktur ekspor dengan nilai yang diturunkan, pengiriman
uang yang diterima dari luar negeri, dan perdagangan
perbatasan. Pasokan VALAS ke BMFX Tiongkok sudah
cukup untuk memenuhi permintaan itu. Ini berubah
dengan implementasi aturan VALAS Tiongkok pada
Juli 2017, yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan
untuk melaporkan transaksi tunai domestik dan luar
negeri sebesar 50.000 yuan (7.820 dolar A.S.) atau lebih.
Bank juga wajib melaporkan transfer uang ke luar negeri
senilai 143,3 juta rupiah (10.000 dolar A.S.) atau lebih.
Selain itu, aturan tersebut membuat pembatasan terhadap
valuta asing senilai 716,3 juta rupiah (50.000 dolar A.S.).

Perubahan kebijakan ini dibuat untuk mengekang
korupsi yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis
Tiongkok (PKT) dan pejabat badan usaha milik negara
Tiongkok. Kebijakan itu khususnya ditujukan untuk
membatasi kemampuan warga negara Tiongkok untuk
membeli properti, sekuritas, asuransi jiwa, atau produk
asuransi bergaya investasi lainnya di luar negeri. Sebelum
revisi kebijakan ini, anggota PK'T dapat menggunakan
pasar VALAS tradisional dan praktik perbankan
konvensional untuk memindahkan dan menikmati
kekayaan mereka di luar negeri. Pembatasan ini tidak
mengekang korupsi. Akan tetapi, pembatasan ini memiliki
konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu mendorong
permintaan USD pada BMFX Tiongkok melampaui
pasokan yang ada. Karena BMFX bekerja seperti pasar
VALAS tradisional, pialang BMFX Tiongkok terpaksa
mencari sumber USD baru untuk memenuhi permintaan.
Beginilah cara D'TO Meksiko masuk ke dalam situasi itu.
Pialang uang Tiongkok mencari USD yang dipegang oleh
DTO Meksiko sebagai sarana untuk memasok pelanggan
utama mereka, PEP Tiongkok yang membutuhkan USD
untuk mengamankan masa depan keuangan mereka di
luar Tiongkok. Pencucian uang yang terjadi untuk D'TO
Meksiko merupakan kegiatan tambahan, hanya menjadi
metode untuk memenuhi tujuan pialang uang Tiongkok.

TIONGKOK DAN REAL ESTAT

Manifestasinya dapat dilihat di seluruh Amerika Utara,
Indo-Pasifik, dan Oseania. Selama dekade terakhir ini,
pembelian tunai real estat mewah oleh PEP Tiongkok
telah meningkat di Australia, Kanada, Hawaii, dan
beberapa lokasi di antaranya. Pialang uang Tiongkok
dapat memanfaatkan arbitrase di antara dua bentuk
yuan — renminbi dalam negeri dan renminbi luar negeri
— untuk memindahkan nilai vang itu dari Tiongkok
daratan ke Hong Kong. Begitu nilai uang itu berada di

Seorang pria duduk di luar kantor pusat Bank of China di Beijing.
THE ASSOCIATED PRESS

Hong Kong, mereka dapat memanfaatkan lingkungan
pasar bebas yang berada di luar pengaruh Bank Sentral
Tiongkok (People’s Bank of China).

Pialang uang Tiongkok kemudian menggunakan
rekening USD yang dipegang atas nama perusahaan fiktif
di dalam lembaga keuangan Hong Kong untuk mengirim
transfer uang pihak ketiga ke seluruh dunia. USD ini,
dibeli oleh pialang BMFX Tiongkok dari berbagai
sumber termasuk D'TO Meksiko, kemudian dijual ke
PEP Tiongkok. Ketika pengiriman uang tiba di lembaga
keuangan A.S., penerima sering kali mengutip pembatasan
mata uang Tiongkok sebagai alasan mengapa transaksi itu
terlihat aneh.

Hingga baru-baru ini, berbagai lembaga keuangan
bersimpati kepada nasabah mereka dan tidak
mempertanyakan transaksi itu. Ketika mereka telah
diberikan gambaran skema yang lebih luas, mereka mulai
meneliti transaksi semacam itu.

MENGHENTIKAN TRANSFERILEGAL
Implikasi keamanan nasional dari pencucian uang
melalui VALAS yang melibatkan PEP Tiongkok sungguh
signifikan. Jika aparat penegak hukum terus berfokus
pada sisi pasokan BMFX Tiongkok, pihak berwenang
akan mengganggu upaya untuk memasok USD dari
DTO Meksiko. Akan tetapi, sumber VALAS ilegal
terlalu banyak untuk dihitung. Upaya investigasi harus
memperhitungkan sifat kompleks dari ancaman tersebut.
Skema ini tidak boleh lagi dilihat sebagai transaksi
sirkuler yang melibatkan dua pihak dengan kepentingan
yang sama. Sebaliknya, skema ini harus dilihat seperti
apa adanya — transaksi independen yang merupakan
bagian dari industri bawah tanah lebih besar yang
penting bagi operasi kelompok kriminal yang berbeda
di seluruh dunia. Kegagalan untuk melakukannya

akan memungkinkan PEP Tiongkok untuk terus
memindahkan keuntungan ilegal mereka ke kota-kota
Barat, tempat dana itu akan tersedia bagi kegiatan yang
sah seperti perjudian dan pembelian real estat kelas atas,
serta untuk kegiatan jahat yang dapat mencakup campur
tangan dalam politik domestik. O
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egera setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis

Tiongkok (PKT) Xi Jinping berkuasa, Kantor

Umum Komite Pusat PK'T" mengedarkan sebuah

komunike yang kemudian dikenal sebagai Dokumen

9. Komunike ini dengan tegas menekankan
kepatuhan yang tak tergoyahkan terhadap kontrol PK'T
terhadap media dan manajemen terpadu medan perang
ideologis, yang ditafsirkan oleh para analis sebagai
penyimpangan drastis dari penekanan PK'T sebelumnya
pada kontrol dan penyensoran politik domestik. Di bawah
kepemimpinan Xi Jinping, PK'T telah sangat memperluas
operasi pengaruhnya dalam lingkungan informasi untuk
memanipulasi seluruh dunia. Salah satu organisasi utama
dalam PK'T" yang diberi mandat ini adalah United Front
Work Department (UFWD).

Dipelopori oleh UFWD, PKT telah menggunakan
kampanye disinformasi di platform media sosial dan
media berita serta penyensoran suara apa pun yang
menentang propaganda PK'T" dengan menggunakan
kecerdasan buatan. Penyampaian pesannya memiliki
beberapa tema utama. Misalnya, PK'T secara konsisten
berusaha meyakinkan audiens asing bahwa pihaknya
adalah pemimpin dunia yang bertanggung jawab dan baik
hati dengan menghadirkan model autokrasi PK'T sebagai
alternatif yang kredibel bagi Barat. Dengan cara yang
sama, PKT telah berupaya untuk merongrong persepsi
legitimasi pemilu dan demokrasi. Mereka secara konsisten
menggunakan kampanye disinformasi untuk mengganggu
proses politik di negara-negara demokratis.

Insiden ini menunjukkan meningkatnya kecanggihan
operasi informasi PKT. Secara keseluruhan, berbagai
insiden ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar
terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan negara-
negara demokratis lainnya daripada sebelumnya. A.S. dan
sekutunya serta negara-negara mitranya harus mendekati
lingkungan informasi sebagai salah satu arena paling
kritis dari persaingan kekuatan besar di antara negara-
negara demokrasi dan autokrasi. Artikel ini menyoroti
karakteristik utama operasi informasi PK'T" yang diamati
sejak tahun 2020. Kemudian, artikel ini menawarkan tiga
rekomendasi tentang cara memerangi ancaman yang
semakin mengganggu dan terdistribusi ini.

"Tahun 2020 membuktikan momen penting bagi
mereka yang telah menganalisis upaya disinformasi PK'T.
Kampanye PKT untuk memutarbalikkan kebenaran
tentang virus COVID-19 menunjukkan jangkauan yang
luar biasa dengan pernyataan resmi yang tidak tahu
malu. PK'T berusaha meyakinkan audiens domestik
dan global bahwa virus itu sengaja ditanam di Wuhan,
Tiongkok, sebagai senjata biologis A.S. Jangkauan
kampanye itu sangat luas, yang dibantu disebarkan oleh
Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan diplomatnya,
pimpinan pemerintah, dan tokoh kebijakan luar negeri

Penyelidik menemukan kampanye media sosial berskala luas
yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2020
untuk menggambarkan dengan tidak tepat kegiatan Amerika
Serikat di Laut Cina Selatan. Kampanye di Facebook dan platform
lainnya memperoleh lebih dari 130.000 pengikut dan berusaha
menyelaraskan kembali hubungan Filipina dengan Tiongkok.

di berbagai negara yang di antaranya adalah Iran, Rusia,
Arab Saudi dan Venezuela, dan berbagai sumber media
online. Jangkauan kampanye itu juga menunjukkan
meluasnya jaringan kolusi transnasional. Misalnya, Global
Research Canada, situs web konspirasi Kanada, dan
pejabat PK'T sering kali mengutip satu sama lain untuk
melakukan validasi. Taktik disinformasi ini, yang dikenal
sebagai “pencucian informasi,” melibatkan penyebaran
disinformasi yang seakan-akan berasal dari para analis dan
media Barat sebagai metode untuk melegitimasi kampanye
disinformasi PK'T. Dengan cara yang sama, tweet palsu
juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao
Lijian tentang asal-usul COVID-19 pada Maret 2020
telah di-retweet lebih dari 99.000 kali, dalam setidaknya
54 bahasa, dan mencapai sekitar 275 juta orang secara
kolektif.

MEDAN PERTEMPURAN INDO-PASIFIK

Meskipun perang informasi PK'T telah menjadi benar-
benar bersifat global, kawasan Indo-Pasifik telah
menerima dampak utama kampanye disinformasi
Beijing. Khususnya, upaya PK'T untuk menggambarkan
dengan tidak tepat gerakan prodemokrasi Hong Kong
pada tahun 2019 menunjukkan operasi informasi yang
canggih. PK'T' menggunakan infrastruktur medianya
yang luas untuk menyebarkan klaim palsu tentang kolusi
aktivis prodemokrasi dengan pelaku asing. Dengan

nada yang sama, PK'T telah menargetkan Taiwan untuk
merongrong kemandirian politik dan kohesi sosialnya.
Misalnya, upaya PK'T untuk mendukung kandidat wali
kota Kuomintang yang pro-Beijing, Han Kuo-Yu, di kubu
Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive
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Tweet palsu juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao
Lijian tentang asal-usul virus COVID-19 pada Maret 2020 telah
di-retweet lebih dari 99.000 kali, dalam setidaknya 54 bahasa, dan
mencapai sekitar 275 juta orang secara kolektif.

Party - DPP) yang berkuasa pada tahun 2018 memberikan
dampak besar. Narasi palsu dan gambar hasil rekayasa,
yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan
afiliasinya tersebar luas di media sosial, menjelek-jelekkan
pemerintah DPP dan memuji Han Kuo-Yu. PKT juga
berusaha memengaruhi pemilihan presiden Taiwan pada
tahun 2020, tetapi Taiwan sudah siap menghadapinya.
Mitigasi disinformasi dan literasi media lebih besar

yang dimungkinkan oleh kemitraan publik dan swasta
memainkan peran penting.

Operasi informasi PK'T yang dirancang untuk
merongrong stabilitas kawasan ini dan mengikis
kepentingan strategis A.S. tidak terbatas pada Taiwan
dan Hong Kong. Dalam menanggapi laporan investigasi
yang mengungkap kamp konsentrasi berskala sangat
besar, penghilangan yang merajalela, pembunuhan di
luar proses hukum, dan sterilisasi paksa, PK'T melakukan
serangan untuk mendistorsi kebenaran. PK'T telah
menyebarluaskan klaim palsu tentang pembangunan
ekonomi dan pendidikan di wilayah Xinjiang Tiongkok
untuk menutupi kampanye genosida yang sedang
berlangsung terhadap warga etnis Uyghur dan kelompok
minoritas lainnya. PK'T juga telah membatasi jurnalis asing
yang memasuki wilayah itu untuk memonopoli informasi
yang berasal dari Xinjiang. Di Thailand, kampanye video
palsu yang diduga menggambarkan seorang warga Asia
diserang secara brutal di A.S. muncul di media sosial
pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memicu dan
menyebarkan sentimen anti-A.S. di Thailand. Video
itu dibagikan secara luas oleh saluran pro-Beijing dan
menjadi viral di Thailand. Pada kenyataannya, video klip
itu diambil dari kerusuhan penjara di Ekuador. Ini bukan
insiden yang terpisah dari insiden lainnya. Filipina juga
telah menjadi sasaran kampanye disinformasi terpadu
di media sosial untuk menggambarkan dengan tidak
tepat kegiatan A.S. di Laut Cina Selatan. Kampanye ini
memperkuat pernyataan politisi lokal yang bersimpati
kepada PK'T" dan memperoleh lebih dari 130.000
pengikut serta berupaya untuk menyelaraskan kembali
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hubungan Filipina dengan Tiongkok. Singkatnya, upaya
disinformasi PK'T dalam beberapa tahun terakhir telah
berkembang secara dramatis dalam ruang lingkup dan
intensitasnya. Tiga pola menggambarkan persaingan
melawan PKT dalam lingkungan informasi. Pertama,
PKT telah sangat mengeksploitasi akses asimetris ke
platform media. Selagi platform media sosial utama Barat
seperti Facebook dan Twitter memiliki sedikit atau tidak
memiliki pembatasan akses bagi rezim otoriter, platform
media sosial utama Tiongkok seperti WeChat, Sina Weibo,
"Tencent Weibo, dan "Tencent QQ memiliki berbagai
tingkat pembatasan akses bagi pengguna Barat. Selain itu,
PKT mengeksploitasi platform media sosialnya untuk
penyensoran dan pengawasan. Data dari penggunaan asing
platform ini besar kemungkinan dikumpulkan oleh PK'T
untuk tujuan pengumpulan data dan intelijen. Pengguna
di Tiongkok daratan tidak dapat mengakses sebagian
besar media berita dan platform media sosial Barat. Hal
ini menyulitkan upaya Barat untuk memahami upaya
disinformasi domestik PK'T dan untuk mengumpulkan
data pada platform ini.

Kedua, PKT telah secara dramatis meningkatkan
kehadiran onlinenya secara global sejak pandemi
COVID-19 melanda dunia. Kegiatan pejabat PK'T di
platform media sosial Barat telah mencapai tingkat rekor
tertinggi. Misalnya, diplomat PK'T men-tweet 210.382
kali, rata-rata 778 kali sehari, selama sembilan bulan pada
tahun 2020.

Ketiga, badan intelijen PK'T sangat mengandalkan
perusahaan teknologi yang dikendalikan oleh negara untuk
mempersenjatai sejumlah besar data untuk pengawasan
dan penyensoran. Praktik ini bukanlah sesuatu yang bisa
ditiru dengan begitu saja oleh A.S. dan sekutunya tanpa
melakukan pelanggaran parah terhadap prinsip dan norma
demokrasi. Perusahaan yang berafiliasi dengan PK'T
diketahui memasang jalur tidak terdokumentasi untuk
mengakses sistem komputer atau data yang terkandung
di dalamnya (backdoor) ke teknologi mereka yang dapat
memungkinkan dilakukannya operasi siber ofensif. Dengan
cara yang sama, PK'T" telah meningkatkan secara dramatis
spionase dan peretasan yang difasilitasi oleh kemampuan
sibernya di kawasan ini.

Singkatnya, perang informasi merupakan salah satu
arena paling kritis dari persaingan kekuatan besar. Terlebih
lagi, sejauh mana PK'T telah mempersenjatai lingkungan
informasi menimbulkan ancaman keamanan nasional yang
besar bagi kawasan ini dan di sekitarnya. A.S. dan sekutu
serta negara mitranya harus mengintegrasikan intelijen
sumber terbuka berbasis data dalam perencanaan dan
operasi militer rutin. Strategi berikut ini dapat memerangi
ekspansi cepat propaganda PKT.

BERSAING DALAM LINGKUNGAN INFORMASI

Pertama, apa yang disebut pendekatan mengambil
tindakan saat masalah itu muncul ke permukaan (whack-
a-troll) tidak akan cukup untuk memerangi disinformasi
PKT karena pelaku jahat dapat bermigrasi ke platform lain



Presiden Taiwan Tsai Ing-wen
merayakan terpilihnya kembali
dirinya sebagai presiden pada
Januari 2020 bersama dengan
para pendukungnya di Taipei.
Partai Komunis Tiongkok
berupaya memengaruhi pemilihan
umum itu untuk mendukung lawan
politik Tsai Ing-wen, tetapi gagal
karena mitigasi disinformasi dan
literasi media lebih besar yang
dimungkinkan oleh kemitraan
publik dan swasta.

atau mengubah akun pengguna
mereka. PK'T selalu dapat
membuat atau mengontrakkan
lebih banyak akun dengan
lebih cepat daripada yang
dapat dihapus oleh pemerintah
atau perusahaan lain dari
lingkungan informasi.
Sebaliknya, pemerintah

harus memperlakukan disinformasi sebagai kampanye
berkelanjutan dalam spektrum penuh. Lebih khusus lagi,
mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas
lingkungan informasi harus mempertimbangkan hal-hal
berikut ini:

* ’lerus mengamati sumber disinformasi, mekanisme
penyebaran, dan efeknya. Sama seperti beroperasi
di ranah darat, sangat penting untuk memetakan
dan membagikan bagaimana musuh memerintah,
mengontrol, bermanuver, dan berkomunikasi di
medan pertempuran informasi.

* Berorientasi pada seluruh sistem penyebaran
disinformasi. Disinformasi, seperti halnya sistem
persenjataan lainnya, memiliki rantai pasokan
yang dapat diidentifikasi. Meskipun hampir tidak
mungkin untuk menyerang domain di RRT,
disinformasi PK'T sangat mengandalkan saluran
media regional dan lokal.

®  Memutuskan langkah tindakan proaktif yang tepat
dari perspektif di seluruh kalangan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa pemerintah saja
sering kali tidak cukup untuk memerangi dampak
konten yang bersifat memfitnah karena banyak
ancaman yang ada dalam jaringan komersial atau
sipil. Bekerja sama dengan industri dan masyarakat
sipil merupakan keputusan yang penting untuk
dipertimbangkan.

®  Mengambil tindakan berdasarkan solusi terbaik
yang tersedia untuk mengaktualisasikan tindakan
yang paling tepat. Contoh yang baik dari langkah
ini adalah Proyek Akuntabilitas Digital Taiwan
untuk mempromosikan pengecekan fakta dan
mengekspos saluran media yang disusupi.

Kedua, pemimpin industri dan pemerintah harus

memperkirakan operasi informasi asing dan ekstremis
menjadi lebih intens dan merajalela selama krisis apa

pun melanda. COVID-19 merupakan contoh bagaimana
rezim otoriter mengeksploitasi disinformasi untuk
memperburuk krisis di negara-negara demokrasi. Dengan
kata lain, sangat penting bahwa sektor swasta dan publik
mengembangkan sistem permanen untuk menjaga aset
dan konstituen mereka dari operasi informasi yang bersifat
merugikan terutama selama munculnya krisis. Upaya
tersebut juga harus mencakup penyampaian pesan proaktif
untuk menginokulasi audiens mereka masing-masing dari
operasi informasi disruptif dan dimotivasi secara eksternal.

Ketiga, pemimpin industri dan pemerintah harus
lebih mendukung dan mempromosikan kemitraan publik
dan swasta (public and private partnership - PPP) untuk
mempercepat integrasi solusi teknologi yang matang.
Misalnya, pemerintah A.S. harus membantu sekutu dan
negara mitranya untuk mereplikasi dan mengoordinasikan
program kemitraan inovasi, seperti Unit Inovasi
Pertahanan dan Jaringan Inovasi Keamanan Nasional
di bawah Dewan Inovasi Pertahanan Departemen
Pertahanan A.S. Intinya, negara-negara demokratis
akan mampu berkolaborasi untuk menyesuaikan dan
mendistribusikan cara bersaing melawan perang informasi
PKT sebagai aliansi masyarakat terbuka.

Pendekatan di seluruh kalangan masyarakat bukanlah
pilihan melainkan prasyarat untuk bersaing secara
efektif melawan PK'T dalam lingkungan informasi.
Pendekatan ini akan melibatkan kerangka kerja PPP
yang lebih gigih ketika setiap lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab atas tata negara informasi memiliki
dewan penasihat yang terdiri dari wadah pemikir,
akademisi, dan pemangku kepentingan sektor swasta.
Dewan pakar ini akan bersidang secara teratur untuk
membahas tantangan strategis terhadap masyarakat dan
ekonomi terbuka serta mencari solusi tanpa terhalang
oleh bias konfirmasi atau birokrasi. O
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Kebangkitan ekonomi Tiongkok tidak lagi terlihat
seperti cerita yang ramah tentang pembangunan

yang lebih mementingkan urusan dalam negeri dan
koeksistensi internasional. Di bawah kepemimpinan
Sekretaris Jenderal Xi Jinping khususnya, metode khas
Partai Komunis Tiongkok (PK'T) dalam mengontrol
ekonomi dan politik internal telah menjadi lebih

ancaman keamanan ekonomi baru yang besar bagi
negara-negara lain — khususnya di kawasan Indo-
Pasifik — yang sering kali memperparah ancaman
keamanan militer yang semakin memburuk.
Bagaimana respons terbaik yang dapat diberikan
oleh negara-negara yang terancam? Untuk menjawab
pertanyaan kompleks ini, ada baiknya mengategorikan

terpusat dan represif. Kebijakan luar negerinya secara

terang-terangan menunjukkan sikap yang lebih agresif.

Perubahan kebijakan ini terjadi ketika perekonomian
Tiongkok bergerak menuju spesialisasi yang lebih
at modal. Kebijakan ini menghadirkan serangkaian

berbagai ancaman dan kemampuan respons. Negara-
negara kuat yang menghadapi ancaman ekonomi dan
militer dari PK'T besar kemungkinan akan membentuk
koalisi terkuat yang memajukan respons yang paling
efektif. Negara-negara ini, pada gilirannya, besar




kemungkinan menarik kerja sama dari kelompok negara
penting kedua, yang menghadapi ancaman terutama di
bidang ekonomi. Ini diilustrasikan dengan memeriksa
tiga ancaman terhadap infrastruktur dan keamanan rantai
pasokan — di bidang telekomunikasi, mineral tanah
jarang, dan semikonduktor — dan contoh koordinasi
kebijakan antarnegara — Prakarsa Ketahanan Rantai
Pasokan (Supply Chain Resilience Initiative - SCRI) dari
Australia, India, dan Jepang.

"Teori dan bukti ini mendukung kesimpulan bahwa
ancaman Tiongkok memunculkan kelompok negara-
negara inti alternatif. Kelompok negara-negara inti ini
memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencegah
Tiongkok menggunakan pengaruh ekonomi guna
memaksa negara-negara yang tidak bersedia mengalami
ketergantungan ekonomi yang juga dapat mengancam
otonomi diplomatik dan keamanan militer mereka. Studi
kasus itu juga menyarankan pedoman untuk membangun
respons terbaik terhadap ancaman Tiongkok. Respons ini
termasuk memulai dari dalam negeri dengan kebijakan
di tingkat negara; bekerja sama seerat mungkin dengan
negara-negara inti alternatif yang berpandangan
serupa; melengkapi kebijakan dasar ini dengan upaya
untuk memajukan dan memopulerkan norma-norma
internasional yang sesuai; dan menghindari kesalahan
kebijakan dengan berfokus pada ancaman tertentu serta
bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk menghadapi
ancaman itu secara langsung dan efisien.

Ancaman Ekonomi Tiongkok: Sasaran dan Strategi
Selama periode kepemimpinan Xi Jinping, ambisi
ekonomi Tiongkok telah berubah secara kualitatif.
Tiongkok tidak lagi berusaha untuk berintegrasi ke
dalam perekonomian internasional hanya sebagai bagian
dari kampanye “reformasi dan keterbukaan” untuk
memodernisasi perekonomiannya. Modernisasi ini
kini telah mencapai fase transisi, ketika Tiongkok telah
menguasai produksi padat karya dan bergerak ke sektor
yang lebih padat modal yang bersaing langsung dengan
perekonomian maju di dunia. Xi Jinping bertujuan untuk
membawa Tiongkok ke posisi dominan di semua industri
teknologi tinggi utama, daripada hanya membiarkan
kekuatan pasar mengarahkan Tiongkok ke dalam salah
satu di antara banyak jenis pembagian tenaga kerja yang
sekarang berlaku di kalangan negara-negara maju.
Bagaimana sasaran ini dapat dicapai? Secara formal,
seperti rencana Buatan Tiongkok 2025 dan iterasinya,
instrumen utamanya adalah subsidi negara dan, di
sektor-sektor strategis tertentu seperti telekomunikasi,
pasar dalam negeri yang terjamin. Secara informal,
ada instrumen kuat tambahan. Salah satunya adalah
diskriminasi lebih luas terhadap perusahaan milik asing
yang bersaing di pasar dalam negeri, yang dirancang
untuk memaksa transfer teknologi mereka ke mitra lokal
dan kemudian menggunakan diskriminasi peraturan dan
subsidi untuk menggantikan mereka sepenuhnya dengan
produsen dalam negeri. Secara bersamaan, kampanye

pencurian siber yang disponsori negara dan belum
pernah terjadi sebelumnya digunakan untuk mencuri
teknologi asing secara langsung. Produsen domestik
Tiongkok pada akhirnya mengalihkan fokus ke pasar
ekspor, sekali lagi didukung oleh subsidi langsung dan
pasar dalam negeri yang terlindungi. Negara-negara yang
secara terbuka mengkritik upaya ini atau mengambil
tindakan penanggulangan terancam mengalami
percepatan penargetan pasar mereka yang tersisa di
Tiongkok dan pengurangan kunjungan turis dan pelajar
Tiongkok. Perlakuan yang sama diberikan kepada
negara-negara yang tidak setuju dengan kebijakan luar
negeri dan dalam negeri Tiongkok lainnya.

Saat konsolidasi industri teknologi tinggi di Tiongkok
berlangsung, perekonomian negara lain akan menjadi
lebih bergantung dan rentan. Perekonomian mereka akan
berada pada posisi bawahan yang dapat digantikan dalam
rantai pasokan, dengan Tiongkok memiliki pengaruh
asimetris. Bagi negara-negara yang terlibat dalam
sengketa wilayah dengan Beijing, bahkan ada prospek
yang lebih gelap. Ancaman semacam itu bersifat kredibel
mengingat besarnya pengaruh Tiongkok; dan karena
Tiongkok biasanya dapat mengotak-ngotakkan konflik
semacam itu menjadi kerentanan utama negara-negara
yang ditargetkan karena negara-negara ini dan negara-
negara lain biasanya tidak bersedia menanggapi dengan
cara yang sama atau mengeskalasikannya.

Jenis Ancaman Tiongkok
dan Kemampuan Respons Target
Meskipun ancaman ekonomi Tiongkok memiliki logika
yang seragam, berbagai negara menghadapi ancaman
yang berbeda dan memiliki kemampuan respons yang
berbeda (Tabel 1). Negara-negara yang menghadapi
ancaman militer dan ekonomi dari Tiongkok
memiliki motivasi paling kuat untuk merespons secara
komprehensif. Misalnya, negara-negara anggota Dialog
Keamanan Kuadrilateral (Quad) — Australia, India,
Jepang, dan Amerika Serikat — masuk dalam kategori
ini. Untuk negara-negara yang hanya atau terutama
terancam secara ekonomi, ancaman itu bervariasi sesuai
dengan tingkat pembangunannya. Negara-negara maju
menghadapi ancaman terhadap spesialisasi mereka yang
ada saat ini dalam barang dan jasa yang lebih padat
modal, sementara itu negara-negara berpenghasilan
menengah menghadapi ancaman terhadap kemampuan
mereka untuk terus meningkatkan rantai nilai ke dalam
spesialisasi yang lebih padat modal. Negara-negara
berpenghasilan lebih rendah paling tidak terancam
karena perpindahan ke atas ke dalam spesialisasi padat
modal merupakan prospek jangka lebih panjang. Negara-
negara berpenghasilan lebih rendah seperti itu terutama
dihadapkan dengan pengecualian dari pasar domestik
Tiongkok yang menguntungkan jika mereka tidak
mengikuti petunjuk Beijing atau setidaknya tetap netral
dalam masalah kebijakan luar negeri.

Berbagai negara juga memiliki kemampuan
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TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK
DAN KEMAMPUAN
RESPONS TARGET
. Quad (Australia, India, Jepang, Kanada, Uni Eropa, Indonesia, o :
Ll D LTE Amerika Serikat), Taiwan, Vietnam Korea Selatan, Inggris IR, BRI, CElD e
Kuranz|Kuat Filipina; negara kepulauan Pasifik Malaysia, Selandia Baru, Sebagian besar negara berkembang
yang lebih kecil Singapura, Thailand berpenghasilan lebih rendah

CATATAN: Negara yang lebih kuat memiliki kkmampuan komprehensif yang lebih besar, yang melibatkan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan

kemampuan negara. Ancaman bersifat signifikan baik secara militer maupun ekonomi, hanya secara ekonomi, atau tidak keduanya.

Tabel 1

“Saat konsolidasi industri
teknologi tinggi di Tiongkok
berlangsung, perekonomian
negara lain akan menjadi lebih
bergantung dan rentan.”

respons yang berbeda, dan upaya untuk menyusun
respons bersama untuk melawan ancaman Tiongkok
harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Mencoba
memaksakan respons yang terlalu seragam akan
menghasilkan kebijakan dengan karakteristik bersama
yang ala kadarnya, dan bahkan implementasinya kecil
kemungkinannya untuk dapat diandalkan. Dengan
mengevaluasi respons yang telah diambil untuk
menghadapi ancaman spesifik terhadap negara tertentu,
jenis kebijakan kumulatif dan fleksibel yang besar
kemungkinan paling efektif akan menjadi jelas.

Respons Ancaman Terbentuk:

Rantai Pasokan dan Infrastruktur Kritis

Respons terhadap ancaman ekonomi Tiongkok menjadi
paling luas jangkauannya ketika pemasok Tiongkok telah
mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan atau
mengganggu rantai pasokan dan infrastruktur penting.
Contoh infrastruktur kritis yang paling menonjol adalah
peralatan jaringan telekomunikasi, ketika perusahaan-
perusahaan Tiongkok yang dipimpin oleh Huawei

telah membangun posisi pasar global yang dominan
berdasarkan produk-produk tercanggih yang dijual
dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga
pesaing — terutama perusahaan-perusahaan Eropa,
Ericsson dan Nokia, serta perusahaan Korea Selatan,
Samsung. Dominasi Huawei sebagian besar dibangun
dengan berlandaskan pada pencurian teknologi, subsidi,
dan posisi istimewa dalam pasar dalam negeri. Tetapi
Huawei akan menimbulkan ancaman serius bahkan

jika posisinya dimenangkan secara adil. Akses ke
jaringan asing akan memungkinkan rezim PK'T untuk
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menyuntikkan perangkat lunak berbahaya dan memata-
matai komunikasi, dan untuk mengatur gangguan atau
pemadaman layanan berskala besar dan berpotensi
berkepanjangan dalam infrastruktur dan layanan yang
bergantung pada jaringan.

Ancaman semacam itu menjadi topik pembahasan
utama ketika Huawei tampaknya akan menjadi
pemasok utama jaringan 5G baru. Responsnya ternyata
sangat efektif. Konsensus bipartisan di Kongres A.S.
menyebabkan pelarangan dini terhadap peralatan
produksi Huawei, ZTE, dan pemasok Tiongkok lainnya
di jaringan A.S. Pemerintah A.S. di bawah Presiden saat
itu Donald Trump menjelaskan risikonya secara terbuka,
menambahkan bahwa kerja sama intelijen dengan
sekutu akan dirongrong oleh peralatan Huawei. Selain
mengadvokasi larangan langsung, pemerintahan Donald
Trump mendukung prakarsa Jaringan Bersih (Clean
Network), yang, tanpa secara eksplisit menyebutkan
nama Tiongkok, berupaya melakukan koordinasi dengan
pemerintah, organisasi, dan bisnis untuk memelihara
jaringan yang dapat diandalkan dan aman — dan bisnis
terkait, seperti aplikasi, layanan cloud, dan komputer serta
perangkat keras lainnya. Prakarsa itu didasarkan pada
upaya serupa yang saling melengkapi, seperti 5G Clean
"Toolbox Uni Eropa.

Pemerintah berbagai negara, yang takut akan
pembalasan ekonomi PKT, sering kali secara terbuka
menentang larangan formal terhadap peralatan 5G
Tiongkok. Namun banyak negara yang sudah memendam
keraguan, dan debat yang dihasilkannya meningkatkan
kesadaran populer tentang risiko itu. Hasilnya adalah
beragam larangan formal dan informal terhadap Huawei
dan peralatan buatan Tiongkok lainnya. Prakarsa
Clean Network sekarang didukung oleh lebih dari 60
negara, termasuk hampir semua anggota NATO, UE,
dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan
Ekonomi, bersama-sama menyumbang lebih dari dua
pertiga produk domestik bruto global, dan oleh ratusan
perusahaan swasta penting lainnya yang menyediakan
layanan telekomunikasi serta perangkat lunak dan
perangkat keras terkait.




Layanan 5G Huawei ditampilkan di pameran Beijing. THe AssocIATED PReSS

Pola respons nasional itu secara luas konsisten dengan
pola beragam ancaman militer dan ekonomi. Semua negara
yang menghadapi ancaman militer signifikan dari Tiongkok
menerapkan larangan formal atau informal, seperti halnya
sebagian besar negara yang menghadapi ancaman ekonomi
signifikan. Jauh lebih sedikit negara yang melakukannya ketika
tidak ada jenis ancaman yang menonjol. Meskipun demikian,
kemajuan signifikan dimungkinkan bahkan dalam kategori
sedikit atau tanpa ancaman. Di sini, pemerintahan Presiden
"Trump juga memfasilitasi keputusan negara-negara yang
memiliki kecenderungan mendukung langkah A.S. dengan
mendirikan International Development Finance Corp. (DFC)
dan memperluas wewenang Bank Ekspor-Impor A.S. untuk
mengimbangi pembiayaan bersubsidi Tiongkok dan dengan
demikian membuat penawaran dari pemasok alternatif menjadi
lebih kompetitif. Pembiayaan DFC memfasilitasi pilihan
Etiopia baru-baru ini untuk menggunakan konsorsium “bersih”
yang dipimpin Eropa untuk membangun jaringan 5G-nya.

Mineral tanah jarang diperlukan untuk proses industri
di berbagai sektor penting seperti elektronik, energi
terbarukan, dan alutsista militer. Mulai tahun 1990-an,
Tiongkok mengambil posisi dominan dalam produksi dan
pemrosesan mineral tanah jarang. Pada tahun 2010, Tiongkok
mengintensifkan pembatasan ekspor, baik untuk menghukum
Jepang atas sengketa pulau di Laut Cina Timur maupun
untuk memberikan keuntungan biaya kepada pengguna
domestik. Ekspor Tiongkok meningkat lagi dari tahun 2015,
tetapi episode tersebut menunjukkan bahaya ketergantungan
ekonomi pada Tiongkok.

Jepang, mengingat pentingnya mineral tanah jarang
bagi industrinya, bereaksi dengan cepat. Pemerintah Jepang
berinvestasi di tambang tanah jarang di luar Tiongkok,
mengurangi ketergantungannya pada pasokan Tiongkok dari
di atas 90% pada tahun 2010 menjadi di bawah 60% pada
tahun 2020. A.S. mengikuti langkah Jepang melalui kerja
sama dengan Australia. Subsidi pemerintah A.S. yang relatif
kecil cukup untuk mendorong tidak hanya penambangan
tanah jarang di A.S. tetapi juga pemrosesan tanah jarang yang

Tiga Prinsip untuk Mengoptimalkan
Respons Ancaman Sekutu dan Mitra

Prinsip 1: Membangun dan menjaga kekuatan negara sendiri
merupakan satu-satunya fondasi keamanan yang realistis dan
dapat diandalkan.

Setiap negara yang terancam oleh Tiongkok harus merespons
dengan strateginya sendiri, yang disesuaikan dengan ancaman
dan kemampuannya sendiri. Negara-negara yang lebih terancam
oleh Tiongkok akan merasa perlu untuk mengambil tindakan
penanggulangan yang memiliki jangkauan luas. Negara-negara
dengan sarana terbatas akan mencoba menghindari menjadi fokus
kemarahan dan sanksi Partai Komunis Tiongkok dengan berbicara
secara lembut dan bertindak lebih informal. Meskipun demikian,
negara-negara seperti itu tidak sama dengan negara-negara netral
yang sebagian besar tidak terancam dan bersikap acuh tak acuh.
Negara-negara ini harus dibantu oleh sekutu dan mitra dengan
cara bicara lembut dan informal yang sama.

Prinsip 2: Bekerja bersama-sama secara fleksibel untuk
memaksimalkan keamanan di dalam atau bersama dengan
kelompok negara inti alternatif.

Negara-negara yang paling terancam dan mampu, bertindak
bersama-sama secara fleksibel dalam mengupayakan tercapainya
sasaran keamanan militer dan ekonomi bersama, membentuk inti
alternatif alami dalam perekonomian dunia dengan kemampuan
untuk melindungi keamanan dan kemandirian bersama mereka
dengan lebih baik, sembari menawarkan manfaat serupa kepada
negara yang kurang terancam. Karena situasi yang bervariasi di
negara-negara ini, dan masalah keamanan yang berubah dengan
cepat yang diangkat oleh berbagai sektor dan rantai pasokan,
pendekatan yang berbeda terhadap keamanan ekonomi dan
militer akan diperlukan. Tambal sulam semacam itu rumit dan sulit
dikelola tetapi diperlukan.

Prinsip 3: Mengalibrasi tanggapan terhadap ancaman, sembari
menjaga prinsip-prinsip keamanan nasional dan pembangunan
ekonomi yang tangguh.

Infrastruktur dan rantai pasokan paling kritis yang harus diamankan
di inti alternatif secara alami akan cenderung mencerminkan
infrastruktur yang paling dipertahankan dengan keras oleh rezim
PKT untuk dikendalikan oleh dirinya sendiri. Rezim PKT, dengan
perilaku intrusinya yang semakin berani, mendorong proses reaksi
defensif. Cara penggunaan ganda, dengan langkah-langkah yang
diambil oleh perusahaan Tiongkok untuk melindungi kontrol politik
internal dan keamanan nasional PKT digunakan secara mulus di
luar negeri untuk mengontrol dan mengancam negara lain, hampir
mengharuskan dilakukannya pengecualian atau pembatasan
kehadiran perusahaan semacam itu di negara mana pun yang
merasa terancam.

Negara-negara yang terancam harus berfokus pada kerja sama
yang efektif untuk meminimalkan ancaman Tiongkok semacam
itu, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip tradisional keamanan
nasional dan pembangunan ekonomi yang tangguh. Berbagai
negara harus melindungi infrastruktur dan rantai pasokan kritis,
menggunakan lingkaran dalam pasokan yang lebih aman untuk
penggunaan darurat di masa perang, bersama dengan lingkaran
luar ketika pembagian kerja yang lebih luas dan lebih bebas
berkembang di kalangan mitra yang saling dapat dipercaya.
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berbasis di A.S. oleh perusahaan Australia Lynas dan
perusahaan lain.

A.S. juga menandatangani perjanjian pembelian
untuk mendorong penambangan tanah jarang di
berbagai sumber tepercaya seperti Australia dan
Kanada. Pertimbangan teknis dan permintaan pasar
harus menentukan skala keamanan minimum fasilitas
penambangan dan pemrosesan tersebut, sehingga
produksi dan persediaan cukup untuk menjaga dari
potensi gangguan dari Tiongkok dalam kondisi masa
damai dan skenario konflik yang kemungkinan terjadi.
Kemampuan semacam itu juga memberikan tingkat

keamanan yang serupa kepada sekutu dan mitra yang
rentan, yang mungkin hanya memiliki sedikit alternatif
untuk pasokan Tiongkok. Awal serupa dalam membangun
kapasitas lokal yang dapat diandalkan untuk penambangan
dan pemrosesan mineral tanah jarang, yang sedang
berlangsung di beberapa negara Asia Tenggara, juga
mendapat dukungan dari Australia, Jepang, A.S., dan
negara-negara terkait lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, semikonduktor telah
menghadirkan masalah keamanan rantai pasokan yang
jauh lebih penting. Semikonduktor melakukan fungsi
kontrol, penghitungan, dan penyimpanan pada inti

Pabrik pengolahan mineral tanah jarang milik Lynas Corp. di
Gebeng, Malaysia, ditampilkan dalam foto saat sedang dibangun
pada tahun 2012. Setelah Tiongkok memberlakukan pembatasan
ekspor, pemerintah Jepang
berinvestasi di tambang

tanah jarang di luar Tiongkok,
mengurangi ketergantungannya
pada pasokan Tiongkok dari

di atas 90% pada tahun 2010
menjadi di bawah 60% pada
tahun 2020. THe ASSOCIATED PRESS

Pertimbangan teknis dan permintaan pasar harus menentukan
skala keamanan minimum fasilitas penambangan dan pemrosesan
tersebut, sehingga produksi dan persediaan cukup untuk menjaga

dari potensi gangguan dari Tiongkok dalam kondisi masa damai
dan skenario konflik yang kemungkinan terjadi.




peralatan elektronik dan hampir semua mesin lainnya.
Karena intensitas modal pabrik fabrikasi semikonduktor
telah menggelembung seiring dengan subsidi negara yang
digunakan untuk menariknya, A.S. dan perusahaan lain
telah berfokus pada desain chip sembari mengalihdayakan
produksi. Dengan demikian, pangsa produksi global
A.S. turun dari 37% pada tahun 1990 menjadi sekitar
12% pada tahun 2021. Produksi semakin bergeser ke
produsen Taiwan, TSMC, dan produsen Korea Selatan,
Samsung dan SK hynix. TSMC telah menjadi produsen
semikonduktor kontrak terbesar di dunia dan dalam
beberapa tahun terakhir, karena lebih banyak manufaktur
elektronik telah pindah ke Tiongkok, telah membangun
lebih banyak pabrik fabrikasi di Tiongkok daratan.
Selama pemerintahan Presiden Trump, ada kemajuan
signifikan dalam “upaya mengembalikan ke dalam
negeri” manufaktur semikonduktor di A.S. Upaya ini
dicapai secara signifikan terutama melalui kerja sama
dengan produsen asing terbesar — TSMC dan Samsung.
TSMC menindaklanjuti upaya ini dengan mendirikan
kompleks pabrik fabrikasi yang sangat besar di Arizona,
sementara itu Samsung sedang membangun fasilitas
serupa di Texas. Bagaimana kemajuan ini dimungkinkan?
Pertama, berbagai tingkat pemerintahan A.S. pada
akhirnya mulai menawarkan subsidi besar yang diberikan
oleh negara-negara lain. Kedua, begitu pemerintah
A.S. memutuskan bahwa basis produksi semikonduktor
domestik yang lebih besar diperlukan untuk keamanan
ekonomi dan militer, baik TSMC maupun Samsung
dengan cepat memahami bahwa kehadiran seperti itu di
A.S. merupakan hal yang bernilai untuk dilakukan. Jika
mereka tidak memanfaatkan peluang itu, pesaing mereka
akan melakukannya sehingga menempatkan mereka pada
risiko kehilangan pangsa pasar di A.S. dan di tempat lain.
Selain itu, dengan mendiversifikasi rantai pasokan dan
membatasi ketergantungan pada produksi di Tiongkok,
perusahaan-perusahaan itu membatasi kemampuan
Tiongkok untuk menyandera pasar non-"Tiongkok
mereka untuk memaksakan ketergantungan yang lebih
besar pada produksi di Tiongkok dan transfer teknologi
ke perusahaan Tiongkok. Basis produksi besar di A.S.
memberi T'SMC pilihan untuk memperluas produksi
di luar jangkauan Tiongkok dan karenanya mengurangi
kemampuan Tiongkok untuk mengancam perusahaan
itu. Pada hakikatnya, TSMC telah memilih untuk tetap
menjadi perusahaan independen dengan mendiversifikasi
basis produksinya secara aman di luar Taiwan dan
Tiongkok, daripada membiarkan dirinya secara perlahan
berubah menjadi entitas yang dikendalikan Tiongkok
melalui kombinasi insentif dan ancaman. Pada tingkat
yang lebih rendah, hal yang sama berlaku untuk Samsung.
Keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan
unggulan ini sama-sama memajukan kepentingan
ekonomi dan keamanan nasional Taiwan dan Korea
Selatan. Khususnya, baik Taiwan, karena meningkatnya
ancaman penyerapan militer dan ekonomi dari Tiongkok,
maupun Korea Selatan, menyusul sanksi ekonomi
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TSMC Taiwan, produsen semikonduktor kontrak terbesar
di dunia, telah membangun pabrik fabrikasinya di
Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. reuters

Tiongkok yang diberlakukan sebagai tanggapan atas
upaya pertahanan rudal Korea Selatan, telah mulai
mendiversifikasi rantai pasokan sebelum memburuknya
hubungan perdagangan A.S.-Tiongkok pada tahun
2019. Bagi A.S., peristiwa ini memiliki kemiripan
dengan perubahan industri otomotif domestiknya pada
tahun 1970-an dan 1980-an. Kekuatan paling baik
dipertahankan atau dibangun kembali bukan dengan
menopang secara artifisial juara pasar dalam negeri yang
diistimewakan, tetapi dengan menarik perusahaan asing
yang paling efisien untuk berproduksi secara lokal dan
dengan demikian memaksa perusahaan domestik untuk
mempertahankan daya saing.

Bekerja Bersama-Sama untuk

Ketahanan Rantai Pasokan

Meskipun respons berbagai negara terhadap ancaman
Tiongkok tentunya mencerminkan kerentanan dan
kemampuan mereka sendiri, respons itu paling efektif
ketika dikoordinasikan secara reguler dan fleksibel dalam
rangka mencapai tujuan jangka panjang bersama. Contoh
penting dari koordinasi semacam itu adalah SCRI yang
diluncurkan pada tahun 2021 oleh Australia, India, dan
Jepang. Prakarsa ini dimaksudkan untuk mempromosikan
keamanan rantai pasokan dengan membagikan praktik
terbaik dan dengan mempromosikan investasi serta
“pencocokan pembeli-penjual.” Koordinasi ini difasilitasi
oleh cara ketika tindakan masing-masing negara untuk
mengatasi kerentanan secara inheren cenderung
melengkapi upaya negara lain.

Ketergantungan terbesar yang sebenarnya tidak
diperlukan Jepang pada Tiongkok adalah dalam
menggunakan pemasok Tiongkok sebagai bagian
penting dari rantai pasokan untuk ekspor kembali ke
Jepang dan pasar luar negeri. Produsen Jepang tidak
mau menyerah di pasar Tiongkok kecuali jika terpaksa
melakukannya. Tetapi mereka juga tidak ingin Tiongkok
mampu menyandera kemampuan mereka untuk memasok
pasar lain; mereka juga tidak tertarik untuk mendirikan
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basis produksi dan teknologi paling mutakhir mereka

di Tiongkok, ketika teknologi itu dapat diambil dengan
sangat mudah dan tanpa izin oleh para pesaing dari
Tiongkok. Bahaya ketergantungan berlebihan pada

basis produksi Tiongkok telah terbukti selama beberapa
waktu. Bahaya ini menjadi fokus yang lebih kuat seiring
dengan embargo mineral tanah jarang yang diberlakukan
Tiongkok pada tahun 2010, sengketa perdagangan
A.S.-Tiongkok, dan gangguan akibat berjangkitnya
COVID-19. Pada tahun 2020, Jepang mulai menyubsidi
transfer produksi perusahaannya dari Tiongkok ke
Jepang atau ke pemasok alternatif dengan biaya tenaga
kerja yang lebih rendah. Bagi perusahaan Jepang, ini
sering kali berarti membangun rantai pasokan yang

lebih aman di luar Tiongkok untuk melayani pasar non-
Tiongkok. Rantai pasokan paralel semacam itu tidak perlu
menggantikan dengan sepenuhnya ekspor dari Tiongkok,
tetapi harus cukup besar untuk menangkal Tiongkok
menyandera pasar non-Tiongkok.

Rantai pasokan India untuk pasar domestik dan
ekspor menjadi sangat bergantung pada pemasok
Tiongkok. “Porsi impor Tiongkok ke India pada tahun
2018 (mempertimbangkan 20 barang teratas yang
dipasok oleh Tiongkok) mencapai 14,5%,” demikian
menurut surat kabar The Hindu. “Dalam berbagai
area seperti bahan farmasi aktif untuk obat-obatan
seperti parasetamol, India sepenuhnya bergantung pada
Tiongkok. Dalam area barang elektronik, Tiongkok
menyumbang 45% impor India.”
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Meskipun terjadi sengketa perbatasan, kenangan
akan serangan Tiongkok ke India pada tahun 1962, dan
dukungan yang sudah lama diberikan Tiongkok kepada
saingan India, Pakistan, merupakan tekanan jangka
panjang yang membebani ketergantungan berlebihan
pada Tiongkok, para pembuat kebijakan India dikejutkan
pada tahun 2020 oleh gangguan rantai pasokan akibat
berjangkitnya COVID-19 dan insiden perbatasan India-
Tiongkok yang menewaskan 20 Prajurit India. Hasilnya
adalah penyelarasan ulang fundamental kebijakan
ekonomi India terhadap Tiongkok. Selain mengecualikan
Huawei dan pemasok telekomunikasi Tiongkok lainnya,
India melarang banyak aplikasi populer Tiongkok untuk
“membersihkan” risiko mata-mata dan gangguan pada
infrastruktur kritisnya. Mengingat karakter tautan
terlemah dari banyak infrastruktur kritis, pembatasan pada
pemasok dan layanan Tiongkok harus memiliki jangkauan
luas agar berjalan dengan efektif. Akan tetapi karena
tingginya ketergantungan awal sebagian besar industri
India pada pemasok Tiongkok, jenis pemutusan hubungan
mendadak yang terjadi dalam infrastruktur kritis tidak
dimungkinkan untuk terjadi dalam rantai pasokan.

Pada tahun 2020, pemerintah India mengumumkan
subsidi yang luas untuk peningkatan penjualan berjenjang
dari produksi dalam negeri di 10 industri utama. Subsidi
tersebut menargetkan produksi di area yang sangat
bergantung pada Tiongkok ketika India juga memiliki
keunggulan komparatif. Investasi semacam itu tidak
hanya melayani pasar domestik tetapi juga menjanjikan



perluasan pasar ekspor. Prospek seperti itu menarik
investasi baik dari perusahaan India maupun multinasional
asing. Ketika India berada pada posisi komparatif yang
kurang menguntungkan, pemasok dapat didiversifikasi
untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi
Australia sebagian besar bertumpu pada penyediaan
permintaan makanan dan bahan baku dari Tiongkok
yang meningkat dengan sangat pesat. Kemudian, di
era COVID-19, Australia mendapatkan pelajaran pahit
tentang bahaya ketergantungan ekonomi yang berlebihan
pada Tiongkok. Dengan menyerukan secara terbuka
untuk dilaksanakannya penyelidikan internasional tentang
asal mula pandemi, pemerintah Australia memicu amarah
Tiongkok. PK'T' memutuskan untuk menjadikan Australia
sebagai contoh bagi seluruh dunia tentang seperti apa
dampaknya jika melakukan pembangkangan publik
semacam itu. Diplomat Tiongkok segera mengancam
dijatuhkannya sanksi ekonomi. Editor tabloid Global
Times yang dikelola pemerintah Tiongkok memberikan
komentar yang lebih kasar: “Australia selalu ada untuk
membuat masalah,” tulisnya. “Australia seperti permen
karet yang menempel di sol sepatu Tiongkok. Terkadang
Anda harus menemukan batu untuk mengenyahkannya.”
Tiongkok melanjutkan ancaman ini dengan mengenakan
tarif dan pembatasan lainnya pada impor jelai, daging sapi,
daging domba, gula, anggur, lobster, kapas, kayu, dan batu
bara Australia.

Namun Tiongkok tidak mampu mengenakan biaya
tinggi pada Australia karena eksportir makanan dan
bahan baku biasanya menemukan pembeli lain. Pada
tahun 2020, pemerintah Australia menanggapinya dengan
rencana untuk menyubsidi manufaktur bagi basis industri
pertahanan dan di area keunggulan komparatif, serta
untuk mengatasi kerentanan rantai pasokan dengan
meningkatkan produksi dalam negeri dan menemukan
pemasok asing yang lebih dapat diandalkan.

Seperti yang tampak dari ketiga contoh ini, terlihat
jelas adanya keuntungan dari upaya koordinasi. Jumlah
penduduk India kira-kira sama dengan jumlah penduduk
Tiongkok, dan India memiliki potensi untuk terus
tumbuh menjadi pesaing ekonomi dan militer yang
memiliki kemampuan setara dengan Tiongkok. Dalam
segi perekonomian yang lebih sempit, India memiliki
keunggulan komparatif dalam barang-barang manufaktur
padat karya dan dalam industri teknologi tinggi yang
padat modal seperti farmasi dan perangkat lunak.

Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai
sektor manufaktur padat modal, dan Australia memiliki
keunggulan komparatif dalam banyak bahan makanan

dan bahan baku penting. Dengan demikian, setiap negara
memiliki insentif untuk menjangkau negara lain guna
mendapatkan pemasok dan pasar ekspor yang lebih dapat
diandalkan. Dengan demikian, setiap negara memiliki
insentif untuk menjangkau negara lain guna mendapatkan
pemasok dan pasar ekspor yang lebih dapat diandalkan.
Komplementaritas perekonomian yang tinggi ini memiliki

prospek yang bahkan lebih dapat diandalkan mengingat
ancaman militer bersama dari Tiongkok; dan ikatan yang
ada telah meningkatkan potensi untuk tumbuh karena
kapasitas yang kuat dari ketiga negara. Ke depannya,
penting bagi A.S. dan sekutu serta mitranya untuk
bergabung dalam upaya ini dengan energi yang lebih
besar. Negara-negara Quad memiliki pasar gabungan
yang jauh lebih besar daripada Tiongkok. Mengingat
minat pelaku regional penting seperti Kanada, Korea
Selatan, Taiwan, dan banyak negara Asia Tenggara dalam
membangun rantai pasokan dan pasar ekspor yang tidak
tunduk pada tekanan atau gangguan dari Tiongkok, pasar
bersama de facto itu memiliki potensi yang jauh lebih
besar. Inggris dan sebagian besar negara Uni Eropa juga
memiliki ketertarikan yang sama.

Pada tahun 2020, pemerintah Australia menanggapi pemberlakuan
tarif oleh Tiongkok untuk berbagai produk ekspor seperti daging
sapi, terlihat di sini di supermarket di Beijing, dengan rencana untuk
menyubsidi manufaktur bagi basis industri pertahanan dan di area
keunggulan komparatif. THe associaTeD PrEss

Pasar gabungan ini menawarkan inti alternatif bagi
perekonomian dunia yang lebih ramah dan menjanjikan
daripada perekonomian yang didominasi oleh Tiongkok.
Dibandingkan dengan Tiongkok, negara-negara inti
alternatif itu pada umumnya mengabaikan pengaruh
pendekatan normatif mereka yang berbeda terhadap
hubungan internasional, yang mencegah mereka dari
secara rutin menggunakan ancaman atau sanksi gaya
Tiongkok terhadap negara-negara lain. Tapi pengekangan
ini memiliki kekuatannya sendiri. Pengekangan ini
membuat pasar gabungan mereka yang lebih besar
menjadi basis yang lebih aman bagi rantai pasokan yang
mengekspor ke pasar dunia, dan menawarkan akses pasar
yang lebih dapat diandalkan dan tidak diskriminatif serta
perlindungan kekayaan intelektual yang lebih aman. O
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alam upaya terburu-buru yang dilakukan Rusia

untuk memamerkan kekuatannya, mendapatkan

akses ke sumber daya alam, dan meningkatkan

relevansi geopolitiknya, Rusia sangat bergantung
pada perusahaan militer swasta (private military
company - PMC). Strategi ini menghasilkan sedikit
jejak di luar negeri dan menawarkan penyangkalan yang
masuk akal bagi Kremlin sembari memperkaya sejumlah
kecil orang.

Presiden Rusia Vladimir Putin lebih menyukai
penggunaan PMC seperti Wagner Group ketika
menjalin kesepakatan pelatihan dan keamanan dengan
negara-negara Afrika sembari memosisikan dirinya
untuk mengakses berbagai lokasi penambangan dan
repositori lainnya yang kaya akan sumber daya alam.

“Mereka bertindak sebagai pengganda kekuatan,
pedagang persenjataan, pelatih personel keamanan
dan militer lokal, dan konsultan politik,” demikian
menurut artikel karya peneliti senior Paul Stronski
yang diterbitkan oleh Carnegie Endowment for
International Peace berjudul, “Implausible Deniability:
Russia’s Private Military Companies (Penyangkalan
yang Tidak Masuk Akal: Perusahaan Militer Swasta
Rusia).” “Meskipun menyandang nama aktor swasta,
mereka memperluas jangkauan geopolitik Kremlin
dan memajukan kepentingannya. Serbaguna, murah,
dan dapat disangkal, mereka merupakan instrumen
sempurna bagi negara adidaya yang sedang menurun
yang ingin menegaskan dirinya sendiri tanpa
mengambil terlalu banyak risiko.”

Partai Komunis Tiongkok (PK'T) mengerahkan
taktik serupa. RRT menggunakan PMC Tiongkok di
Afrika dan di tempat lain untuk melindungi aset PK'T.
Jurnal Eurasia Review menyebut PMC Tiongkok
sebagai “otot Tiongkok” yang sering kali ditemukan
bersama dengan “uang Tiongkok.” Dengan kata lain,
perusahaan keamanan swasta Tiongkok ini cenderung
lebih lazim ditemukan di daerah tempat Republik
Rakyat Tiongkok memperluas skema infrastruktur
Satu Sabuk, Satu Jalannya (One Belt, One Road)
dan di negara tuan rumah tempat perusahaan
Tiongkok sedang membangun proyek melalui praktik
peminjaman predator, demikian menurut para ahli.
“Secara internasional, jejak perusahaan keamanan dan
militer swasta (private military and security company -
PMSC) Tiongkok, meskipun lebih kecil dari beberapa
PMSC lain, mengalami pertumbuhan ukuran dan
kepentingan,” demikian menurut analisis Eurasia
Review pada Juli 2020. (Lihat kolom samping “Otot
Tiongkok” pada halaman 54 untuk membaca lebih
lanjut tentang PMSC Tiongkok.)

Wagner Group, PMC Rusia yang paling menonjol,
muncul dari konflik yang terjadi di Ukraina pada
tahun 2014, dimulai dengan sekitar 250 anggota
dan berkembang jumlahnya menjadi 10 kali lipat,
demikian menurut makalah pada September 2020
yang diterbitkan oleh peneliti Sergey Sukhankin.

Mereka dikirim ke Suriah. Di sana mereka
mendukung pasukan Presiden Bashir Assad dan sejak
itu berhasil masuk ke Afrika.

“Selain di Ukraina, Suriah, dan Libia, Wagner
Group telah muncul di berbagai negara Afrika Sub-
Sahara sebagai ‘aspek bayangan’ dari kerja sama
militer-teknis di antara Rusia dan negara-negara
setempat,” tulis Sergey Sukhankin dalam “Russian
Private Military Contractors in Sub-Saharan Africa:
Strengths, Limitations and Implications (Kontraktor
Militer Swasta Rusia di Afrika Sub-Sahara: Kekuatan,
Keterbatasan, dan Implikasi)” untuk Institut francais
des relations internationales.

"Terlepas dari penyangkalan dan kurangnya kejelasan
dari sumber resmi pemerintah Rusia, para pengamat
umumnya setuju bahwa Wagner Group merupakan
perwakilan boneka pemerintah yang memiliki
koneksi dengan aparat keamanan nasional, kroni kaya
Vladimir Putin, dan presiden itu sendiri. Akan tetapi,
banyak tantangan yang harus dihadapi untuk berhasil
mendokumentasikan koneksi ini.

Pengusaha Yevgeny Prigozhin, kanan, menunjukkan pabrik makan
siang sekolahnya kepada Perdana Menteri Rusia saat itu Vladimir
Putin di luar St. Petersburg pada tahun 2010. are/ceTTY IMAGES

Meski demikian, pasukan Wagner diketahui
beroperasi di sejumlah negara Afrika yaitu Republik
Afrika Tengah, Libia, Madagaskar, Mozambik, dan
Sudan. Kehadiran mereka sering kali bertepatan
dengan kepentingan bisnis salah satu sekutu terdekat
Vladimir Putin, oligarki Yevgeny Prigozhin.

KOKI VLADIMIR PUTIN
"Terlepas dari hubungan dekatnya dengan Vladimir
Putin, Wagner Group tidak didirikan oleh Yevgeny
Prigozhin. Pihak yang berjasa dalam mendirikannya
adalah Dmitry Utkin, seorang veteran perang
Chechnya dan mantan anggota dinas intelijen Rusia
yang dikenal sebagai GRU.

Dmitry Utkin bekerja untuk Moran Security Group
di Suriah, berhenti bekerja di sana pada tahun 2014
untuk mendirikan Wagner, nama itu diambil dari kode
panggilan yang digunakannya sebelumnya, “Vagner.”
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Presiden Rusia Vladimir Putin, kiri, berjabat tangan dengan
Presiden Republik Afrika Tengah Faustin-Archange Touadera
selama pertemuan di sela-sela KTT Rusia-Afrika di Sochi, Rusia,
pada Oktober 2019. reuters

Nama itu diadopsi sebagai tanda penghargaan terhadap
komposer Jerman Richard Wagner, yang karya-
karyanya digunakan tanpa izin oleh Hitler selama
Rezim Partai Nazi di Jerman dari Januari 1933 hingga
Mei 1945.

Meskipun bukan pendiri perusahaan, pengaruh
Yevgeny Prigozhin dikatakan sebagai kunci dalam
cara pasukan grup itu dipekerjakan. Riwayat pribadi
Yevgeny Prigozhin sangat luar biasa: Pengadilan Soviet
memvonisnya atas kasus perampokan dan pelanggaran
lainnya, dan dia menjalani hukuman penjara selama
sembilan tahun. Setelah dibebaskan, dia menjajakan
hot dog dari sebuah kios dan pada akhirnya membuka
restoran di atas perahu yang berlabuh. Setelah
menyajikan makanan untuk Vladimir Putin di sana,
Yevgeny Prigozhin disukai oleh pemimpin Rusia itu
dan segera melayani urusan Kremlin, dikenal sebagai
“koki Vladimir Putin.”

Ketika Rusia bertransisi dari masa lalu Sovietnya
dan memasuki dunia bisnis kapitalis yang baru
diadaptasinya pada tahun 1990-an, Yevgeny Prigozhin
membuka rangkaian toko kelontong pertama di St.
Petersburg, dan tak lama kemudian membuka bisnis
restoran mewah, demikian menurut laporan dari
layanan berita Turki, TRT World.

Yevgeny Prigozhin pada akhirnya ditarik ke
dalam lingkaran dalam Vladimir Putin. Di sana dia
mendapatkan kontrak katering militer dan sekolah
yang sangat besar dan menguntungkan. Tak lama
kemudian, dia mengalihkan bisnisnya ke bidang
konstruksi dan berbagai kepentingan lainnya. Sering kali
kepentingannya dan kepentingan Kremlin menemukan
kesamaan di berbagai tempat yang nun jauh di sana
seperti Suriah, Libia, dan Afrika Sub-Sahara.

“Sederhananya, kehadiran perusahaan itu di
berbagai lokasi perselisihan geopolitik memperjelas
koordinasi di antara ambisi komersial Yevgeny
Prigozhin dan upaya Kremlin untuk meraih
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kepentingan nasionalnya,” tulis Aruuke Uran Kyzy dari
TRT World Research Center.

MEMPERLUAS JANGKAUAN VLADIMIR PUTIN

Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan keamanan
swasta kecil untuk memajukan tujuan geopolitik Rusia
di Afrika dan di tempat lain?

Mungkin aset paling berharga yang ditawarkan
Wagner Group kepada Vladimir Putin adalah
penyangkalan yang masuk akal. Konstitusi Rusia
menetapkan bahwa semua fungsi pertahanan dan
keamanan berada di tangan pemerintah, sehingga
mendirikan PMC merupakan tindakan ilegal. Akan
tetapi, ada celah yang memungkinkan didaftarkannya
perusahaan di luar negeri dan memungkinkan badan
usaha milik negara untuk memiliki pasukan keamanan
swasta. Dalam kasus Wagner, tidak ada bukti bahwa
perusahaan itu terdaftar di mana pun.

Pengerahan Wagner oleh Vladimir Putin di luar
Rusia memberinya dan pemerintahnya pengaruh di
negara-negara lain tanpa adanya publisitas dan tanggung
jawab yang menyertai intervensi militer nasional.

Misalnya: Jika Wagner dikerahkan dalam konflik
di negara Afrika dan menderita kekalahan yang
memalukan, seperti yang terjadi saat memerangi
militan Islam di Mozambik utara, pemerintah Rusia
tidak harus menanggung konsekuensi kecaman publik
terkait dengan gugurnya prajurit militer nasional
selama petualangan naas di negara lain.

Personel Rusia tiba di Mozambik saat kedua negara
menjalin perjanjian yang akan memberi bisnis Rusia
akses ke gas alam cair, yang berlimpah di bagian utara
Mozambik.

Di bagian utara Mozambik juga banyak terjadi
serangan ganas yang dilakukan oleh kelompok
pemberontak dan teroris yang relatif baru, Ansar al-
Sunna, yang telah menyatakan kesetiaannya terhadap
kelompok Negara Islam. Pasukan Wagner yang
memiliki persenjataan lengkap dan dibawa ke sana
untuk membantu militer Mozambik yang kewalahan
dalam menghadapi kelompok pemberontak itu tak
lama kemudian mengalami kekalahan signifikan dan
memalukan karena ketidaktahuan mereka dengan medan
lokal dan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi
secara efektif dengan pasukan pemerintah. Tak lama
kemudian mereka angkat kaki dari Mozambik.

Meskipun keterlibatan di Mozambik berjalan
dengan buruk, personel Wagner cenderung menjadi
serdadu yang terasah kemampuan tempurnya di medan
perang dibandingkan dengan pensiunan atau veteran.
Ini membuat mereka menjadi pasukan tempur siap
pakai yang memungkinkan pemerintah Rusia untuk
berupaya mencapai tujuan kebijakan luar negerinya
tanpa meninggalkan jejak yang dapat diidentifikasi.

Mungkin tidak mengherankan jika kehadiran
Wagner sering kali berakhir sejalan dengan
kepentingan bisnis Yevgeny Prigozhin. Perusahaan
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Kehadiran Militer Rusia di Afrika

Perjanjian kerja sama militer dengan Rusia
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Aktivitas Pertambangan dan Energi Rusia di Afrika
: Eksplorasi/ekstraksi gas
Eksplorasi/ekstraksi minyak

Pertambangan

Perjanjian untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir

el B

energi Evro Polis miliknya menandatangani kontrak
dengan General Petroleum Corp., badan usaha milik
negara Suriah. The Associated Press melaporkan pada
Desember 2017 bahwa kontrak itu menjamin Evro
Polis mendapatkan 25% dari hasil produksi minyak
dan gas di ladang yang dikuasai dan dilindungi oleh
kontraktornya dari kelompok negara Islam.

“Demikian pula, ketika Rusia meningkatkan
keterlibatannya di Afrika, operasi Wagner telah
meluas ke berbagai penjuru benua itu, di berbagai
lokasi tempat Wagner melindungi investasi Yevgeny
Prigozhin,” tulis Alexander Rabin untuk Foreign Policy
Research Institute pada tahun 2019.

Pada tahun 2017 dan 2018, pesawat pribadi
Yevgeny Prigozhin ditemukan berkali-kali terbang ke
berbagai negara di Afrika. Penerbangan itu mencakup
perjalanan ke Angola, Republik Afrika Tengah,
Republik Demokratik Kongo, Guinea, Guinea-Bissau,
Libia, Madagaskar, Mozambik, Sudan, dan Zimbabwe,
demikian menurut laporan Sergey Sukhankin pada
Januari 2020 yang diterbitkan oleh Jamestown
Foundation berjudul, “The ‘Hybrid” Role of Russian
Mercenaries, PMCs and Irregulars in Moscow’s
Scramble for Africa (Peran ‘Hibrida’ Tentara Bayaran
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Rusia, PMC, dan Laskar Rakyat dalam Upaya Moskow
untuk Memperebutkan Afrika).”

Laporan itu mencatat bahwa semua negara ini
memiliki tiga kesamaan:

* Masing-masing negara ini dikenal karena
ketidakstabilan sosial dan politiknya.

® Semua negara ini “sangat diberkahi dengan
sumber daya alam yang penting secara strategis.”

® Masing-masing negara ini dulunya merupakan
bagian dari lingkup pengaruh kekuasaan kolonial
seperti Belgia, Prancis, dan Portugal — negara-
negara kolonial yang dianggap Rusia tidak lagi
mampu menangkis keterlibatannya di negara-
negara Afrika tersebut.

Korupsi dan kesepakatan orang dalam segera
mengikuti lingkup aktivitas serupa dengan hal yang
terjadi di Suriah, demikian menurut Sergey Sukhankin:
Moskow diam-diam membuat kesepakatan bilateral
dengan para pemimpin negara itu serta menawarkan
dukungan militer dan keamanan dengan imbalan
konsesi sumber daya alam.

“Berdasarkan skema ini, sebagian keuntungan
diduga masuk ke anggaran negara Rusia (melalui
perusahaan/korporasi yang terlibat), sedangkan
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OTOTTIONGKOK

Melindungi aset PKT dengan
perusahaan keamanan dan
militer swasta smar Forum

“otot Tiongkok,” perusahaan

keamanan dan militer swasta
(private military and security company
- PMSC) Tiongkok dikendalikan oleh
Partai Komunis Tiongkok (PKT)
dan ditugaskan untuk melindungi
berbagai aset yang mencakup proyek
infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan
(One Belt, One Road - OBOR) dan warga
Tiongkok yang membangunnya.

Sejak Sekretaris Jenderal PKT Xi
Jinping mengumumkan prakarsa OBOR
pada tahun 2013, OBOR telah meluas
ke lebih dari 80 negara di Asia Tengah,
Selatan, dan Tenggara, Timur Tengah,
dan Tanduk Afrika, demikian menurut
jurnal Eurasia Review. Saat jejak
global Tiongkok meluas melalui upaya
geoekonomi dan geostrategis, demikian
juga ketergantungannya pada PMSC.

Selain itu, peningkatan kejahatan
terhadap warga negara Tiongkok di
luar negeri, termasuk penculikan,
pembunuhan, dan pembajakan, telah
menimbulkan kekhawatiran bagi Beijing
selama dekade terakhir ini, demikian
menurut situs web Modern Diplomacy.
Penggunaan sumber daya militer akan
tampak berlebihan dalam banyak
kasus, terutama karena Tiongkok telah
menghadapi kritik atas ekspansionisme
yang agresif, demikian yang dilaporkan
Modern Diplomacy. Oleh karena itu,
pemerintah Tiongkok telah memilih
alternatif yang lebih lunak dengan
mengontrak keamanan swasta melalui
perusahaan-perusahaan yang berbasis
di Tiongkok.

“Meskipun Beijing ingin
mengandalkan pasukan setempat
untuk menyediakan pengamanan,
otoritas pemerintah tuan rumah
mungkin tidak dapat atau tidak
bersedia memberikan perlindungan
yang memadai terhadap pekerja dan
bisnis Tiongkok,” demikian menurut
Eurasia Review.

Peraturan Administrasi Layanan
Penjagaan dan Keamanan tahun
2009 mengesahkan penggunaan
perusahaan keamanan swasta (private
security companies - PSC) di Tiongkok.
Pada tahun 2013, jumlah perusahaan
keamanan swasta yang beroperasi di

Disebut oleh beberapa analis sebagai
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dalam negeri telah meningkat menjadi
4.000 perusahaan, mempekerjakan
lebih dari 4,3 juta personel keamanan;
pada tahun 2017, angka itu meningkat
menjadi 5.000 perusahaan, demikian
menurut Meia Nouwens, peneliti
senior di bidang kebijakan pertahanan
dan modernisasi militer Tiongkok

di International Institute for

Strategic Studies.

“Karena adanya kondisi khusus
yang melatarbelakangi kemunculan
dan pengoperasian PSC di Tiongkok,
layanan yang dapat mereka berikan
masih sangat berbeda dari layanan
yang ditawarkan oleh rekan-rekan
internasional mereka,” tulis Meia
Nouwens dalam analisis pada
tahun 2019 tentang perusahaan
keamanan swasta Tiongkok dan
OBOR. “Karyawan mereka masih relatif
muda, kurang berpengalaman dalam
skenario pertempuran, dan biasanya
tidak membawa atau menggunakan
persenjataan saat beroperasi di luar
negeri, meskipun PSC diawaki oleh
veteran Tentara Pembebasan Rakyat.”

Penggunaan PSC Tiongkok untuk
mengamankan investasi Tiongkok di
luar negeri mendukung niat Xi Jinping
untuk menjaga agar uang Tiongkok
terus beredar dalam perekonomian
Tiongkok, demikian menurut majalah
berita online The Diplomat. Keuntungan
lain bagi Tiongkok adalah bahwa
warganya lebih cenderung melindungi
rahasia negara dan menjaga
kerahasiaan bisnis, demikian yang
dilaporkan The Diplomat.

Jejak PMSC Tiongkok masih
relatif kecil di luar negeri, dan
hukum Tiongkok melarang mereka
menggunakan persenjataan di luar
Tiongkok, demikian tulis Alessandro
Arduino, penulis buku “China’s Private
Army: Protecting the New Silk Road
(Tentara Swasta Tiongkok: Melindungi
Jalur Sutra Baru),” untuk The Diplomat.
Namun, masih muncul pertanyaan
tentang operasi mereka.

“Oleh karena itu, ada dua
pertanyaan penting: kapan jumlah
personel Tiongkok di negara asing
menjadi terlalu banyak? Dan akankah
hukum Tiongkok tentang senjata api
diubah untuk memungkinkan PSC
memproyeksikan kekuatan yang lebih
tegas?” tulis Alessandro Arduino.

Pertanyaan lain yang belum dijawab,
demikian menurut Alessandro Arduino,
termasuk apakah PSC Tiongkok akan
mematuhi perintah dari pemerintah
dan apakah Beijing akan menyusun
pedoman perilaku yang jelas dan aturan
keterlibatan yang terkait.

Pada tabun 2018,
tiga jurnalis
Rusia dibunub
saat menyelidiki
masuknya pasukan
Wagner Group ke
Republik Afrika
lengab dari negara
tetangganya, Sudan,
tempat Wagner
melatib pasukan
keamanan lokal.

sisanya didistribusikan ke
individu-individu swasta, pada
kenyataannya, mungkin terkait
erat dengan pemerintah,” tulis
Sergey Sukhankin.

Setelah desas-desus
pada akhir tahun 2017 yang
menyatakan bahwa tentara
bayaran Rusia telah dikirim
ke Republik Afrika Tengah
dan Sudan, dua perusahaan
yang terhubung dengan
Yevgeny Prigozhin —

Lobaye Invest dan M-Invest
— memenangkan lisensi
untuk mengekstraksi emas,
berlian, uranium, dan banyak
lagi, demikian tulis Sergey
Sukhankin. Berbagai laporan
juga menyatakan bahwa
personel Wagner menyediakan
pasukan pengawal pribadi
bagi Presiden Republik Afrika
"Tengah Faustin-Archange
"Touadera dan menjaga
tambang emas.

Pada tahun 2018, tiga
jurnalis Rusia dibunuh saat
menyelidiki masuknya pasukan
Wagner Group ke Republik
Afrika Tengah dari negara
tetangganya, Sudan, tempat
Wagner melatih pasukan
keamanan lokal. Pada tahun



2019, pembicaraan telah beralih ke potensi dibukanya
pangkalan Rusia di Republik Afrika Tengah.

Di permukaan, Republik Afrika Tengah tampaknya
kecil kemungkinan menjadi target bagi kehadiran dan
pengaruh Rusia. Akan tetapi, ketidakstabilan yang sudah
lama terjadi di negara itu — dan berlimpahnya endapan
berlian, emas, uranium, dan minyak — membuatnya
menjadi pusat pengaruh yang diinginkan oleh Rusia.
Vladimir Putin dengan cekatan mengeksploitasi situasi
di sana dengan mengandalkan model era Perang Dingin
Soviet yang mengandalkan “kerja sama militer-teknis,”
demikian menurut analisis yang diterbitkan oleh
Jamestown Foundation. Republik Afrika Tengah dan
Rusia menandatangani perjanjian pada Agustus 2018
dan Kremlin sejak itu memperluas jejaknya di negara itu
dengan menggunakan dua metode.

Pertama, perjanjian konsultasi/pelatihan militer
dimulai pada Maret 2018 dengan kedatangan
penasihat yang terdiri dari lima personel militer dan
170 “instruktur sipil,” demikian menurut Jamestown
Foundation. Pernyataan perjanjian itu bertentangan
dengan fakta di lapangan dan instruktur ini sebenarnya
merupakan pasukan Wagner.

Kedua, Rusia telah memberikan peralatan militer
dan teknis kepada pemerintah Republik Afrika Tengah
yang mencakup persenjataan, amunisi, dan kendaraan
militer. Sebagian besar bantuan ini merupakan
peralatan murahan, karena sebagian besar sudah
ketinggalan zaman. Selain itu, sasaran Rusia lebih
condong ke arah manfaat ekonomi daripada ideologi,
demikian menurut Jamestown.

"Terlepas dari dugaan diberikannya bantuan ini, ada
bukti bahwa Rusia mungkin menggunakan Wagner
untuk mengadu domba kedua belah pihak yang
berkonflik demi memperoleh keuntungan pribadi di
Republik Afrika Tengah.

Misalnya, Geopolitical Monitor mencatat pada
Agustus 2020 bahwa lebih dari 80% wilayah negara itu

masih berada di bawah kendali kelompok pemberontak.

“Wagner, selain memberikan pelatihan militer, diduga
berkolaborasi dengan para pemberontak ini untuk
mengeksploitasi penduduk setempat,” tulis Daniel
Sixto. “Pasukan Wagner dilaporkan berkoordinasi
dengan pasukan pemberontak untuk mengizinkan
perusahaan pertambangan Rusia mengakses tambang
berlian di wilayah pemberontak sehingga merongrong
tujuan mereka yang lebih luas di kawasan itu.”

Di Libia, Rusia telah menggunakan Wagner
untuk melakukan campur tangan dalam konflik di
sana dengan berpihak pada Jenderal Khalifa Haftar
yang bertempur melawan Pemerintah Kesepakatan
Nasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,
yang mendahului pemerintahan sementara di bawah
pimpinan Abdul Hamid Dbeibah, yang dikenal sebagai
Pemerintah Persatuan Nasional. Libia juga kaya
akan cadangan minyak, dan pantai Mediteranianya
membuatnya menjadi lingkup pengaruh potensial yang

A

Orang-orang berkabung di pemakaman Moskow untuk salah satu
dari tiga jurnalis Rusia yang terbunuh saat menyelidiki Wagner
Group di Republik Afrika Tengah. reuters

sangat strategis.

Komando A.S. di Afrika menuduh pasukan Wagner
menanam ranjau dan alat peledak lainnya di Libia,
terkadang menyembunyikannya dalam mainan,
demikian menurut Business Insider.

Wagner dan Yevgeny Prigozhin juga memperluas
pengaruhnya ke ranah online. Berbagai laporan
menunjukkan bahwa Wagner berada di balik kampanye
pengaruh online di Libia yang menargetkan warga dan
mendukung Haftar dan Saif al-Islam Gadhafi, putra
mendiang diktator Libia. Demikian pula, kelompok
itu diketahui telah mencoba memengaruhi pemilihan
umum pada tahun 2018 di Madagaskar.

Wagner tidak hanya memberikan keuntungan bagi
Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, atau pemerintah
Rusia. Mereka yang bekerja di luar negeri untuk
Wagner juga mendapatkan manfaat, terutama secara
finansial. Menurut TRT World, personel Wagner dapat
memperoleh penghasilan senilai 1 juta rubel selama tiga
bulan — setara dengan hingga 229,2 juta rupiah (16.000
dolar A.S.). Angka itu bisa mencapai 10 kali lipat dari apa
yang mereka peroleh sebagai prajurit Rusia. Komandan
Wagner bisa memperoleh hingga tiga kali lebih banyak.
Anggota keluarga yang masih hidup dari serdadu yang
tewas saat menjalankan tugas dapat memperoleh sekitar
802 juta rupiah (56.000 dolar A.S.).

“Wagner dikerahkan oleh Rusia sebagai
perpanjangan dari ambisi luar negeri dan militernya,
dan rezim otoriter kebetulan menjadi kliennya,”
ungkap Ahmed Hassan, CEO konsultan intelijen
Grey Dynamics, kepada Business Insider. “Tentu saja,
rezim semacam itu sering kali mencoba menyelesaikan
kerusuhan sipil dengan menggunakan kekerasan, dan
Wagner merupakan alat bantu yang digunakan oleh
rezim itu.” O

Versi artikel ini muncul di Volume 14, Edisi 3, Africa Defense Forum, publikasi Komando
A.S. di Afrika.
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Memerangi

Perdagangan

Manusia
di Teluk
Benggala

Negara-negara BIMSTEC Berkomitmen
untuk Melawan Eksploitasi Perempuan
dan Anak-Anak

KISAH DARI ANASUA BASU RAY CHAUDHURY/OBSERVER RESEARCH FOUNDATION
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

eningkatnya perdagangan manusia —
khususnya terhadap perempuan dan anak-
anak — merupakan keprihatinan mendesak
bagi negara-negara Prakarsa Teluk Benggala
untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multi-Sektoral
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical
and Economic Cooperation - BIMSTEC). Pihak
berwenang setuju bahwa rute, metode, dan aktivitas
pelaku perdagangan manusia telah menjadi sangat
terorganisasi, dengan sindikat kejahatan yang memiliki
tingkat penyusupan lebih besar baik di dalam maupun di
luar kawasan Teluk Benggala. Sebagian besar korban di
seluruh dunia adalah perempuan — terutama perempuan
dewasa, tetapi juga semakin banyak anak perempuan yang
menjadi korban.

Situasi di kawasan Teluk Benggala tidak berbeda.
Jumlah yang mengkhawatirkan dari perempuan dan anak-
anak yang diperdagangkan untuk kerja paksa atau praktik-
praktik seperti perbudakan (termasuk eksploitasi seksual
komersial) menjadi permasalahan yang sangat penting.
Statistik yang ada bersifat terbatas dan dipertentangkan,
sehingga sulit untuk membuat peta situasi secara
menyeluruh. Negara-negara anggota BIMSTEC
mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal,
Sri Lanka, dan Thailand.

Meskipun demikian, data yang tersedia telah menarik
perhatian BIMSTEC. Analisis ini memberikan ikhtisar
tentang perdagangan perempuan di kawasan Teluk
Benggala, khususnya di sekitar Bangladesh, India,

IPD FORUM

g e

waaR @ gt R o by gw i e
arfres, Pt 5w 6o w1w, g% w0 st v, Frand 1969
wie) wwe, et of <1 e @ R @ R war s
¥ s o R aard Reries 23.6.2012 1 W w6 2,00
md ¥ P gftrn g8 s b - o it 57, 9 wie,
mt«m.#ﬂ#mﬂﬁwuw\hw—m
- Pt R ern aieet wwe +F ot g &) o faet oo
iwddngﬁv:mﬁi.muwnvmdmi
RUER, T wEH A.1969, T Wi sniive,
sftari, Ressh 3 i &7 | gt @ @@ @) e

o Ry : s

{
SIMEEY & eEe
PRUY 10 eit gomyyg PP,

= Wl Gl
L
il - -W
$WT - NG, ] . STE?
.

i
i L A A S i

V7, - Frer. -

s oy wvl el g
Ay ovvw &£ P'%:cr(‘] ,{_c{,.
Sl -t} o m‘i,-’-,“f"ﬁ ‘:,\

27 S =12
| RS I gmor G
Mol 3106 70

N o=

At 0138

% 96502314
M B13segens

dan Nepal, zona yang berdekatan dan pusat dari jenis
kejahatan transnasional terorganisasi ini.

Data tersebut mengungkapkan bagaimana
perdagangan manusia terkait dengan migrasi paksa dan
menimbulkan beberapa pertanyaan utama: Bagaimana
perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan
manusia? Apa saja mekanisme hukum lintas perbatasan
yang ada di kawasan Teluk Benggala? Apa respons
BIMSTEC sebagai organisasi subregional?

MENGATUR SUASANA

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Protokol
Perdagangan Orang pada November 2000, yang

mulai berlaku pada Desember 2003. Protokol itu
mendefinisikan perdagangan orang sebagai “perekrutan,
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pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau
penerimaan orang, dengan cara ancaman atau
penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan
lainnya, penculikan, penipuan, pengelabuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan
atau memberi atau menerima pembayaran atau
manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain,
untuk tujuan eksploitasi.”

Eksploitasi mencakup berbagai bentuk
eksploitasi seksual, layanan atau kerja paksa,
perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penghambaan, atau pengambilan organ tubuh
untuk dijual. Perdagangan orang merupakan
fenomena multidimensi yang mencakup faktor

sosial, ekonomi dan kriminal, gender, kesehatan,
migrasi, dan pembangunan, demikian menurut
laporan Global Alliance Against Traffic in
Women, “Collateral Damage: The Impact of
Anti-Trafficking Measures on Human Rights
around the World (Kerugian Tidak Disengaja:
Dampak Tindakan Antiperdagangan Manusia
terhadap Hak Asasi Manusia di Seluruh Dunia).”
Dalam dekade terakhir saja, telah terjadi tren
peningkatan jumlah korban yang diidentifikasi
dan pelaku perdagangan manusia yang dihukum
secara global, demikian menurut “Global
Report on Trafficking in Persons 2018 (Laporan
Perdagangan Orang Global 2018)” yang
diterbitkan oleh Kantor P.B.B. untuk Narkoba

Foto-foto anak-

anak India yang
hilang dipajang
di kantor polisi

di New Delhi.
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dan Kejahatan (UNODC). Ada kelangkaan data tentang
perdagangan manusia khususnya di kawasan Teluk
Benggala. Meskipun demikian, laporan UNODC dapat
digunakan untuk memahami situasi di Asia Selatan dan
Asia Timur. Dari total orang yang diperdagangkan di Asia
Selatan, perempuan mencapai 59% dan laki-laki mencapai
41%, demikian menurut laporan tersebut. Dari semua
insiden, perdagangan untuk eksploitasi seksual (50%)
hampir sama dengan perdagangan untuk kerja paksa (49%).

Pada tahun 2016, 67% dari total korban perdagangan
manusia yang dilaporkan di Asia Timur dan Pasifik adalah
perempuan. Sekitar 60% dari korban ini diperdagangkan
untuk eksploitasi seksual dan 38% untuk kerja paksa.

Di Myanmar, sebagian besar korban adalah perempuan.
Di Thailand, terdapat lebih banyak perdagangan orang
untuk kerja paksa daripada untuk eksploitasi seksual, dan
sebagian besar korban adalah laki-laki. Kedua negara ini
melaporkan tingginya jumlah perempuan yang dihukum
karena kasus perdagangan manusia. Sebagian besar pelaku
perdagangan manusia yang dihukum adalah warga negara
dari negara yang menjatuhkan hukuman.

Asia Selatan merupakan daerah asal bagi sebagian
besar manusia yang diperdagangkan ke seluruh dunia,
demikian menurut laporan UNODC. Korban dari
Asia Selatan telah terdeteksi di lebih dari 40 negara.
Destinasi utama berada di Timur Tengah. Pada tingkat
lebih rendah, korban telah dilaporkan di Eropa Barat
dan Selatan serta di Amerika Utara. Korban dari Asia
Selatan — khususnya Bangladesh dan India — juga
diperdagangkan di Asia Tenggara.

Sementara itu, keanekaragaman aliran dan jumlah
korban yang terdeteksi menunjukkan bahwa perdagangan
manusia dari Asia Timur berdimensi global. Aliran dari
kawasan itu ke Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa
Barat dan Tengah sangat relevan. Thailand merupakan
destinasi para korban perdagangan manusia dari Kamboja,
Laos, Myanmar, dan Vietnam.

SOROTAN DI ZONA BANGLADESH-INDIA-NEPAL
Berdasarkan pola regional perdagangan manusia, analis
dan pihak berwenang mengategorikan beberapa negara
sebagai negara asal dan negara lain sebagai destinasi.
Akan tetapi, situasi di lapangan terlihat lebih kompleks.
India, misalnya, bukan hanya menjadi destinasi tetapi
juga negara transit. India merupakan ruang perantara,
dari sana perempuan dan anak-anak diperdagangkan di
dalam kawasan itu dan juga secara global. Sementara itu
Bangladesh dan Nepal dapat dikategorikan secara murni
sebagai negara asal.

Sebuah laporan pada tahun 2008 mengungkapkan
bahwa Bangladesh dan Nepal merupakan dua negara
pemasok lalu lintas perdagangan orang terbesar ke India,
masing-masing menyumbang 2,17% dan 2,6%. Sebuah
laporan yang diterbitkan oleh Justice and Care, melalui
kerja sama dengan Pasukan Keamanan Perbatasan India,
menemukan bahwa lebih dari 500.000 perempuan dan
anak-anak Bangladesh berusia 12 hingga 30 tahun dikirim
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ke India secara ilegal dalam dekade terakhir ini. Hampir
35.000 warga Nepal (15.000 laki-laki, 15.000 perempuan,
dan 5.000 anak-anak) diperdagangkan ke India dari tahun
2018 hingga 2019, demikian menurut laporan Komisi
Hak Asasi Manusia Nasional.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memerangi
perdagangan manusia memperkirakan bahwa sekitar 50
perempuan diperdagangkan dari Nepal ke India setiap
harinya. Korban perdagangan kerja paksa Nepal sering kali
diangkut melalui Myanmar dan Sri Lanka ke destinasi akhir
mereka. Ratusan ribu warga Rohingya telah melarikan
diri dari Rakhine di Myanmar ke negara tetangganya,
Bangladesh, demikian menurut Departemen Luar
Negeri A.S. Di antara para pengungsi ini, sejumlah besar
perempuan dan anak perempuan telah diperdagangkan
untuk pekerjaan seks di Bangladesh dan India.

Pelaku perdagangan manusia menculik perempuan dan
anak perempuan Rohingya yang sedang melakukan transit
serta mereka yang sudah berada di kamp-kamp pengungsi
di Bangladesh dan menjual mereka untuk dinikahkan
secara paksa di India, Indonesia, dan Malaysia. Beberapa
korban dilaporkan juga menjadi sasaran kerja paksa atau
perdagangan seks.

Pelaku perdagangan manusia mengangkut anak
perempuan Rohingya di Bangladesh ke Chittagong dan
Dhaka dan secara transnasional ke Kathmandu, Nepal,
dan Kolkata, India, untuk pekerjaan seks; beberapa
pelaku perdagangan manusia juga memperdagangkan
anak perempuan ini melalui internet. Begitu korban
diperdagangkan ke negara lain, mereka kehilangan hak-
hak mereka dan menjadi hampir tanpa kewarganegaraan.
Beberapa korban pada awalnya menjadi pekerja migran
tetapi kemudian berakhir di rumah bordil, terutama
karena tidak ada saluran aman resmi bagi pekerja migran
perempuan untuk menjamin pekerjaan mereka, apalagi
dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Dalam kebanyakan kasus, migrasi terjadi tanpa
dokumen legal atau resmi. Pekerja perempuan tidak
terampil berusia 9 hingga 25 tahun merupakan kelompok
yang paling rentan dalam perdagangan manusia. Sebuah
laporan P.B.B. tentang perdagangan perempuan, yang
ditulis oleh pengacara dan advokat hak asasi manusia Sri
Lanka Radhika Coomaraswamy, memberikan indikator
penting untuk kemungkinan persinggungan di antara
perdagangan manusia dan migrasi. Pertumbuhan aliran
migrasi dan perdagangan manusia disebabkan oleh
kombinasi berbagai faktor. Buta huruf, kemiskinan,
bentrokan status sosial masyarakat, bencana alam, serta
kerusuhan politik dan etnis telah berkontribusi pada
peningkatan kerentanan kelompok yang terpinggirkan,
sehingga membuat mereka menjadi jauh lebih rentan
terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia.

MEKANISME HUKUM LINTAS PERBATASAN

Hingga saat ini, pemerintah nasional anggota BIMSTEC
belum memprioritaskan isu perdagangan manusia lintas
perbatasan. Akan tetapi, sebagian besar negara di kawasan



itu kini telah berkomitmen di tingkat nasional untuk
memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak.
Bangladesh, India, dan Nepal mungkin merupakan negara
yang paling proaktif dalam upaya memerangi masalah

ini melalui pengesahan undang-undang nasional. Akan
tetapi, undang-undang domestik menghadapi masalah
implementasi dan penegakan; impunitas masih berlaku
meskipun adanya undang-undang.

® Respons Bilateral

Nota kesepahaman Bangladesh-India yang ditandatangani
pada tahun 2015 merupakan langkah signifikan dalam
upaya mereka untuk mencegah perdagangan manusia.
Nota kesepahaman itu berfokus pada tiga aspek:
perluasan definisi individu yang diperdagangkan;
repatriasi; dan pembentukan satuan tugas gabungan. India
telah merencanakan untuk menandatangani perjanjian
serupa dengan negara-negara tetangga lainnya, seperti
Myanmar dan Nepal.

Pada November 2019, Kabinet Persatuan India
menyetujui kesepakatan dengan Myanmar tentang kerja
sama bilateral untuk pencegahan perdagangan orang,
yang mencakup penyelamatan, pemulihan, repatriasi,
dan reintegrasi korban. Di Thailand, berbagai lembaga
termasuk Kementerian Pembangunan Sosial dan
Keamanan Manusia, Kepolisian Thailand, Biro Imigrasi,
Kantor Kejaksaan Agung, dan Kantor Kehakiman telah
bekerja sama dengan kepolisian Myanmar dan lembaga
lainnya untuk membantu dan mempercepat repatriasi

korban Myanmar melalui pusat penerimaan di Myawaddy
di dekat perbatasan Myanmar-Thailand.

* Pendekatan SAARC

Penandatanganan Konvensi Perdagangan Orang pada
tahun 2002 oleh Perhimpunan Kerja Sama Regional Asia
Selatan merupakan langkah penting menuju pengakuan
pentingnya isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan
manusia lintas perbatasan dan migrasi yang tidak
terdokumentasi. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai
tonggak pencapaian dalam mengoordinasikan intervensi
terhadap perdagangan manusia di tingkat regional,
konvensi tersebut memiliki keterbatasan. Pertama,
definisi perdagangan manusia dalam ruang lingkup yang
terbatas yaitu prostitusi. Definisi ini perlu diperluas.

* Peran BIMSTEC

BIMSTEC telah mengidentifikasi perjuangan melawan
terorisme dan kejahatan internasional terorganisasi
sebagai salah satu prasyarat terpenting bagi pertumbuhan
berkelanjutan dan untuk memelihara perdamaian

di kawasan itu. Pada Pertemuan Tingkat Menteri
kedelapan yang diadakan di Dhaka pada Desember
2005, BIMSTEC menambahkan sektor prioritas
kontraterorisme dan kejahatan transnasional, dengan
India sebagai pemimpin sektor itu. Oleh karena itu,
sebuah kelompok kerja gabungan dibentuk, termasuk
empat subkelompok, masing-masing dengan negara
pemimpin: pembagian intelijen (Sri Lanka), pendanaan

Seorang aparat kepolisian
Nepal memantau
kendaraan untuk
mendeteksi perempuan
dan anak perempuan yang
mungkin menjadi korban
perdagangan manusia.
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terorisme (Thailand), masalah hukum dan penegakan
hukum (India), dan pencegahan perdagangan narkotika
dan zat psikotropika (Myanmar). Tidak jelas bagaimana
kudeta militer pada Februari 2021 di Myanmar

akan memengaruhi peran negara itu dalam upaya
antiperdagangan manusia.

Pada tahun 2009, Konvensi BIMSTEC tentang
Kerja Sama dalam Memerangi Terorisme Internasional,
Kejahatan Terorganisasi Transnasional, dan Perdagangan
Narkoba Ilegal diadopsi. Konvensi yang terdiri dari 15
pasal itu dapat dianggap sebagai langkah membangun
kepercayaan, dan negara-negara anggota, sesuai
dengan undang-undang dan peraturan dalam negeri
mereka, membuat komitmen untuk bekerja sama
dalam memerangi terorisme internasional, kejahatan
terorganisasi transnasional, dan perdagangan ilegal
obat-obatan narkotika dan zat psikotropika, termasuk
bahan kimia prekursornya. Akan tetapi, konvensi itu tidak
menyebutkan perdagangan manusia atau migrasi yang
tidak terdokumentasi.

Semua negara anggota telah meratifikasi konvensi
itu kecuali Bhutan. Pada prinsipnya, Bhutan setuju
dengan agenda memerangi perdagangan manusia. Masih
ada ketidakjelasan tentang sifat perjanjian ekstradisi di
tingkat BIMSTEC karena Bhutan telah menandatangani
perjanjian ekstradisi bilateral dengan India.

REKOMENDASI

BIMSTEC masih belum mengambil langkah-langkah
kolektif untuk menghentikan perdagangan orang-
orangnya di dalam perbatasannya. Sehubungan dengan
penduduk negara-negara itu, tingkat respons peradilan
pidana tampaknya terbatas. Misalnya, pada tahun 2016,
negara-negara di Asia Selatan melaporkan tingkat
hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-
negara di kawasan yang lebih padat penduduknya; situasi
serupa terjadi di BIMSTEC.

Meskipun tonggak pencapaian penting telah dicapai
oleh pemerintah nasional dalam memperkenalkan prakarsa
antiperdagangan manusia di kawasan Teluk Benggala,
aktivitas kriminal terus berlangsung secara tidak terkendali.
Melintasi batas negara merupakan rutinitas sehari-hari bagi
banyak orang; oleh karena itu, peran aparat keamanan di
pos pemeriksaan perbatasan sangat penting. Risiko, dan
kemungkinan respons terhadap, perdagangan manusia
dapat disebarluaskan sebagai informasi praktis dan harus
diberikan kepada pengungsi, pengungsi internal, dan
masyarakat di sepanjang rute migrasi.

Memang, peran masyarakat internasional penting
dalam memfasilitasi strategi antiperdagangan manusia.
Dalam konteks ini, laporan UNODC pada tahun 2018
merekomendasikan agar masyarakat internasional
“mempercepat kemajuan untuk mengembangkan
kemampuan dan kerja sama, untuk menghentikan
perdagangan manusia terutama dalam situasi konflik, dan
di semua masyarakat kita tempat kejahatan mengerikan
ini terus beroperasi dalam bayang-bayang.” Laporan
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itu menunjukkan bahwa dalam kondisi sosial ekonomi
yang genting atau situasi yang melibatkan persekusi,
orang-orang yang melarikan diri dari konflik terpaksa
melakukan migrasi, menerima tawaran pekerjaan palsu di
negara-negara tetangga, atau lamaran pernikahan palsu
yang membawa mereka ke situasi eksploitasi. Lebih lanjut,
laporan itu mencatat, “konflik bersenjata cenderung
berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat
yang tinggal di daerah sekitarnya, bahkan ketika mereka
tidak terlibat langsung dalam kekerasan itu. Sekali lagi,
pelaku perdagangan manusia dapat menargetkan komunitas
yang khususnya sangat rentan karena pengungsian
paksa, kurangnya akses ke peluang untuk menghasilkan
pendapatan, diskriminasi, dan pemisahan keluarga.”
Analisis ini menawarkan rekomendasi berikut untuk
menghentikan insiden perdagangan manusia di kawasan
BIMSTEC:
* Pandangan yang Lebih Holistis
Di bawah lingkup sektor kontraterorisme dan
kejahatan transnasional BIMSTEC, upaya yang lebih
terfokus dan terkoordinasi harus diadopsi untuk
menangani semua segmen perdagangan manusia
yang saling terkait. Definisi perdagangan manusia
harus dipertimbangkan secara lebih holistis, dengan
menggabungkan berbagai aspek migrasi tidak
terdokumentasi lintas perbatasan.

Untuk kemungkinan kerja sama lintas perbatasan,
negara-negara anggota harus memperkuat konektivitas
infrastruktur dan kelembagaan, meningkatkan
tindakan pencegahan kejahatan transnasional dan
kontraterorisme melalui konvergensi aturan, peraturan,
dan kebijakan.

* Pemahaman Perspektif Korban
Meskipun perdagangan manusia untuk eksploitasi
seksual dapat dilakukan oleh para penjahat dengan
menggunakan kekerasan fisik dan metode pemaksaan
lainnya, para korban juga dapat terjebak dalam
situasi-situasi semacam itu melalui penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan dan penipuan. Berbagai
lembaga yang menangani perdagangan manusia harus
berkolaborasi untuk mengidentifikasi konteks dan
kenyataan terjadinya eksploitasi seksual yang sering
kali bersifat kompleks guna menanggapi kebutuhan
fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban.
Pertukaran Informasi Secara Bebas
Karena sifat transnasional dari kejahatan terorganisasi
ini, penting untuk memiliki pertukaran informasi
yang bebas dan adil di antara negara-negara
anggota. Dalam kebanyakan kasus, data korban tidak
dikumpulkan secara sistematis. Karena sebagian besar
negara di kawasan Teluk Benggala merupakan pihak
penanda tangan Protokol Perdagangan Orang P.B.B.
dan memiliki undang-undang yang sesuai, sekarang
saatnya untuk berfokus pada implementasi ketentuan
protokol itu. Dengan semangat tanggung jawab
bersama dan kerja sama internasional, dukungan
dari negara-negara tetangga yang terkena dampak



aliran perdagangan manusia ini dapat membantu
mempercepat upaya antiperdagangan manusia.
Melibatkan LSM dan Organisasi Internasional
Meskipun jaringan perdagangan manusia
transnasional masih banyak ditemui, respons yang
tepat dapat ditemukan dengan menggunakan kerja
sama internasional dan langkah-langkah peradilan
nasional. Pemangku kepentingan berbeda yang
relevan di bidang ini, termasuk LSM dan organisasi
internasional, harus terlibat dalam dialog secara
terus-menerus.

Mengatasi Masalah Gender, Migrasi,

dan Ketenagakerjaan

Peningkatan perdagangan perempuan dan anak-anak
di kawasan BIMSTEC sejalan dengan meningkatnya
migrasi ilegal dan tidak terdokumentasi di kawasan
itu. Pertumbuhan ekonomi, perdamaian, dan
kemakmuran relatif di sisi lain perbatasan bertindak
sebagai faktor penarik. Pertumbuhan ekonomi
menciptakan peningkatan permintaan tenaga

kerja impor. Perempuan muda, khususnya, sangat
dibutuhkan karena mereka dianggap lebih patuh dan
cenderung tidak keberatan dengan kondisi kerja di
bawah standar. BIMSTEC harus berupaya untuk
menghubungkan isu-isu yang berkaitan dengan
gender, migrasi, dan tenaga kerja.

Intervensi Antiperdagangan Manusia

untuk Anak-Anak

Perdagangan anak-anak menjadi perhatian yang
mendesak. Harus ada pendekatan holistis untuk
mengurangi kerentanan anak-anak terhadap pola
eksploitasi. Intervensi antiperdagangan manusia
untuk anak-anak dapat menjadi lebih efektif

Penghuni rumah
perlindungan Shakti
Samuha mengikuti kelas
pendidikan informal di
Kathmandu, Nepal. Shakti
Samuha, organisasi yang
didirikan oleh para korban
perdagangan manusia,
mengorganisasikan

dan memberdayakan

para penyintas melalui
nasihat hukum, pelatihan
kejuruan, penyediaan
rumah penampungan,
dan terapi.

jika dimasukkan dalam
berbagai program untuk
memberikan pendidikan yang
berkualitas bagi semua pihak,
terutama di lingkungan yang
mengalami peningkatan risiko
perdagangan manusia, seperti
kamp-kamp pengungsi.

KESIMPULAN

BIMSTEC sedang menyelesaikan
piagam dan aturan hukumnya.
Sebaiknya masalah perdagangan
manusia dimasukkan ke dalam agenda prioritasnya.

Data yang dapat diandalkan dan diperbarui sulit untuk
ditemukan. Namun, data yang tersedia menunjukkan
situasi yang mengerikan — terutama di zona yang
berdekatan yaitu Bangladesh, India, dan Nepal — yang
membutuhkan respons segera dan sesuai dari pemerintah
nasional dan BIMSTEC secara kolektif.

Lagi pula, BIMSTEC telah mengidentifikasi
perjuangan melawan terorisme dan kejahatan
internasional terorganisasi sebagai salah satu prasyarat
terpenting bagi perdamaian di kawasan itu. Penetapan
prioritas ini memerlukan kebutuhan untuk pertukaran
informasi yang lebih terfokus di antara negara-negara
anggota BIMSTEC dan pandangan yang lebih holistis
terhadap spektrum masalah yang terkait dengan
perdagangan manusia. O

The Observer Research Foundation pada awalnya menerbitkan artikel ini pada November
2020. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. Untuk mengakses
laporan aslinya, kunjungi https://www.orfonline.org/research/strengthening-anti-human-
trafficking-mechanisms-in-the-bay-of-bengal-region/ .
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P.B.B. MENDORONG KESIAPAN DI
BIDANG-BIDANG UTAMA UNTUK
MENINGKATKAN OPERASI

Untuk memajukan reformasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas operasi
perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretariat
P.B.B. dan negara-negara penyumbang prajurit dan
aparat kepolisian (troop- and police-contributing
country - T/PCC) diharapkan memperkuat kesiapan
operasional personel yang dikerahkan ke lapangan. Ini
membutuhkan upaya untuk memastikan bahwa pasukan
pemelihara perdamaian memiliki pengetahuan, keahlian,
pelatihan, peralatan, dan pola pikir yang diperlukan untuk
mengimplementasikan mandat mereka sesuai dengan
prinsip, nilai, standar, dan kebijakan P.B.B.

Kesiapan operasional personel berseragam sangat
penting untuk pemenuhan secara efektf tugas-tugas
yang diamanatkan dan diotorisasi oleh resolusi Dewan
Keamanan P.B.B. Oleh karena itu, Departemen
Operasi Perdamaian (Department of Peace Operation
- DPO) dan Departemen Dukungan Lapangan P.B.B.
mengembangkan Kebijakan Peningkatan Kinerja
dan Jaminan Kesiapan Operasional, serta pedoman
terkait, pada tahun 2015. Sejak kebijakan itu dibuat, ada
pengakuan bertahap atas peran penting hak asasi manusia
sebagai bagian dari kinerja secara keseluruhan. Misalnya,
sebagai bagian dari “Deklarasi Komitmen Bersama” dari
Prakarsa Tindakan untuk Pemeliharaan Perdamaian,
negara-negara anggota dan Sekretariat P.B.B. menegaskan
kembali bahwa operasi pemeliharaan perdamaian
memberikan kontribusi penting untuk melindungi warga
sipil dan hak asasi manusia.

Mereka juga mengakui perlunya “mendukung
persiapan prapengerahan personel dan kemampuan yang
diperlukan untuk kinerja yang efekdf, serta kebijakan
skrining hak asasi manusia yang ada.” Negara-negara
anggota secara lebih lanjut berkomitmen “untuk menjamin
bahwa calon personel memenuhi standar P.B.B. guna
berdinas dalam operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B.”

Kami berusaha mendefinisikan konsep kesiapan hak
asasi manusia bagi pasukan pemelihara perdamaian, yang
dimaksudkan untuk melengkapi kesiapan operasional
agar operasi perdamaian lebih efektif dan sesuai dengan
tujuan. Dalam konteks operasi perdamaian P.B.B.,
kesiapan hak asasi manusia adalah sejauh mana personel
yang disediakan oleh T/PCC siap dan bersedia bekerja
sama dengan komponen hak asasi manusia misi dan secara
proaktif mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam
perencanaan dan operasi, termasuk untuk implementasi

Pasukan pemelihara perdamaian Nepal melakukan latihan operasi
konvoi dengan Marinir A.S. di Mongolia.
SERSAN SATU BALINDA O'NEAL DRESEL/GARDA NASIONAL ANGKATAN DARAT A.S.

Prajurit Nepal berdiri dalam formasi bersama Prajurit dari berbagai
negara selama latihan operasi perdamaian global yang dipimpin oleh
Angkatan Darat Nepal. SersAN SATU APRIL DAVIS/ANGKATAN DARAT A.S.

mandat perlindungan terhadap warga sipil.

Dikembangkan berdasarkan kerangka kerja, standar,
dan prakarsa kebijakan P.B.B. yang ada, kesiapan tersebut
mencakup kewajiban personel ini untuk menghormati
hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional
ketika berdinas dalam operasi perdamaian. Kesiapan ini
juga mencakup kewajiban mereka berdasarkan Piagam
P.B.B. dan kebijakan P.B.B. untuk mempromosikan dan
memajukan hak asasi manusia dalam pekerjaan mereka,
serta dukungan yang diberikan P.B.B. untuk membantu
mereka memenuhi kewajiban ini.

Kesiapan hak asasi manusia pasukan pemelihara
perdamaian dipastikan oleh T/PCC dan P.B.B., yang
harus mendukung dan menilai kesiapan itu dengan
mengintegrasikan hukum kemanusiaan dan hak asasi
manusia ke dalam pembentukan, konfigurasi operasional,
dan evaluasi personel berseragam. Ini termasuk
memasukkan hukum ini ke dalam kebijakan, prosedur
operasi standar, dan mekanisme yang memandu proses
prapengerahan dan pembentukan pasukan — terutama
yang berkaitan dengan kebutuhan pelatihan dan peralatan
serta proses sertifikasi, skrining, dan seleksi.

Kesiapan hak asasi manusia juga memerlukan
penerapan mekanisme akuntabilitas, dalam hukum dan
praktiknya, untuk memastikan bahwa personel berseragam
mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. Kami
menganalisis peluang dan kesenjangan dalam kesiapan hak
asasi manusia, mencari cara untuk meningkatkan kesiapan
hak asasi manusia pasukan pemelihara perdamaian,
termasuk kesiapan, kemampuan, kapasitas, dan komitmen
mereka untuk menghormati dan mempromosikan hak
asasi manusia serta mengintegrasikannya ke dalam
pekerjaan mereka di lapangan.
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Kerangka kerja kesiapan hak asasi manusia
komprehensif akan mencakup mekanisme untuk
mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke
dalam konfigurasi operasional dan modus operandi
personel berseragam sebelum, selama, dan setelah
pengerahan mereka. Kami memulai proses pengembangan
kerangka kerja ini dengan berfokus pada langkah-langkah
yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengerahkan
personel berseragam melalui pembentukan pasukan,
penilaian prapengerahan, dan pelatihan.

HAK ASASI MANUSIA DALAM PASUKAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN P.B.B.

Hak asasi manusia merupakan fungsi inti operasi
perdamaian P.B.B., terlepas dari apakah misi itu memiliki
mandat hak asasi manusia yang dinyatakan secara tersurat.
Sebagian besar operasi perdamaian, termasuk semua
operasi pemeliharaan perdamaian multidimensi, memiliki
mandat yang mencakup: mempromosikan dan melindungi
hak asasi manusia melalui pemantauan dan penyelidikan;
analisis dan pelaporan; peningkatan kemampuan lembaga
negara, termasuk lembaga hak asasi manusia nasional,

dan masyarakat sipil; peringatan dini; perlindungan warga
sipil (protection of civilian - POC); dan dukungan kepada
pemerintah dalam memerangi impunitas.

Banyak operasi perdamaian juga diberi mandat untuk
melindungi warga sipil, sebuah tujuan yang mengandalkan
pada upaya terpadu yang dilakukan oleh komponen
militer, kepolisian, dan sipil mereka, termasuk bagian hak
asasi manusia. Operasi-operasi ini mungkin juga memiliki
mandat hak asasi manusia yang dinyatakan secara eksplisit.

Dalam konteks operasi perdamaian, POC mengacu
pada perlindungan dari ancaman kekerasan fisik. Oleh
karena itu, hal ini terkait erat dengan pekerjaan hak asasi
manusia yang bertujuan untuk menjamin hak untuk
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operasi berger
Bangsa di pinggira

hidup dan integritas fisik serta dengan kewajiban positif
untuk melindungi masyarakat dari ancaman terhadap

hak mereka untuk hidup dan dari perlakuan buruk,
sebagaimana ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia.
Perlindungan warga sipil ditempuh melalui tiga tingkatan:
dialog dan keterlibatan, penyediaan perlindungan fisik,
dan pembentukan lingkungan yang protektif.

Kegiatan hak asasi manusia yang dilakukan sebagai
bagian dari pekerjaan ini dapat mencakup penyelidikan
dan pemantauan penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, kepekaan terhadap hukum kemanusiaan
internasional (international humanitarian law - THL)
dan perjuangan melawan impunitas, yang semuanya
berkontribusi untuk mencegah dan menanggapi ancaman
kekerasan fisik terhadap warga sipil. Kebijakan P.B.B.
tentang POC dilandaskan pada hukum internasional,
menggambarkan mandat POC sebagai “perwujudan tekad
masyarakat internasional untuk mencegah pelanggaran
paling serius terhadap hukum kemanusiaan internasional,
hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum
pengungsi internasional serta standar terkait” yang “harus
diimplementasikan baik dalam isi maupun semangat
kerangka hukum ini.”

Koordinasi erat di kalangan petugas hak asasi manusia
serta personel militer dan kepolisian memungkinkan
misi untuk menggunakan berbagai jenis keahlian dan
alat bantu masing-masing serta keunggulan komparatif
untuk memaksimalkan dampak misi mereka pada POC.
Di luar mandat misi khusus untuk POC dan hak asasi
manusia, semua operasi perdamaian P.B.B. dan semua
personel P.B.B. secara hukum berkewajiban untuk
mematuhi standar hak asasi manusia, hukum pengungsi,
dan hukum kemanusiaan internasional serta untuk
menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia P.B.B.
ketika melaksanakan mandat mereka.



Doktrin Capstone P.B.B. menetapkan bahwa
“hukum hak asasi manusia internasional merupakan
bagian integral dari kerangka kerja normatif bagi
operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-
Bangsa” dan menegaskan bahwa “personel pemeliharaan
perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa — baik militer,
kepolisian, atau sipil — harus ... memahami bagaimana
implementasi tugas mereka bersinggungan dengan
hak asasi manusia.” Dokumen kebijakan P.B.B. juga
secara konsisten menegaskan kembali dan menguraikan
pentingnya hak asasi manusia untuk operasi perdamaian.

Kebijakan P.B.B. tahun 2011 mengatur integrasi
hak asasi manusia ke dalam semua operasi perdamaian,
termasuk misi politik khusus dan operasi pemeliharaan
perdamaian. Kebijakan itu mengharuskan misi tanpa
mandat hak asasi manusia untuk menegakkan dan
memajukan standar hak asasi manusia dan untuk
menghindari dampak negatif terhadap hak asasi manusia
melalui implementasi mandat mereka. Kebijakan itu
mendefinisikan peran komponen dan bagian misi untuk
memajukan hak asasi manusia melalui fungsinya.

KESIAPAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBENTUKAN PASUKAN

Dalam laporannya tentang implementasi rekomendasi
Panel Operasi Perdamaian Independen Tingkat Tinggi,

Prajurit Sri Lanka berbaris selama
parade pelepasan pada April 2021
sebelum berangkat menjalankan tugas
pemeliharaan perdamaian Perserikatan
Bangsa-Bangsa di Mali. arp/cerTy imaces

sekretaris jenderal menunjukkan bahwa “penting bagi
personel Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik sipil maupun
militer, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kita” dan
bahwa “catatan dan kinerja hak asasi manusia negara-
negara yang berkontribusi merupakan bagian integral dari
hal ini.” Sejalan dengannya, hak asasi manusia dianggap
sebagai bagian dari proses pembentukan pasukan, mulai
dari skrining hingga pemilihan personel. Banyak upaya
telah dilakukan untuk memastikan bahwa pasukan
pemelihara perdamaian yang dikerahkan tidak melakukan
pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi, sistem yang
ada saat ini terutama berfokus pada skrining pelaku
melalui kebijakan dan proses formal daripada mendukung
kandidat yang telah menunjukkan kesiapan mereka untuk
mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
Proses pembentukan pasukan juga memerlukan
kunjungan ke negara-negara yang berkontribusi, seperti
kunjungan penilaian dan kepenasihatan, kunjungan
kepenasihatan operasional (opsional), dan kunjungan
prapengerahan (predeployment visit - PDV). Kunjungan
ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan operasional
masing-masing unit militer yang dikerahkan dalam operasi
pemeliharaan perdamaian P.B.B. Kunjungan penilaian
dan kepenasihatan dilakukan sebelum unit dibentuk dan
berfokus pada verifikasi kesiapan suatu negara untuk
berkontribusi pada operasi perdamaian dalam hal pelatihan
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dan kemampuan keberlanjutan unit. Selain kemampuan
ketentaraan, perilaku dan disiplin, termasuk eksploitasi dan
pelecehan seksual, dapat menjadi bagian dari penilaian ini.

PDV untuk unit militer, yang dipimpin oleh Layanan
Pembentukan Pasukan Kantor Urusan Militer P.B.B.
dan menyertakan perwakilan dari Layanan Pelatihan
"Terpadu dan tim peralatan milik kontingen Departemen
Dukungan Operasional, bertujuan untuk memverifikasi
kapasitas negara dan menilai kemampuannya untuk
berkontribusi. Baru-baru ini, PDV yang ditingkatkan telah
mencakup validasi keterampilan militer, termasuk untuk
perlindungan warga sipil.

Untuk memandu penilaian ini, Kantor Urusan
Militer telah meninjau tugas, kondisi, dan standar yang
terkait dengan POC untuk unit infanteri sesuai dengan
Petunjuk Batalion Infanteri P.B.B. yang direvisi. Sungguh
mengejutkan bahwa Kantor Komisioner Tinggi P.B.B.
untuk Hak Asasi Manusia (Office of the U.N. High
Commissioner for Human Rights - OHCHR) tidak
menjadi bagian dari diskusi mengenai pembentukan
kerangka kerja kesiapan operasional untuk T/PCC.

Meskipun hak asasi manusia disebut-sebut sebagai salah
satu parameter kesiapan operasional unit militer, tidak
ada pakar hak asasi manusia yang secara sistematis ikut
serta dalam kunjungan kepenasihatan dan prapengerahan
ini. Kunjungan-kunjungan itu sering kali berfokus pada
pelatihan dan kebutuhan peralatan serta sejumlah latihan
penyelesaian proses birokrasi yang praktis tidak banyak
digunakan untuk mengakui secara formal proses yang
telah ditetapkan oleh T/PCC guna memenuhi standar
kesiapan operasional, sebagaimana didefinisikan dalam
kebijakan P.B.B. Oleh karena itu, kunjungan-kunjungan
itu tidak selalu dimaksudkan untuk mengevaluasi kesiapan
hak asasi manusia selain memverifikasi keberadaan modul
pelatihan dasar tentang hak asasi manusia selama pelatihan
prapengerahan. Jika evaluasi kinerja pelaksanaan misi
mengungkapkan kesenjangan dalam hak asasi manusia
untuk unit tertentu selama pengerahannya dalam
misi pemeliharaan perdamaian, ini secara teori dapat
dimasukkan dalam kunjungan prapengerahan berikutnya
dan didiskusikan dengan negara yang berkontribusi. Akan
tetapi dalam praktiknya, sejauh mana kesiapan hak asasi
manusia dianggap sebagai isu kritis selama penilaian ini
masih harus dilihat.

Sebagaimana diakui oleh pejabat P.B.B., hak asasi
manusia tetap menjadi isu sensitif dan tidak ada panduan
yang jelas tentang bagaimana melibatkan T/PCC dalam
hal ini, di luar kalimat standar yang muncul dalam catatan
diplomatik dan persyaratan pengesahan diri. Ada juga
perasaan yang kuat dalam layanan pembentukan pasukan
bahwa persyaratan bagi negara penyumbang prajurit,
termasuk pelatihan substansial dan penyediaan banyak
dokumen, sudah memberatkan. Akibatnya, keinginan
untuk menerapkan kerangka kerja lain tentang kesiapan
hak asasi manusia masih mengalami keterbatasan. Selain
itu, pertimbangan POC hanya baru-baru ini diperluas
dalam evaluasi unit komandan sektor dan pasukan.
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PELATIHAN PRAPENGERAHAN:
TANGGUNG JAWAB NASIONAL

Negara-negara anggota bertanggung jawab atas pelatihan
prapengerahan personel militer dan kepolisian yang
ditugaskan untuk operasi pemeliharaan perdamaian
P.B.B. Untuk membantu T/PCC, Layanan Pelatihan
Terpadu DPO mengembangkan dan memperbarui materi
pelatihan standar secara berkala, dengan memanfaatkan
keahlian substantif dari seluruh sistem P.B.B., termasuk
dari OHCHR. Layanan Pelatihan Terpadu juga
mendukung negara-negara anggota dalam memberikan
pelatihan dalam dua cara: melalui tim pelatihan bergerak,
yang meningkatkan kemampuan pelatihan nasional, dan
melalui kursus pelatihan bagi pelatih bagi instruktur T/
PCC yang memberikan pelatihan prapengerahan kepada
personel berseragam nasional.

Dalam modul yang mencakup konten hak asasi
manusia, para ahli OHCHR sering kali dilibatkan dalam
kedua jenis pelatihan, tergantung pada keterbatasan
kemampuan OHCHR. Materi pelatihan prapengerahan
inti P.B.B. memberikan landasan umum bagi semua
personel militer dan kepolisian untuk memahami prinsip,
panduan, dan kebijakan pemeliharaan perdamaian P.B.B.
Materi-materi ini mencakup unsur-unsur generik, khusus,
dan misi tertentu. Materi-materi ini juga memasukkan
modul tentang kerangka kerja hukum untuk pemeliharaan
perdamaian P.B.B., seperti ikhtisar hukum hak asasi
manusia internasional (international human rights
law - IHRL) dan hukum kemanusiaan internasional
(international humanitarian law - IHL); tugas personel
pemeliharaan perdamaian P.B.B. untuk mempromosikan
dan melindungi hak asasi manusia; dan tugas-tugas yang
diamanatkan terkait dengan hak asasi manusia, termasuk
hak-hak perempuan dan anak-anak, dan perlindungan
warga sipil dalam operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B.

KESENJANGAN PENYAMPAIAN DALAM PELATIHAN
PRAPENGERAHAN DAN PELAKSANAAN MISI

Dalam rezim pelatihan pemeliharaan perdamaian saat
ini, banyak fokus tetap berada pada kerangka kerja
normatif daripada pada bagaimana mendukung hak
asasi manusia secara operasional dalam pelaksanaan
misi. Kepekaan personel berseragam terhadap hak asasi
manusia sering kali terbatas pada presentasi norma hak
asasi manusia dan kerangka kerja hukum. Jarang ada
kesempatan untuk memperluas kepekaan ini dengan
memberikan pelatihan tentang bagaimana personel
militer harus mengintegrasikan hak asasi manusia ke
dalam perencanaan dan operasi mereka serta bekerja
sama dengan kolega hak asasi manusia mereka dalam
pelaksanaan misi. Tanpa pelatihan ini, ada risiko bahwa
beberapa personel militer dapat melihat semua masalah
hak asasi manusia sebagai tanggung jawab bagian hak
asasi manusia, sehingga mengurangi rasa tanggung jawab
mereka sendiri terhadap hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan keterputusan di antara kerangka
kerja normatif yang menjadi dasar pemeliharaan



perdamaian dan tugas-tugas yang diamanatkan terkait
hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh misi itu, serta
di antara POC dan hak asasi manusia. Beberapa staf
pelatihan dan hak asasi manusia P.B.B. telah mengakui
bahwa praktik dan metodologi pelatihan yang ada tidak
mencukupi, memberikan pemahaman sepintas kepada
personel berseragam tentang bagaimana IHRL dan IHL
diterjemahkan ke dalam pertimbangan operasional.
Pelatihan saat ini tidak membekali personel dengan
pengetahuan yang memadai tentang hukum, norma,
dan kebijakan yang berlaku, juga tidak memberikan
panduan tentang bagaimana personel berseragam harus
bekerja sama dengan kolega hak asasi manusia mereka.
Singkatnya, pelatihan saat ini gagal menerjemahkan
pengetahuan hak asasi manusia ke dalam praktik sehari-
hari. Seperti yang telah dicatat oleh Komite Palang
Merah Internasional (International Committee of the
Red Cross - ICRC), “Menambahkan beberapa jam
tentang IHL dan/atau IHRL ke program pelatihan yang
ada tanpa mengubah isinya masih jauh dari efektif.”
Sebaliknya, para ahli ini berpendapat bahwa
memahami hak asasi manusia dalam konteks
pemeliharaan perdamaian, dan lebih luas dari POC,
mengharuskan hal itu dimasukkan ke dalam pelatihan
lebih luas yang diberikan oleh negara-negara anggota
kepada semua aparat militer dan kepolisian mereka,
terutama kepada perwira komando dan staf. Pelatihan
prapengerahan terlalu terlambat dalam prosesnya untuk
memperkenalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia
dan konsep-konsep hukum kepada pasukan pemelihara
perdamaian, ketika sebagian besar fokusnya sering kali
masih pada memastikan keterampilan dasar ketentaraan.
“Refleksi sejarah dan psikologi sosial menunjukkan
bahwa tujuan pelatihan dasar (desensitisasi, meruntuhkan
keengganan tentara untuk membunuh, kohesi unit, dan
kepatuhan pada rantai komando) bertentangan dengan
banyak tujuan pelatihan IHL,” demikian menurut ICRC.
Argumen serupa dapat dibuat untuk IHRL. Pelatihan
IHL dan IHRL perlu diintegrasikan secara bermakna ke
dalam kurikulum akademi militer dan kepolisian umum,
yang bukan merupakan standar bagi banyak T/PCC
utama. Ini dapat membantu personel mengembangkan
refleks yang benar melalui paparan dan latihan berulang.

MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI
MANUSIA DI SELURUH MISI

Perlindungan dan promosi hak asasi manusia telah
menjadi fungsi penting misi pemeliharaan perdamaian
sejak disertakan dalam mandat Misi Pengamat P.B.B.
di El Salvador pada tahun 1991. Meskipun komponen
hak asasi manusia memiliki peran penting dalam hal
ini, menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan
tanggung jawab di seluruh misi yang mencakup tidak
hanya petugas hak asasi manusia sipil tetapi juga
komponen militer dan kepolisian.

P.B.B. menghadapi momen peningkatan perhatian
terhadap kinerja operasional pemeliharaan perdamaian.

Kesiapan hak asasi manusia personel berseragam P.B.B.
merupakan penentu utama kinerja ini, serta kredibilitas dan
reputasi PB.B. serta komitmennya terhadap pencegahan.
Untuk memprofesionalkan pemeliharaan perdamaian,
P.B.B. dan negara-negara anggotanya perlu memastikan
bahwa personel berseragam memahami dan memiliki
keterampilan untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi
manusia mereka dan memungkinkan pekerjaan komponen
hak asasi manusia.

Prajurit Filipina bersiap untuk memasuki lokasi distribusi makanan
fiktif Perserikatan Bangsa-Bangsa selama latihan pemeliharaan
perdamaian di Bangladesh. sersaN KEPALA JON DYER/ANGKATAN UDARA A S.

Hak asasi manusia perlu menjadi bagian sistematis dari
proses pembentukan pasukan dan kesiapsiagaan, yang juga
akan membuat pemeliharaan perdamaian lebih akuntabel
kepada publik dan lebih kredibel kepada mitra-mitra P.B.B.
Kesiapan hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjadi
kerangka kerja yang harus digunakan untuk menilai
persyaratan operasional yang ada terkait dengan standar
hak asasi manusia untuk T/PCC. Seperti halnya kesiapan
operasional, ini adalah upaya kolektif oleh 'T/PCC dan
Sekretariat P.B.B., yang keduanya terlibat dalam semua
komponen operasi perdamaian yang relevan.

Untuk memperkuat kesiapan hak asasi manusia unit
militer dan kepolisian yang dikerahkan dalam operasi
perdamaian P.B.B., tindakan nyata harus dilakukan oleh
T/PCC dan P.B.B. Ini akan mempersiapkan unit untuk
menjunjung tinggi standar hak asasi manusia dan lebih
mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke
dalam pekerjaan mereka. Upaya ini juga akan memastikan
bahwa komponen berseragam dapat memenuhi
komitmen seperti itu. O

Dr. Namie Di Razza bergabung dengan International Peace Institute (IPl) pada Oktober 2016
setelah bekerja dalam operasi perdamaian PB.B. dan perlindungan warga sipil. Jake Sherman
adalah direktur program senior International Peace Institute (IPl) dan direktur Brian Urquhart
Center for Peace Operations IPI. Laporan ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
Untuk membaca laporan lengkap yang diterbitkan IPl pada April 2020, kunjungi https://www.
ipinst.org/2020/04/integrating-human-rights-into-operational-readiness-of-un-peacekeepers
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MENGAPA TIONGKOK GELISAH?

KTT Perdana Pemimpin Quad Menyampaikan Pesan yang Jelas kepada Beijing

MAYJEN. (PURN.) S B ASTHANA/ANGKATAN DARAT INDIA

pada Maret 2021 tidak menyebutkan nama

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara
langsung, tetapi Beijing tampaknya gelisah dengan
peristiwa tersebut, dengan penyambung lidah
resmi PKT; surat kabar Global Times, berspekulasi
bahwa anggota Quad yaitu Australia, India, Jepang,
dan Amerika Serikat terlalu membesar-besarkan
“ancaman Tiongkok” bahkan sebelum acara itu
dilaksanakan. Tampaknya, Tiongkok melihat
tantangan besar terhadap impiannya akan Indo-
Pasifik yang berpusat pada Tiongkok dalam seruan
Quad untuk kawasan yang bebas, terbuka, inklusif,
dan sehat yang “dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi
dan tidak dibatasi oleh paksaan.” Harapan RRT
agar kelompok empat negara itu tidak membentuk
kekuatan kohesif mungkin perlu ditinjau kembali:
Pemimpin Quad menghadiri KT'T pada September
2021 di Gedung Putih dan telah sepakat untuk
mengupayakan tercapainya agenda penting melalui
tiga kelompok kerja terfokus.

KTT Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad)

AGENDA JINAK TAPI PENYAMPAIAN PESAN JELAS
Upaya Quad menyatakan kebulatan suara dalam
kebutuhan akan tatanan yang bebas, terbuka,
berbasis aturan, yang berakar pada hukum
internasional untuk memajukan keamanan dan
kemakmuran serta untuk melawan ancaman
terhadap Indo-Pasifik dan sekitarnya. Namun
agenda yang menarik perhatian global adalah
seruan untuk respons kolektif terhadap pandemi
COVID-19 dalam hal menyinergikan upaya
vaksinasi, dengan India sebagai pusat manufaktur
dan dibantu oleh negara-negara lain, untuk
meluncurkan 1 miliar vaksin paling lambat pada
tahun 2022. Dua kelompok kerja lainnya berfokus
pada teknologi kritis yang sedang berkembang dan
perubahan iklim.

Agenda itu tampaknya bersifat jinak, tetapi
Beijing tidak melewatkan hubungan dalam K'T'T
pertama Quad dengan isu-isu seperti kebebasan
navigasi dan penerbangan serta kekhawatiran
tentang “agresi” dan “pemaksaan” terhadap anggota
Quad oleh RRT. Tidak ada yang menyebutkan nama
Tiongkok secara langsung selama K'T'T itu, tetapi
RRT tahu bahwa pihaknya menentang tatanan
berbasis aturan dengan mengabaikan keputusan

Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2016
yang menolak klaim maritimnya yang ekspansif
di Laut Cina Selatan dan bahwa pihaknya terus
melakukan pemaksaan terhadap negara-negara
Indo-Pasifik. Respons Tiongkok yang menyebut
pertemuan Quad sebagai “multilateralisme selektif”
dan “politik COVID” menunjukkan frustrasinya
terhadap munculnya kolaborasi vaksinasi global
alternatif, sesuatu yang secara sepihak berusaha
dikuasai secara sepihak oleh Tiongkok demi
keuntungan dirinya sendiri.

Daftar tantangan bersama yang harus ditangani
oleh Quad mencakup ruang siber, kontraterorisme,
investasi infrastruktur berkualitas, serta bantuan
kemanusiaan dan bantuan bencana (humanitarian
assistance and disaster relief - HADR), beberapa di
antaranya melibatkan dugaan keterlibatan Tiongkok,
seperti serangan siber dan kurangnya transparansi
Organisasi Kesehatan Dunia.

Pernyataan Quad untuk mendukung supremasi
hukum, kebebasan navigasi dan penerbangan,
nilai-nilai demokrasi, dan keutuhan wilayah telah
menambah frustrasi Beijing, yang telah mulai
menembakkan berondongan propaganda melalui
surat kabar Global Times, menyebut India sebagai
“aset negatif” bagi kelompok seperti Brasil, Rusia,
India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (Brazil, Russia,
India, China and South Africa - BRICS) dan
Organisasi Kerja Sama Shanghai serta mengatakan
bahwa India gagal memahami niat baik Tiongkok.

MASALAH DAN DIVERGENSI
Tiongkok ingin dunia percaya bahwa ada divergensi
besar dalam keempat negara demokrasi yang
berkumpul membentuk Quad. Akan tetapi, seiring
perkembangannya, Quad tampaknya mengatasi
beberapa perbedaan itu. Ada lebih banyak
penerimaan mengenai area fokus dan definisi yang
berbeda di Indo-Pasifik, dengan fokus India di
Samudra Hindia bagian barat hingga menyentuh
negara-negara Afrika dan Teluk bersama dengan area
lain di Indo-Pasifik, yang tetap menjadi fokus semua
anggota Quad.

Perjanjian dasar yang ditandatangani oleh
India dan A.S., seperti Perjanjian Keamanan dan
Kompatibilitas Komunikasi dan Perjanjian Pertukaran
dan Kerja Sama Dasar, serta latihan angkatan laut



bersama, telah meningkatkan interoperabilitas India
dengan anggota Quad lainnya, yang beroperasi dalam
kerangka kerja aliansi militer NATO.

India merupakan satu-satunya anggota Quad yang
memiliki perbatasan darat dengan Tiongkok, sumber
ketegangan selama beberapa dekade. RRT telah
berupaya sebaik mungkin untuk menciptakan ketakutan
di antara anggota Quad dengan membuat hubungan
Tiongkok-India terus berfluktuasi di antara ketegangan
dan harmoni. Setelah terjadinya ketegangan perbatasan
militer di Doklam dan Ladakh, cukup jelas bagi warga
India bahwa Tiongkok tidak dapat dipercaya, yang telah
membawa kejelasan relatif pada posisi India. Keterikatan

Perdana Menteri Jepang saat itu Yoshihide Suga, atas kedua dari
kanan, berbicara dari Tokyo selama KTT virtual pada Maret 2021
yang dihadiri oleh para pemimpin Australia, India, Jepang, dan
Amerika Serikat, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Quad.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berpartisipasi dari
Sydney dalam KTT virtual itu bersama dengan para pemimpin
India, dari kiri, Amerika Serikat, dan Jepang pada Maret 2021.
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ekonomi setiap anggota Quad dengan Tiongkok
memerlukan adanya rantai pasokan yang tangguh,
ekosistem digital dan teknologi, dengan ketergantungan
minimal pada Tiongkok.

Ada konsensus di antara anggota Quad mengenai
dukungan bagi sentralitas Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di kawasan ini, tetapi
penyertaannya dalam pertimbangan Quad akan
diperdebatkan, mengingat pengaruh Tiongkok atas
ASEAN. Pada umumnya, beberapa anggota ASEAN
kadang-kadang mengangkat suara secara kurang
meyakinkan terhadap agresi Tiongkok (Filipina, Vietnam),
mengharapkan kekuatan dunia untuk menghentikan
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petualangan Tiongkok karena mereka merasa
sulit untuk melawan kekuatan Tiongkok
sendirian. Ini telah mendorong Tiongkok
untuk melanjutkan perambahan secara bertahap
di Laut Cina Selatan dan kawasan ini. RRT
selalu berusaha untuk berurusan dengan
berbagai negara secara bilateral, menggunakan
kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan
pribadi. Dalam keterlibatan individunya dengan
Australia, India, Jepang, dan A.S., RRT akan
terus berupaya melemahkan Quad melalui
konsesi bilateral.

AKANKAH EVOLUSI QUAD BERLANJUT?
Quad muncul setelah tsunami dahsyat di
Samudra Hindia pada tahun 2004 sebagai
Kelompok Inti Tsunami, yang melaksanakan
respons HADR yang kredibel. Serangkaian
latihan angkatan laut Malabar multilateral
memberikan kelompok itu kemampuan
interoperabilitas dalam upaya antipembajakan,

 AIIMS HOSPITAL

" ;

HADR, dan misi maritim lainnya. Anggota
Quad memproyeksikan diri mereka sebagai
berkomitmen terhadap jaringan terbuka dan
transparan yang “akan memungkinkan orang,
barang, modal, dan pengetahuan mengalir
dengan bebas.”

Quad belum mengakui bahwa pihaknya
memiliki peran untuk dimainkan dalam
menghentikan petualangan Tiongkok di Indo-
Pasifik atau bahwa pihaknya dapat beroperasi
sebagai pasukan militer gabungan. Faktanya,
Quad telah memilih untuk bersikap diplomatis
dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak
ditujukan ke negara tertentu.

Strategi perambahan secara bertahap
"Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Timur serta
di Ladakh di perbatasan India-Tiongkok yang
disengketakan merupakan masalah serius tidak
hanya bagi negara-negara yang terkena dampak
langsung oleh tumpang tindihnya zona ekonomi
eksklusif (ZEE) atau perbatasan yang belum

™ |
‘-




diselesaikan, tetapi juga bagi negara-negara
lainnya di seluruh dunia. RRT terus mengubah
fitur maritim dan atol menjadi pangkalan
militer dan mengharapkan negara lain untuk
menerimanya sebagai pulau, meskipun penerapan
tidak patut yang dilakukan oleh Tiongkok
terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNCLOS) untuk mengklaim
200 mil laut ZEE di sekitar fitur-fitur itu,
sehingga mengubah Laut Cina Selatan menjadi
“danau Tiongkok” seiring berjalannya waktu.

Perambahan RRT mengancam kebebasan
navigasi dan penerbangan di sepanjang jalur
komunikasi laut global dan dapat menyebabkan
pembatasan seperti pembuatan zona identifikasi
pertahanan udara di Laut Cina Selatan.
Tindakan semacam itu yang dilakukan oleh
negara mana pun untuk membatasi kebebasan
navigasi dan penerbangan atau melanggar aturan
hukum harus ditentang di Dewan Keamanan
P.B.B., dengan dukungan Quad.

Diperlukan implementasi visi Indo-Pasifik
yang Bebas dan Terbuka pada kerangka kerja
hukum yang berbasis aturan. Semua anggota
Quad kecuali A.S. telah meratifikasi UNCLOS;
oleh karenanya, A.S. perlu melakukan hal yang
sama untuk memiliki landasan moral yang
tinggi. RRT cukup yakin bahwa baik A.S.
maupun negara lain tidak akan menggunakan
kekuatan militer untuk membongkar
infrastrukturnya di Laut Cina Selatan.

RRT juga meningkatkan kemampuan
angkatan lautnya dengan kecepatan yang
belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam
konteks ini, Quad perlu memperkuat dirinya
tidak hanya sekadar melakukan latihan
Malabar dan menambahkan keefektifan dalam
bentuk pengembangan kemampuan maritim,
peningkatan interoperabilitas secara lebih
lanjut, dan peningkatan kemampuan untuk
mendominasi titik keluar-masuk rawan yang
sensitif terhadap Tiongkok. Quad bukanlah
aliansi militer, sehingga akan memerlukan
struktur formal dan sekretariat untuk
membuatnya sukses di masa depan.

JALAN KE DEPAN BAGI QUAD

Vaksin COVID-19 akan diproduksi di India
dan dibiayai oleh Jepang dan A.S. dengan
dukungan logistik dari Australia. Niat Quad
untuk menyinergikan kemampuan medis,
ilmiah, keuangan, manufaktur, teknologi penting
yang sedang berkembang, dan pengembangan
di masa depan adalah langkah ke arah yang
benar. Pembagian teknologi inovatif dan
pengembangan kemampuan untuk menghadapi
tantangan iklim juga akan memenuhi

kepentingan umat manusia. Jika diterapkan,
langkah-langkah ini tentunya akan menjadikan
Quad pengelompokan yang efektif.

Anggota Quad harus melanjutkan kebebasan
navigasi dan latihan militer di Indo-Pasifik,
seperti yang terus dilakukan Tiongkok. Jika
situasi strategis memburuk, mungkin ada
kebutuhan untuk menempatkan apa yang
disebut Kelompok Pengamat Militer Maritim
P.B.B. guna mencegah pemicu konflik yang
tidak disengaja, yang mungkin terjadi di sebuah
kawasan dengan kepadatan kapal tempur yang
tinggi pada misi kebebasan navigasi.

KTT Quad tidak menyatakan penambahan
anggota, tetapi kelompok itu perlu memiliki
fleksibilitas untuk menyertakan negara-negara
demokratis yang berpandangan serupa, ketika
banyak negara yang akan tertarik untuk
bergabung dengan Quad karena Indo-Pasifik
menjadi pusat gravitasi ekonomi dan pusat
manufaktur dunia. Dukungan angkatan laut
lain, seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan
anggota NATO lainnya, akan menangkal para
perusak perdamaian. Quad dalam bentuknya
yang saat ini mungkin tidak terstruktur untuk
menghentikan petualangan Tiongkok, tetapi
tentunya memiliki potensi untuk menjadi
salah satu instrumen paling efektif untuk
melakukannya. Reaksi Tiongkok menunjukkan
bahwa Quad pastinya telah menarik perhatian
Tiongkok, meskipun tidak menyebutkan nama
Tiongkok dalam K'T'T Quad. O

Mayjen Angkatan Darat India Purnawirawan S B Asthana adalah kepala
instruktur United Service Institution of India, wadah pemikir tertua di negara
itu. Saat ini dia bekerja sebagai analis strategi dan keamanan. Dulunya

dia merupakan jenderal infanteri dengan pengalaman 40 tahun dalam
penugasan nasional dan internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Artikel ini pada awalnya diterbitkan pada Maret 2021 oleh Financial
Express Online. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Konvoi Angkatan
Darat India
melakukan
perjalanan
melintasi sela-
sela pegunungan
yang berbatasan
dengan Tiongkok
di Ladakh, India.
India merupakan
satu-satunya
negara anggota
Dialog Keamanan
Kuadrilateral yang
berbatasan dengan
Tiongkok.
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ndang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim (Maritime

Traffic Safety Law - MTSL) Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

yang mulai diberlakukan pada 1 September 2021 mewajibkan

semua kapal asing yang memasuki perairan teritorial Tiongkok

untuk memberi tahu otoritas maritim, mendapatkan izin yang

diperlukan, serta tunduk pada komando dan pengawasan
Tiongkok. Ini terjadi setelah pemerintah Tiongkok memberlakukan
undang-undang pada Februari 2021 yang memberikan wewenang
kepada pasukan penjaga pantai Tiongkok (China Coast Guard - CCG)
untuk menggunakan kekuatan terhadap kapal asing yang melanggar
kedaulatan Tiongkok. Kedua undang-undang itu memiliki implikasi
serius bagi tatanan internasional. Selain itu, keduanya melanggar
ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCLOS) yang memberi berbagai negara hak melintas tanpa
memerlukan izin dari pemerintah negara pantai.

Kodifikasi RRT atas perairan yang disengketakan telah berkembang
hingga tahap ekspansifnya saat ini selama tiga dekade. Undang-
Undang tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tahun 1992 juga
menimbulkan keresahan di antara berbagai negara karena melanggar
ketentuan UNCLOS yang menetapkan garis dasar untuk mengukur
laut teritorial dan zona maritim lainnya. RRT menerapkan metode
garis dasar lurus, menghubungkan titik dasar di antara beberapa pulau
yang jauh dari pantai Tiongkok, dan menggelembungkan wilayah
laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang dihasilkannya
sehingga melanggar hak negara lain untuk menggunakan perairan itu
sebagaimana diizinkan oleh hukum internasional.

Undang-undang domestik Tiongkok yang melampaui apa yang
diizinkan oleh hukum internasional menciptakan peluang untuk
memajukan sasaran teritorial RRT melalui cara-cara koersif — dengan
mengorbankan wilayah dan kedaulatan negara-negara kawasan.

Pasal 12 undang-undang pasukan penjaga pantai memungkinkan
CCG untuk melindungi kedaulatan, kepentingan maritim, pulau-
pulau buatan, dan fasilitas serta konstruksi Tiongkok di perairan
yang diklaim oleh RRT. CCG juga dapat menghancurkan bangunan,
struktur, perangkat terapung asing yang dibangun di laut, pulau,

dan terumbu karang di bawah yurisdiksinya, sesuai dengan Pasal 20
undang-undang tersebut.

MTSL memberdayakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk
lebih mengontrol kegiatan di perairannya dengan mendikte kategori
kapal asing yang harus memberikan informasi mereka ketika bernavigasi
dan berlabuh di zona pemanduan kapal. Ini berarti PK'T dapat
menentukan zona pemanduan kapal di wilayah yang disengketakan,
bahkan di dalam ZEE negara-negara penggugat lainnya.

Undang-undang MTSL dan pasukan penjaga pantai lebih dari
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MENGODIFIKAS! PERAIRAN DAN MEMBENTUK KEMBALI TATANAN

AGRESI RRT DI LAUT CINA SELATAN DAN TIMUR

DR. NGUYEN THANH TRUNG DAN LE NGOC KHANH NGAN

Kapal cutter

sekadar pelanggaran hukum internasional
pasukan penjaga

yang terpisah dari pelanggaran lainnya —

keduanya melayani ambisi yang lebih luas untuk ?::;zigd:;L
memperkuat-klalrn RRT .d.engan menggunakan Amerika Serikat
proses peradilannya sendiri. melakukan

Pendekatan RRT mengandalkan pada istilah
hukum yang didefinisikan secara samar-samar
untuk menafsirkan perundang-undangan
sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 74 undang-
undang pasukan penjaga pantai mendefinisikan
“perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok” dengan
menyertakan “perairan lain,” sebuah istilah yang besar kemungkinan
merujuk pada perairan yang disengketakan dan diklaim secara
kontroversial oleh RRT dalam Undang-Undang Laut Teritorial tahun
1992. Sementara itu undang-undang maritim baru itu tidak jelas
tentang seberapa keras, luas, atau apakah undang-undang baru itu akan
ditegakkan dan di wilayah geografis apa.

Secara regional, RRT ingin mengatur ulang tatanan yang telah ada
selama beberapa dekade, dan undang-undang domestiknya merupakan
komponen penting dari upayanya untuk membentuk aturan dan
norma maritim. Undang-undang pasukan penjaga pantai bisa dibilang
merupakan ancaman yang mungkin segera terjadi bagi negara-negara
yang terlibat sengketa dengan RRT di Laut Cina Timur dan Selatan.
Undang-undang itu memperkuat argumentasi bahwa RRT ingin
membangun landasan hukum untuk membenarkan konfrontasi fisik di
kedua laut itu.

Dalam praktiknya, Beijing semakin mengadopsi sikap ofensif.
Dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang semakin berkembang,
PKT dapat memberlakukan hukum domestiknya di wilayah yang
dikontrolnya, terlepas dari apakah wilayah itu secara hukum berada
di dalam yurisdiksinya. Dengan anggaran belanja militernya yang
mencapai 3,61 kuadriliun rupiah (252 miliar dolar A.S.) pada tahun
2020, Tiongkok telah mengubah armada angkatan lautnya dan
menyamarkan kapal-kapal milisinya menjadi raksasa untuk mengalahkan
lembaga penegak hukum dan angkatan laut regional. Dalam konteks
ini, memaksa kapal-kapal dari negara-negara yang lebih kecil untuk
mematuhi undang-undang itu tampaknya bukan tugas yang sulit bagi
Beijing sehingga meningkatkan kewaspadaan di antara negara-negara
kawasan dan komunitas internasional berbasis aturan.

transit di Laut
Cina Timur pada
Agustus 2021.
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Nguyen Thanh Trung adalah direktur Saigon Center for International Studies (SCIS) di
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, di Kota Ho Chi
Minh. Le Ngoc Khanh Ngan adalah peneliti di SCIS. Artikel ini pada awalnya diterbitkan

pada 27 September 2021, di situs web Asia Maritime Transparency Initiative dari Center for
Strategic and International Studies. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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Personel Angkatan Laut Thailand memandu kapal pendaratan selama latihan di kamp
Chulaporn di provinsi Narathiwat, Thailand selatan pada Maret 2021.

Foto dari: The Associated Press
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